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S
atu unsur penting dari pemeriksaan yang dilakukan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). BPK pun terus ber­
upaya agar entitas dapat menyelesaikan rekomendasi sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

Berbagai hal pun dilakukan. Misalnya saja seperti yang 
dilakukan oleh Auditorat Keuangan Negara V yang menargetkan semua 
entitas di wilayah Barat memiliki persentase mencapai 85 persen. Angka ini 
lebih besar dari target yang termuat dalam Rencana Strategis BPK 2020-
2024 yang sebesar 75 persen.

Untuk mencapai target itu, beberapa langkah dilakukan. Satu di anta­
ranya, sebelum laporan hasil pemeriksaan disampaikan, BPK menyampai­
kan konsep rekomendasi tindak lanjut. Setelah mengetahui rekomendasi 
tersebut, entitas diminta membuat action plan. Dengan begitu, rekomen­
dasi diharapkan bisa ditindaklanjuti karena mereka sudah tahu harus ber­
buat apa usai menerima laporan hasil pemeriksaan. 

Hal ini yang redaksi kupas pada Warta Pemeriksa edisi September 
2021. Rekomendasi tindak lanjut merupakan salah satu titik penting dari 
rangkaian pemeriksaan yang dilakukan BPK. Karena dengan berbagai upa­
ya yang dilakukan, unsur akuntabilitas keuangan pun dapat lebih mudah 
untuk dicapai. 

BPK pun memastikan bahwa pandemi Covid-19 yang telah melanda In­
donesia selama lebih dari 1,5 tahun tak menghalangi proses penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini setidaknya terlihat dari 
persentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK per 
semester I 2021 yang sebesar 75,9 persen. 

Hal ini memungkinkan karena selama pandemi BPK berusaha untuk 
adaptif dan lebih fleksibel dalam mengakomodasi diskusi dengan entitas 
terkait upaya tindak lanjut rekomendasi. Meskipun begitu, pelaksanaan­
nya tetap sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksa tetap 
memverifikasi, menguji, dan mengkonfirmasi kebenaran bukti-bukti tindak 
lanjut untuk memberikan keyakinan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi 
adalah benar.

Simak juga pendapat dan masukan dari entitas-entitas terkait tindak 
lanjut rekomendasi. Redaksi menyiapkan hasil wawancara antara lain dari 
Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, 
dan BAKN DPR sebagai mitra kerja BPK.   

Jangan lewatkan informasi mengenai Knowledge Sharing Session (KSS) 
yang digelar Auditorat Utama Investigasi (AUI) bersama AKN VII BPK yang 
mengusung tema "Modus Operandi Kejahatan Perbankan: Tinjauan dalam 
Pemeriksaan". Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan BPK untuk 
membagikan pengalaman dan pengetahuan terkait modus operandi keja­
hatan perbankan, termasuk di bank BUMN atau BUMD. 

Redaksi juga mengajak pembaca sekalian untuk melihat cara BPK 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berupaya mewujudkan 
budaya kerja yang dekat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ini di­
lakukan dengan mengusung slogan "jappa-jappa" yang merupakan sing­
katan dari kata jujur, amanah, perilaku profesional, dan asertif. Kata dari 
bahasa Bugis itu juga memiliki arti jalan-jalan. Selamat menikmati. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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A
nggota IV/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara IV Badan Pe­
meriksa Keuangan (BPK), Isma 
Yatun, mengapresiasi tingkat 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas 

di lingkungan AKN IV. Isma Yatun menyatakan, 
BPK pun akan terus mendorong agar entitas dapat 
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan 
secara tepat waktu. Sebab, tindak lanjut rekomen­
dasi merupakan muruah BPK.

Isma Yatun memaparkan, tingkat TLRHP entitas di 
lingkungan AKN IV mengalami peningkatan dalam 
3 tahun terakhir. Berdasarkan data di Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS), rata-rata tingkat pe­
nyelesaian TLRHP pada 2018 sebesar 63,86 persen. 
Kemudian, meningkat lagi menjadi 66,79 persen pa­
da 2019 dan menjadi 69,29 persen pada 2020.

“Akan tetapi, saya juga gemes dengan lambat­
nya tindak lanjut dari entitas, apalagi ketika saya 
meneliti usulan status 4. Selama ini entitas ngapain 

saja kok ada rekomendasi yang sejak tahun 2004 
belum ditindaklanjuti,” ujar Isma Yatun kepada 
Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Wanita kelahiran Palembang itu mengatakan, 
ada beberapa rekomendasi BPK yang diusulkan 
menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan 
alasan yang sah) karena tindak lanjut rekomendasi­
nya sudah tidak relevan dengan sejumlah alasan. 
Alasan itu, antara lain, karena organisasi telah di­
likuidasi, peraturan perundang-undangan sudah 
berubah, pejabat sudah pensiun atau meninggal.

“Kalau rekomendasi ditindaklanjuti dalam batas 
waktu 60 hari, maka rekomendasi tersebut harusnya 
masih relevan, namun karena sudah terlewat lebih 
dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun, maka rekomen­
dasinya menjadi tidak relevan,” ujar Isma Yatun.

Kewajiban pejabat dalam menindaklanjuti 
rekomendasi BPK merupakan amanat Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. Pejabat wajib menindaklanjuti 

REKOMENDASI JANGAN SAMPAI ‘BASI’
Jika ada rekomendasi yang tidak segera diselesaikan oleh entitas, 
bahkan sampai bertahun-tahun dan akhirnya diusulkan menjadi status 4, 
hal tersebut dapat mengganggu muruah BPK.

n Isma Yatun
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rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 
Jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepa­
da BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah lapor­
an hasil pemeriksaan diterima.

Isma Yatun mengatakan, jika ada rekomendasi 
yang tidak segera diselesaikan oleh pihak entitas, 
bahkan sampai bertahun-tahun dan akhirnya di­
usulkan menjadi status 4, hal tersebut dapat meng­
ganggu muruah BPK. “Kita sudah susah payah 
melakukan pemeriksaan dan memberikan reko­
mendasi, namun sepertinya rekomendasi kita tidak 
diindahkan atau hanya dilecehkan oleh pihak enti­
tas dan kita diam saja. Untuk ke depan hal ini tidak 
boleh terjadi lagi,” tegas Isma Yatun.

Kendati demikian, Isma Yatun menyatakan BPK 
dan entitas tentu akan sama-sama mencari solusi 
terkait penyelesaian rekomendasi yang sudah sa­
ngat lama belum ditindaklanjuti. Jika memang 
rekomendasi itu sudah tidak relevan, maka dengan 
terpaksa akan dimasukkan ke dalam status 4, yaitu 
rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti kare­
na alasan yang sah.

Menurut Isma Yatun, ada sedikitnya tiga faktor 
yang mempengaruhi tingkat TLRHP suatu entitas. 
Pertama, respons keaktifan dari pejabat entitas. 
Kedua, respons dari pejabat atau pemeriksa BPK. 
Sedangkan yang ketiga adalah faktor komitmen 
untuk kerja sama antara pejabat BPK dengan peja­
bat entitas yang berwenang untuk menyelesaikan 
rekomendasi BPK.

Terkait faktor respons keaktifan dari entitas, hal 
yang terpenting adalah komitmen pimpinan entitas, 
yakni menteri beserta jajarannya dalam menindak­
lanjuti rekomendasi BPK. Selain menteri, pejabat 
entitas yang sangat berpengaruh terhadap faktor 
penyelesaian TLRHP adalah peran aktif Sekretaris 
Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian 
selaku koordinator pelaksanaan tindak lanjut pada 
masing-masing kementerian sesuai kewenangannya.

Faktor kedua, yaitu respon keaktifan pejabat/
pemeriksa BPK. Faktor ini juga sangat penting. “Ji­
ka pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya, maka seharusnya mendo­
rong kepada pejabat entitas agar TLRHP diselesai­
kan sesuai batas waktu yang ditetapkan sehingga 
dapat menjadi status 1,” ujar Isma Yatun.

Pejabat atau pemeriksa BPK juga harus mem­
punyai komitmen dan kesadaran yang sama bahwa 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi merupakan 
muruah BPK. Jika rekomendasi BPK tidak segera 
ditindaklanjuti, maka kita harus segera menganalisis 
apakah rekomendasinya yang tidak tepat ataukah 
entitasnya yang tidak tanggap.

“Jika rekomendasinya yang tidak tepat, maka 
kami minta kepada para pejabat atau pemeriksa 
BPK dalam merumuskan rekomendasi harus realis­
tis dan dapat dilaksanakan, sehingga rekomendasi 
BPK tidak menjadi status 4, kecuali karena terpaksa 
dengan alasan yang uncontrollable. Namun, jika 
entitasnya yang tidak tanggap, maka kita harus 
berusaha  keras agar pihak entitas segera menyele­
saikan tindak lanjutnya dalam batas waktu yang 
ditetapkan atau 60 hari sejak LHP diterima,” ujar 
Isma Yatun.

Faktor ketiga, yaitu komitmen dan kerja sama 
antara pejabat BPK dan pejabat entitas untuk me­
nyelesaikan rekomendasi BPK, termasuk rekomen­
dasi yang sudah cukup lama. Harus ada komitmen 
yang kuat dari pejabat BPK dan pejabat entitas 
untuk segera menyelesaikan TLRHP yang menjadi 
tanggung jawabnya.

Isma Yatun menyampaikan, untuk periode 
Semester II Tahun 2020, rata-rata penyelesaian 
TLRHP oleh entitas di lingkungan AKN IV sebesar 
69,29 persen. Ada empat entitas yang TLRHP-nya 
di atas nilai rata-rata, yaitu Kementerian Koordina­
tor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko 
Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Pertanian, serta Kementerian ESDM. 
Bahkan untuk Kemenko Marvest dan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, TLRHP-nya sudah di atas 
80 persen. “Sedangkan untuk 2 entitas lainnya, ya­
itu Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, ma­
sih harus ditingkatkan karena masih di bawah nilai 
rata-rata TLRHP,” ucap Isma Yatun.

Jika pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, maka seharusnya mendorong kepada pejabat entitas agar 
TLRHP diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan sehingga 
dapat menjadi status 1.
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Ia menegaskan, dirinya bersama jajaran AKN 
IV terus mendorong entitas agar terus berupaya 
maksimal dalam peningkatan dan percepatan pe­
nyelesaian TLRHP. Dalam setiap sambutan di aca­
ra-acara dengan entitas, Isma Yatun menyatakan 
selalu menyisipkan reminder agar para menteri 
beserta jajarannya berkomitmen dalam perce­
patan penyelesaian TLRHP. Komunikasi secara 
intensif juga terus dilakukan dengan Sekretaris 
Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan para Eselon I 
masing-masing kementerian dalam rangka proses 
penyelesaian TLRHP. “Kami juga mendorong en­
titas untuk membentuk semacam task force yang 
bertugas mempercepat penyelesaian TLRHP.”

Pemanfaatan SIPTL
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi  

sangat berpengaruh dalam setiap aspek, begitu 
pula dalam proses pemantauan TLRHP BPK. Se­
perti diketahui, BPK dalam pemantauan TLRHP 
telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pe­
mantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Isma Yatun mengatakan, SIPTL sangat mem­
bantu para pemeriksa untuk dapat memantau 
TLRHP secara lebih cepat, efisien dan real time. 
“Pemanfaatan teknologi dengan SIPTL ini diha­
rapkan juga meningkatkan partisipasi aktif dan 
membantu mempermudah entitas dalam proses 
tindak lanjut sehingga dapat meningkatkan pe­
nyelesaian TLRHP,” ujarnya.

Entitas di lingkungan AKN IV pun menyambut 
baik adanya aplikasi SIPTL dalam pelaksanaan 
pemantauan TLRHP. SIPTL dinilai cukup mem­
bantu dan memudahkan entitas dalam penyam­
paian TLRHP BPK. Hal tersebut karena entitas 
dapat melakukan tindak lanjut setiap waktu tanpa 
harus menunggu periode BPK melaksanakan pe­
mantauan. Selain itu, ada early warning yang di­
berikan secara otomatis dan berkala oleh aplikasi 
untuk membantu entitas dengan mengingatkan 
agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Di era pandemi Covid-19 seperti saat ini, ujar 
Isma Yatun, proses pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi pun tetap berjalan. Entitas tetap 
melaksanakan TLRHP seperti biasa melalui SIPTL 
yang telah digunakan sebelum pandemi. Diskusi 
dan pembahasan pun tetap dilakukan meskipun 
melalui video conference.

“Saya dan seluruh jajaran AKN IV berkomitmen 
untuk terus membuka ruang diskusi dan komu­
nikasi selebar-lebarnya dengan entitas dalam hal 
percepatan dan penyelesaian TLRHP sesuai de­
ngan ketentuan. Pada masa pandemi Covid, kami 

juga terus aktif melakukan rapat pembahasan se­
cara rutin melalui media online,” ujar Isma Yatun.

Agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara 
tepat waktu, salah satu hal yang perlu diperhati­
kan adalah memastikan entitas telah memahami 
temuan BPK dan sudah mengerti apa yang harus 
dilakukan saat pelaksanaan pembahasan temuan. 
“Dengan demikian, tindak lanjut dalam rentang 
waktu maksimal 60 hari setelah rekomendasi diberi­
kan, diharapkan dapat terpenuhi,” ujarnya. Sedang­
kan terkait rekomendasi yang telah lama belum 
ditindaklanjuti, sebaiknya dilakukan identifikasi dan 
komunikasi dengan entitas mengenai kendala dan 
upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan reko­
mendasi tersebut sesuai dengan ketentuan. l

Amanat Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai 

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peratur­
an perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 
pemeriksaan diterima.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan 
kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi 

dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil pemeriksaan.

Ayat 1

Ayat 2

Ayat 3

Ayat 4

Ayat 5
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mencoba untuk memastikan bah­
wa tindak lanjut rekomendasi 
yang disampaikan dapat membe­
rikan manfaat bagi entitas yang 
diperiksa. Hal ini sejalan dengan 

visi dan misi BPK yang dijalankan AKN I de­
ngan melakukan pemeriksaan yang berkualitas 
dan bermanfaat. 

“Berkualitas artinya melakukan pemerik­
saan sesuai dengan standar, dalam hal ini 
SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Nega­
ra) dan ketentuan peraturan yang ada. Ber­
manfaat itu artinya selama proses pemeriksaan 
sudah ada masukan dari kami yang membe­
rikan manfaat kepada pihak yang diperiksa. 
Kemudian di akhir pemeriksaan manfaat dibe­
rikan melalui rekomendasi pemeriksaan,” kata 
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama 
KN) I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu 
kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, untuk pemantauan tindak 
lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan KN I 
memang menggunakan format yang dike­
luarkan Kaditama Revbang. Hanya saja, ada 
penambahan satu kolom untuk mencatat dam­
pak rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Dengan kolom ini maka akan terlihat dam­
pak dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan 
BPK itu seperti apa. Karena bisa saja jika ke­
mudian entitas menolak rekomendasi yang 
disampaikan karena menganggap tidak ada 
memiliki dampak yang berarti. 

“Kalau rekomendasi tidak ada dampak 
atau entitas menolak, berarti ada masalah. 
Bisa saja rekomedasinya tidak pas atau sudah 
tidak sesuai dengan kondisi sekarang, atau 
rekomendasinya harus diperbaiki, atau ada ke­

salahan dari kita. Buat BPK pun ini jadi refleksi 
diri. Jangan BPK nantinya hanya mengeluarkan 
rekomendasi sebanyak-banyaknya tapi tidak 
ada dampak,” papar dia. 

Novy menjelaskan, di lingkungan AKN I, 
sesuai arahan Anggota I Bapak Dr Hendra 
Susanto komunikasi pemeriksaan harus di­
perhatikan dan wajib dilaksanakan karena 
merupakan prinsip penting dalam standar pe­
meriksaan keuangan negara. Di standar itu di­
jelaskan bahwa setiap pemeriksa harus mem­
bangun komunikasi yang efisien dan efektif di 
seluruh proses pemeriksaan. Mulai dari peren­
canaan, pelaksanaan, pelaporan, dan khusus 
untuk BPK ada proses tindak lanjut. 

Karenanya, tambahnya, BPK selalu mem­
bangun komunikasi mengenai tindak lanjut ha­
sil pemeriksaan dengan pihak yang diperiksa 
dan berdiskusi terkait pemeriksaan. Misalnya 
saja mereka mengalami kesulitan melakukan 
tindak lanjut karena ada kaitan dengan kemen­
terian/lembaga (K/L) lain. 

Untuk itu, BPK pun mencoba memfasilitasi 
permasalahan untuk melakukan diskusi ber­
sama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Di 
BPK pun disediakan forum resmi untuk berdis­
kusi mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan (Pemutahiran Tindak Lanjut/PTL) 
yang digelar setiap semester.

TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI BPK 
HARUS BERMANFAAT

Dalam beberapa kasus, 
penyelesaian masalah yang 
ditemukan sudah diselesaikan pada 
saat pemeriksaan masih berjalan.

n Novy Gregory Antonius Pelenkahu
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“Saat ini kami sedang memfasilitasi perma­
salahan antara Basarnas, BLU PPK Kemayoran, 
dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait 
masalah gedung dan sebagainya dan tetap berko­
munikasi dengan AKN III sebagai pemeriksa BLU 
PPK Kemayoran dan AKN II sebagai pemeriksa Ke­
menterian Keuangan. Itu upaya yang kami lakukan 
supaya memastikan entitas menjalankan rekomen­
dasi,” ungkap dia. 

Melalui kolom tambahan, Novy mengatakan, 
interaksi pemeriksa dan entitas pada saat pe­
mantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan menjadi 
semakin bagus. Dengan cara ini juga entitas bisa 
menjadi lebih terbuka karena merasakan langsung 
dampak dari rekomendasi yang disampaikan. 

Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian 
dari masalah yang ditemukan BPK sudah diselesai­
kan pada saat pemeriksaan masih berjalan. Seba­
gai contoh pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu) terkait pemba­
ngunan Gedung Sekretariat 
ASEAN. 

Menurutnya, BPK mene­
mukan permasalahan pada 
saat proses pemeriksaan. 
Akan tetapi, selama proses 
pemeriksaan permasalah itu 
langsung ditindaklanjuti oleh 
Kemenlu sehingga tidak lagi 
jadi temuan BPK. “Oleh kami, 
dalam laporan hal itu ditulis 
khusus,” ungkap dia. 

Melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan 
bermanfaat disebut Novy menjadi salah satu hal 
yang akan terus dijalankan BPK khususnya di ling­
kungan AKN I ke depannya. Karena ini bisa men­
jadi cara yang efektif untuk mendorong entitas 
untuk menyelesaikan rekomendasi yang diberikan.  

“Kalau begini entitas tidak perlu dikejar-kejar 
untuk menyelesaikan rekomendasi. Malah mereka 
dengan senang hati akan menyelesaikannya,” te­
gas Novy. 

Di atas target
Untuk AKN I, Novy melihat bahwa upaya enti­

tas dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi 
BPK sudah terbilang bagus. Alasannya entitas 
yang berada di lingkup koordinasi AKN I sudah 
menyadari bahwa rekomendasi BPK itu wajib ditin­
daklanjuti. 

Hal itu terbukti dari persentase tindak lanjut ha­
sil pemeriksaan dari masing-masing entitas. Walau­

pun beragam, persentase penyelesaian rekomen­
dasi sebagian besar entitas sudah berada di atas 
target nasional BPK, yaitu 75 persen. Bahkan, ada 
beberapa yang sudah mendekati 100 persen. 

Misalnya saja Kementerian Perhubungan (Ke­
menhub) yang sudah mencapai 98,32 persen. 
Novy menilai, pencapaian ini tidak lepas dari ko­
mitmen pimpinan tertinggi dari Kemenhub terkait 
rekomendasi BPK. Ditambah dengan dukungan 
inspektorat jenderal (itjen) yang kuat untuk melak­
sanakan rekomendasi BPK.

“Di AKN I ada 20 entitas. Ada dua yang masih 
termasuk rendah. Tapi di semester ini, saya dan 
teman-teman akan berupaya agar persentasenya 
bisa tinggi,” ujar dia. 

Sebagai contoh, adalah Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang persentasenya rendah kare­
na terkait organisasi. Ini karena sebagian besar 
pegawai KPU yang di daerah bukan merupakan 

pegawai pusat. Dengan begi­
tu, tindak lanjut rekomendasi 
menjadi sulit untuk dilakukan. 
Apalagi, sering kali pada saat 
rekomendasi diberikan, pega­
wai yang bersangkutan sudah 
berganti. 

AKN I pun mencoba mem­
berikan solusi. Antara lain 
dengan mengkomunikasikan 
Peraturan BPK No 2/2017 ten­
tang tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan. Di dalam 
peraturan itu, ada pasal yang 

mengatur soal rekomendasi yang tidak dapat di­
tindaklanjuti dengan alasan yang sah. Alasan yang 
sah tersebut antara lain perombakan organisasi 
hingga pegawai pensiun atau tidak aktif. “Nah 
KPU kesulitan seperti itu. Jadi saat ini KPU sedang 
mengumpulkan permasalahan-permasalahan ren­
dahnya TL rekomendasi dari BPK untuk nantinya 
didiskusikan dengan kami,” jelas Novy. 

Tingginya persentase tindak lanjut hasil peme­
riksaan entitas juga tidak lepas dari sistem infor­
masi pemantauan tindak lanjut (SIPTL). Aplikasi 
ini membantu pelaksanaan PTL. Yang biasanya 
dilakukan dua kali dalam satu tahun, kini bisa di­
lakukan setiap saat. “Dengan SIPTL, entitas setiap 
saat bisa mengirimkan tindak lanjut terkait temuan 
BPK. Selanjutnya kami akan memverifikasi tindak 
lanjutnya. Dengan teknologi juga lebih fair. Bia­
sanya kita tindak lanjut itu Juni-Juli. Kalau mereka 
sudah selesai di Januari, bisa disampaikan. Jadi 
tidak terlambat,” ungkap Novy. l

Dengan SIPTL, entitas 
setiap saat bisa 
mengirimkan tindak 
lanjut terkait temuan 
BPK. Selanjutnya kami 
akan memverifikasi 
tindak lanjutnya.
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P
andemi Covid-19 yang telah melan­
da Indonesia selama lebih dari 1,5 
tahun tak menghalangi proses pe­
nyelesaian tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan. Hal ini terlihat dari 
persentase tindak lanjut yang telah 

sesuai dengan rekomendasi BPK per Semester I 
2021 yang sebesar 75,9 persen. BPK dalam Ren­
cana Strategis (Renstra) 2020-2024 menargetkan 
persentase penyelesaian tindak lanjut sebesar 75 
persen. 

“Dari sisi kewajiban entitas, tidak ada per­
ubahan kewajiban untuk melaksanakan tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
sebelum dan setelah Covid-19. BPK mema­
hami bahwa mungkin saja entitas mengalami 
kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi 
BPK di tengah pandemi ini. Namun sepanjang 
pengamatan, selama pandemi Covid-19 belum 
ditemukan keluhan dari entitas atas hambatan 
dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” kata 
Auditor Utama KN III Bambang Pamungkas, awal 

September.
 Selama pandemi ini, kata dia, BPK juga ber­

sedia adaptif dan lebih fleksibel dalam meng
akomodasi diskusi dengan entitas terkait upaya 
tindak lanjut rekomendasi. Jika diperlukan, 
diskusi dapat dilakukan secara daring. Namun, 
pelaksanaan tugas pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi yang dilakukan oleh pemeriksa 
terhadap entitas, tetap dilakukan sesuai standar 
pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksa tetap 
harus memverifikasi, menguji, dan mengkonfir­
masi kebenaran bukti-bukti tindak lanjut untuk 
memberikan keyakinan bahwa tindak lanjut atas 
rekomendasi adalah benar.

 Menurut Bambang, beberapa entitas memi­
liki tingkat persentase penyelesaian tindak lanjut 
lebih dari 90 persen. Namun demikian, masih 
ada entitas yang mengalami kesulitan dalam me­
nindaklanjuti rekomendasi BPK dengan progres 
penyelesaian yang tidak signifikan, salah satunya 
entitas yang mengalami perubahan nomenklatur, 
baik karena pemisahan maupun penggabungan. 

PANDEMI COVID-19 TAK HALANGI 
PROSES TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Beberapa entitas memiliki tingkat persentase penyelesaian 
tindak lanjut lebih dari 90 persen.

n Bambang Pamungkas
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“Namun dalam setiap kesempatan BPK selalu 
mendorong entitas untuk segera menindaklan­
jutinya,” katanya.

 Ia menambahkan, BPK selalu membuka ke­
sempatan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan 
oleh entitas berkenaan dengan hal-hal terkait 
penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal 
tersebut dinilai cukup efektif mendorong entitas 
menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

 Dalam memantau tindak lanjut rekomendasi, 
BPK telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Pe­
mantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Dengan SIPTL 
ini, entitas dapat mengunggah bukti-bukti tindak 
lanjut rekomendasi secara online ke BPK. Atas 
bukti-bukti tersebut, pemeriksa ditugaskan untuk 
menelaah kesesuaiannya dengan rekomendasi 
yang diberikan dan memberikan usulan status re­
komendasi. 

Hasil telaah dan usulan status rekomendasi 
direviu secara bernjenjang sampai menghasilkan 
keputusan status yang final. Di era pandemi ini, 
SIPTL diharapkan berperan lebih banyak dalam 
membantu proses tindak lanjut rekomendasi, 
sehingga jumlah dan durasi tatap muka antara pe­
meriksa dengan entitas di dalam kegiatan peman­
tauan tindak lanjut dapat ditekan. 

Bambang menambahkan, ada berbagai upaya 

yang dilakukan BPK untuk memastikan entitas 
menjalankan rekomendasi. Langkah tersebut se­
perti melakukan pemantauan tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada setiap 
semester. Dari hasil pemantauan ini, BPK memper­
oleh data mengenai berapa rekomendasi yang 
telah selesai ditindaklanjuti, masih dalam proses 
tindak lanjut, dan yang sama sekali belum ditin­
daklanjuti, dan berapa rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti.

 Di luar kegiatan pemantauan, BPK juga me­
lakukan diskusi dengan entitas mengenai kenda­
la-kendala yang dihadapi entitas dalam menyele­
saikan tindak lanjut, memberikan pemahaman 
mengenai rekomendasi yang diberikan serta ben­
tuk tindak lanjutnya.

 Adapun terkait pemantauan terhadap Tuntuan 
Perbendaharaan (TP), dilakukan pada kegiatan Pe­
mantauan Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) 
yang juga dilaksanakan setiap semester oleh BPK. 
Penyelesaian atas kasus TP diatur dalam Peraturan 
BPK Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pe­
nyelesaian Kerugian Negara/Daerah. “BPK tidak 
melakukan pembahasan atas progres kemajuan 
proses TP, namun hanya memantau statusnya saja. 
Pemantauan ini dilakukan sesuai Standar Pemerik­
saan Keuangan Negara (SPKN),” ucap dia.

Aryadi Safutra
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Semua jalankan rekomendasi
Bambang menyebut, berdasarkan hasil peman­

tauan sejauh ini, seluruh entitas dapat menjalankan 
rekomendasi yang diberikan BPK. Namun, tingkat 
penyelesaian rekomendasi antar entitas berbeda- 
beda. Untuk itu, BPK memberikan ruang diskusi 
dalam rangka mendorong entitas agar dapat segera 
menindaklanjutinya. Terkait rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti, BPK mendorong agar entitas 
segera mengirimkan surat permohonan dan doku­
men-dokumen pendukung bahwa rekomendasi ter­
sebut tidak dapat ditindaklanjuti kepada BPK.

 Ia menyampaikan, pada semester I 2021, ada 
75,9 persen rekomendasi yang telah selesai ditin­
daklanjuti. Rekomendasi yang belum selesai ditin­
daklanjuti sebanyak 18,3 persen. Kemudian, ada 
sebanyak 4,8 persen rekomendasi yang belum di­
tindaklanjuti dan 1 persen rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti.

 Beberapa entitas di pemerintah pusat dengan 
tingkat penyelesaian tindak lanjut yang tergolong 

tinggi, antara lain, Dewan Ketahanan Nasional 
(99,4% selesai), Kemenpolhukam (99,6%), dan 
Arsip Nasional Indonesia (96,4%). Sementara be­
berapa entitas dengan tingkat penyelesaian tindak 
lanjut yang tergolong rendah antara lain Kemen­
hub (40,8% selesai), Komnas HAM (43,9%), dan 
Kemendes-PDTT (42,2%).

 Menurut Bambang, keberhasilan pelaksanaan 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
dan perbaikan tata kelola keuangan negara dari 
hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, merupakan 
indikator keberhasilan tugas pemeriksaan. “Dalam 
rangka mendorong entitas menindaklanjuti reko­
mendasi BPK di masa datang, BPK selalu berusaha 
memperbaiki kualitas pemeriksaan, sehingga dapat 
mengungkap permasalahan yang signifikan dan 
memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan 
tata kelola keuangan negara dan mencegah terja­
dinya temuan/permasalahan yang sama berulang 
di masa depan,” katanya.

 BPK juga melakukan diskusi dengan entitas 
dalam tahap penyusunan rencana aksi (action plan) 
sebelum laporan diterbitkan. Hal ini dimaksudkan 
agar entitas mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang 
harus dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi 
tersebut. BPK juga akan berpartisipasi lebih aktif di 
dalam forum-forum pertemuan yang diselengga­
rakan entitas terkait dengan pemeriksaan dan peng­
awasan seperti acara gelar pengawasan dan forum 
tindak lanjut yang rutin dilakukan oleh pengawas 
intern entitas. 

Terkait rekomendasi yang berkaitan dengan ra­
nah hukum, Bambang mengatakan, setiap unit ker­
ja pemeriksaan selalu berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan Direktorat Utama Binbangkum sesuai de­
ngan keahliannya. Namun, dalam pemantauan atas 
tindak lanjutnya, tidak ada perbedaan perlakuan 
antara pemantauan tindak lanjut rekomendasi 
terkait dengan tindakan hukum dan tidak terkait 
tindakan hukum.

 “Perlu juga diketahui bahwa jika rekomendasi 
tersebut berasal dari temuan yang menyangkut tin­
dak pidana, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe­
meriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke­
uangan Negara Pasal 14 mengatur bahwa, apabila 
dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 
segera melaporkan hal tersebut kepada instansi 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratur­
an perundang-undangan,” ucap Bambang. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) ber­
tekad untuk terus meningkatkan peran 
terhadap pemberantasan korupsi di 
Tanah Air. Peningkatan peran ini salah 
satunya dilakukan dengan memper­
kuat kemampuan Auditorat Utama 

Investigasi (AUI) dalam melakukan Penghitungan 
Kerugian Negara (PKN).

 Auditor Utama (Tortama) Investigasi BPK Hery 
Subowo menjelaskan, BPK sedang menjalankan 
inisiatif strategis mengenai Peningkatan Peran BPK 
dalam Pemberantasan Korupsi melalui Pengem­
bangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil 
Pemeriksaan Keuangan Negara. Ia mengatakan, 
inisiatif strategis tersebut bertujuan mendorong 
terwujudnya Visi BPK, yaitu ‘Menjadi Lembaga 
Tepercaya dan Berperan Aktif dalam Mewujudkan 
Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan 
Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara’. Se­
lain itu, untuk mewujudkan Misi ketiga BPK, yaitu 
mendorong pencegahan korupsi dan menjadi role 
model bagi institusi lain.

 Untuk mencapai hal tersebut, kata Hery, ada 
beberapa strategi yang dijalankan. Pertama adalah 
terkait peningkatan kapasitas pemeriksaan inves­
tigatif. Hery menjelaskan, hal tersebut dilakukan 
dengan membuat Investigative Quality Review 
System (INQURY) dan Case Tracking and Handling 
System (CaTcH).

 “CaTcH merupakan sistem informasi yang da­
pat diakses oleh AUI maupun instansi yang berwe­
nang untuk mengetahui perkembangan kasus 
yang dimintakan PKN-nya kepada BPK,” kata Hery 
saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, Jumat 
(10/9).

 Hery menambahkan, langkah lainnya adalah 
dengan melakukan penguatan pemeriksaan non-in­
vestigatif berbasis risiko fraud, pengembangan 
sistem pencegahan korupsi di BPK, dan penguatan 
sistem pencegahan korupsi di entitas.

 “Melalui IS (inisiatif strategis) tersebut, diharap­
kan AUI bisa meningkatkan kompetensi maupun 
sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan 
PKN secara lebih efektif dan efisien,” kata Hery.

AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI 
PERKUAT PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA
AUI sudah menerbitkan 270 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/
daerah sebesar Rp52,87 triliun selama periode 2017–2021.

n Hery Subowo
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 Hery mengatakan, BPK juga terus berupaya 
meningkatkan respons atas permintaan PKN. Hal 
itu salah satunya dilakukan dengan membentuk 
Investigatif Audit Task Force (IATF) di BPK Perwa­
kilan. IATF adalah Tim Adhoc Investigasi yang 
dibentuk di Perwakilan yang akan melaksanakan 
tugas PKN yang dilimpahkan dari AUI kepada 
Perwakilan. IATF juga bertugas memberikan asis­
tensi kepada tim pemeriksa dalam pemeriksaan 
non-investigatif berbasis risiko fraud.

 Menurut dia, ada beberapa tujuan yang ingin 
dicapai BPK dari pembentukan Tim IATF. Pertama, 
meningkatkan kompetensi pemeriksa non-inves­
tigatif untuk mengidentifikasi dan menguji risiko 
fraud. Kedua, meningkatkan kompetensi bidang 
investigasi di BPK. Ketiga, meningkatkan koordinasi 
dan sinergi dengan instansi yang berwenang. Yang 
terakhir adalah untuk meningkatkan sinergi antara 
AUI dan Perwakilan. 

 Terkait Penghitungan Kerugian Negara, Hery 
menjelaskan bahwa AUI sudah menerbitkan 270 
laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/
daerah sebesar Rp52,87 triliun selama periode 
2017–2021. Selama periode tersebut, AUI juga 
telah melakukan 274 pemberian keterangan ahli 
(PKA) di persidangan berdasarkan laporan PKN 
yang telah diterbitkan.

 “Sejauh ini, kerugian negara/daerah yang telah 
dihitung BPK sebagian besar merupakan kerugian 
negara/daerah yang terjadi pada BUMN/BUMD,” 
kata Hery.

 Hery memerinci, total kerugian negara yang te­
lah dihitung berdasarkan permintaan PKN kepada 
BPK untuk APBN sebesar Rp4,97 triliun. Kemudian, 
APBD sebesar Rp1,05 triliun. Adapun kerugian 
negara BUMN/BUMD mencapai Rp46,84 triliun. 
“Kerugian negara yang terbesar ada di sektor asu­
ransi dan dana pensiun,” katanya.

 Seperti diketahui, BPK dalam Laporan Hasil Pe­
meriksaan (LHP) PKN atas Pengelolaan Keuangan 
dan Dana Investasi pada PT ASABRI, menemukan 
adanya kerugian negara Rp22,78 triliun. Lalu, da­
lam LHP PKN atas Pengelolaan Keuangan dan Da­
na Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, ditemukan 
kerugian negara mencapai Rp16,80 triliun. Sedang­
kan kerugian negara sebesar Rp599,42 miliar 
diungkap BPK dalam LHP PKN atas Penempatan 
Investasi Saham oleh Dana Pensiun Pertamina. 

Menurut Hery, pencapaian terbesar BPK terkait 
PKN adalah ketika hasil PKN dimanfaatkan instansi 
yang berwenang dalam proses hukum atas tindak 
pidana korupsi dan dapat membantu meyakinkan 
hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Dari se­

banyak 270 laporan PKN yang telah disampaikan 
AUI hingga akhir Juni 2021, sebanyak 55 laporan 
sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 
215 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidik­
an sudah lengkap).

 “Selain itu, hasil PKN tersebut juga digunakan 
dalam pemberian keterangan ahli di persidangan 
(PKA) dimana sampai dengan akhir Juni 2021 se­
luruh keterangan ahli di persidangan (274 PKA) 
telah digunakan dalam tuntutan yang disusun dan 
dibacakan oleh JPU di persidangan,” ujar Hery.

 
Koordinasi dengan APH

Hery menjelaskan, Aparat Penegak Hukum 
(APH) atau instansi yang berwenang merupakan 
stakeholders utama dalam pelaksanaan PKN. Koor­
dinasi yang dilakukan AUI dengan instansi yang 
berwenang dilakukan terus menerus sejak permin­
taan PKN, pelaksanaan, penyampaian laporan PKN, 
pemberian keterangan di depan penyidik atas hasil 
PKN, dan pemanggilan ahli di persidangan untuk 
memberikan keterangan mengenai kerugian nega­
ra/daerah yang dituangkan dalam laporan PKN.

 Bahkan, ujar dia, beberapa instansi yang 
berwenang mulai berkoordinasi dengan AUI sejak 
kasus di tahap penyelidikan untuk memastikan 
bahwa kasus tersebut memang mengakibatkan 
kerugian negara. Koordinasi ini dilakukan sebelum 
instansi yang berwenang melakukan gelar perkara 
untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

 “Apabila permintaan PKN dari instansi yang 
berwenang belum dapat ditindaklanjuti dengan 
PKN, AUI juga terus berkoordinasi dengan instansi 
yang berwenang untuk memperoleh tambahan 
bukti yang diperlukan agar kasus tersebut dapat 
dihitung kerugiannya,” ujar dia.

 BPK secara rutin juga melakukan koordinasi 
dengan instansi yang berwenang melalui perte­
muan-pertemuan untuk menyamakan persepsi, 
membahas kendala-kendala yang dihadapi, serta 
hal-hal lain yang diperlukan.

 Ia menegaskan, AUI sesuai tugas pokok dan 
fungsinya memang didirikan untuk melakukan 
pemeriksaan investigatif yang ditujukan untuk ke­
pentingan litigasi. Dengan demikian, instansi yang 
berwenang menjadi pihak yang menerima output 
hasil pemeriksaan dari AUI, baik itu pemeriksaan 
investigatif yang bertujuan menemukan indikasi 
tindak pidana maupun pemeriksaan investigatif 
yang ditujukan untuk menghitung kerugian negara/
daerah.

 Hasil pemeriksaan investigatif yang disampai­
kan BPK dapat digunakan dalam penyelidikan atas 
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suatu kasus tindak pidana korupsi yang meng­
akibatkan kerugian negara, dalam hal ini Pasal 2 
dan/atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Se­
dangkan hasil PKN akan digunakan instansi yang 
berwenang dalam proses penyidikan, penun­
tutan sampai dengan persidangan kasus tindak 
pidana korupsi.

 “Hasil survei yang dilakukan oleh BPK 
kepada instansi yang berwenang terhadap 
kemanfaatan hasil PI maupun PKN menunjukkan 
bahwa hasil pemeriksaan BPK sangat memban­
tu instansi yang berwenang untuk meyakinkan 
hakim atas perkara tindak pidana korupsi yang 
sedang diperiksa di pengadilan,” kata Hery.

l	Pra Perencanaan PKN adalah tahapan untuk memastikan adanya alasan (predikasi) 
yang memadai untuk dapat dilakukan pemeriksaan investigatif (PI) dalam rangka 
penghitungan kerugian negara (PKN), sehingga PKN dapat dilaksanakan dengan ob­
jektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

l	Dalam PKN, predikasi diperoleh dari instansi yang berwenang.
l	Praperencanaan PKN meliputi penerimaan dan pengadministrasian permintaan PKN 

dari Instansi yang Berwenang serta pelaksanaan Penelaahan Informasi Awal (PIA). 
l	 Jika hasil praperencanaan menunjukkan ditemukannya penyimpangan berindikasi 

tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara, maka akan diusulkan penugasan 
untuk PKN.

l 	Perencanaan PKN merupakan proses yang dilakukan setelah adanya persetujuan PKN 
sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, dan sumber daya yang diperlukan dalam 
proses PKN.

l 	Perencanaan PKN diperlukan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, 
efektif, dan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK.

l 	Output yang dihasilkan dari proses perencanaan PKN adalah Program Pemeriksaan (P2) 
dan surat tugas.

l 	Pelaksanaan PKN merupakan realisasi perencanaan PKN untuk mengumpulkan bukti 
yang cukup dan tepat guna menyimpulkan nilai kerugian negara/daerah yang nyata 
dan pasti sebagai akibat dari penyimpangan berindikasi tindak pidana.

l 	Tim PKN tidak hanya menerima bukti melalui penyidik, tapi juga dapat melakukan 
prosedur pemeriksaan sendiri untuk memperoleh bukti yang diperlukan. Perolehan 
bukti tetap harus dikoordinasikan dengan penyidik agar bukti pemeriksaan yang 
diperoleh tim dapat dikonversi menjadi bukti hukum yang akan melengkapi berkas 
perkara yang sedang disusun penyidik.

l 	Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil PKN kemudian dikomunikasikan de­
ngan penyidik untuk memastikan kesesuaian penyimpangan yang ditemukan dengan 
konstruksi perbuatan melawan hukum (PMH) yang dibangun penyidik serta memasti­
kan kesesuaian bukti pemeriksaan yang menjadi dasar kesimpulan tim pemeriksa de­
ngan bukti hukum yang dimiliki penyidik.

l 	Pelaporan PKN merupakan proses penyusunan laporan berdasarkan kesimpulan pe­
meriksaan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

l 	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PKN diserahkan kepada Instansi yang Berwenang 
untuk digunakan dalam proses hukum yang sedang dilakukan Instansi yang Berwe­
nang.

l 	LHP PKN ini juga akan digunakan oleh ahli yang ditunjuk BPK untuk memberikan ke­
terangan di depan pengadilan.

Tahapan Penghitungan Kerugian Negara

TAHAP 
PELAPORAN

4

3
TAHAP 

PELAKSANAAN

TAHAP 
PERENCANAAN

2

TAHAP 
PRA 

PERENCANAAN

1
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Penghitungan Kerugian Daerah
Selain berwenang melakukan penghitungan keru­

gian negara, BPK melalui Auditorat Utama Investigasi 
juga berwenang melakukan penghitungan kerugian 
daerah. Penghitungan kerugian daerah dilakukan oleh 
Auditorat Investigasi Keuangan Daerah.

 “Di kami Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, 
terkait dengan penghitungan kerugian daerah, di sam­
ping ada penugasan penghitungan kerugian negara, 
pemeriksaan investigatif dan pemberian keterangan 
ahli,” kata Kepala Auditorat Investigasi Keuangan Dae­
rah Muhamad Toha Arafat.

 Ia menjelaskan, penghitungan kerugian daerah 
juga merujuk pada Peraturan BPK Nomor I tahun 
2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan 
Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan 
Ahli. Selain itu, mengacu pada Keputusan BPK Nomor 
2/K/I-XIII.2/4/2020 tentang pedoman manajemen pe­
meriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/
daerah, dan pemberian keterangan ahli. Sesuai dengan 
Keputusan tersebut tahapan Pemeriksaan Investigatif, 
Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Kete­
rangan Ahli (PI-PKN-PKA) meliputi tahap praperenca­
naan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

 Syarat atau kriteria Auditorat Investigasi Keuangan 
Daerah untuk melakukan penghitungan kerugian dae­
rah sama dengan persyaratan penghitungan kerugian 
negara. Pada tahap praperencanaan Syarat pertama, 
tutur dia, penghitungan kerugian negara/daerah dapat 
dilakukan apabila diminta oleh instansi penegak hukum 
(IPH). Permintaan itu harus diajukan secara tertulis oleh 
pimpinan IPH atau pihak yang berwenang kepada Ke­
tua BPK.

Kedua, permintaan disetujui oleh Ketua BPK, dan 
diperintahkan dalam hal ini melalui Auditor Utama AUI 
untuk melaksanakan pemaparan. Ketiga, pada saat 
pemaparan dipastikan permintaan penghitungan keru­
gian belum pernah diminta oleh IPH lain, IPH belum 
pernah meminta penghitungan kerugian ke instansi 
lain, dan penanganan kasus oleh IPH sudah pada tahap 
penyidikan. Hasil pemaparan ini dimuat dalam berita 
acara ekspos yang memuat antara lain kelengkapan 
data dan informasi yang masih harus dilengkapi yang 
ditindaklanjuti dengan surat keluar Kepala Auditorat 
IKD kepada IPH.  

Terkait kecepatan penyelesaian penghitungan keru­
gian negara/daerah, Toha menjelaskan bahwa hal ini 
sangat bergantung pada kecepatan penyediaan data, 
informasi, dan keterangan dari APH baik saat praperen­
canaan, perencanaan maupun pelaksanaan. Oleh ka­
rena itu, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah selalu 
mengingatkan dan apabila sudah lewat tiga bulan dari 
saat ekspos, maka diterbitkan surat keluar untuk meng­

ingatkan atas dokumen, informasi, keterangan yang 
harus dilengkapi khususnya bila mereka tidak proaktif.

 “Kalau belum ada tanggapan/kepastian mengenai 
pemenuhan kekurangan data, sebulan kemudian akan 
terbit surat keluar dari Bapak Tortama kepada IPH ter­
sebut dan kerja sama akan dihentikan. Karena kalau 
penghentian kerja sama tersebut tidak dilakukan, hal 
tersebut akan menjadi tanggungan BPK. Maka harus 
ada ketentuan penghentian Kerja sama tersebut agar 
tidak menjadi tanggungan BPK,” ucap dia.

 Hal lain yang menjadi kendala adalah perbe­
daan pemahaman antara IPH dengan BPK mengenai 
kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan. Tak bisa 
dipungkiri, bahwa institusi penegak hukum memang 
telah memiliki metode sendiri dan akan sulit menerima 
metode BPK untuk memperoleh bukti yang cukup dan 
tepat untuk pengambilan simpulan. Solusinya, BPK 
menjelaskan metodologi cara perhitungan yang men­
dasari atas penghitungan tersebut.

 Tantangan lainnya yaitu kurangnya tenaga auditor 
investigatif. Di AUI sendiri hanya ada 96 tenaga auditor. 
Namun, keterbatasan itu bukan menjadi alasan untuk 
tak melakukan penghitungan kerugian negara/daerah 
secara tepat dan cepat. BPK mengatasi kendala terse­
but dengan membentuk Investigative Audit Task Force 
(IATF) atau Satgas Audit Investigatif dengan melibatkan 
auditor di BPK Perwakilan.

 “Workshop terkait IATF telah dilakukan dan dibuka 
oleh Bapak Waka (Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramo­
no) dengan seluruh Kepala Perwakilan. Secara simul­
tan, kita juga memberikan pelatihan audit investigatif 
kepada para auditor yang diusulkan oleh para Kepala 
Perwakilan. Kita telah merintis kerja sama dengan tujuh 
Kantor Perwakilan yang ditentukan oleh AKN V dan 
AKN VI yang dapat merepresentasikan cakupan wilayah 
dan tipe perwakilan. Jadi, AKN V mengusulkan tiga 
mewakili perwakilan tipe A,B, C yaitu Perwakilan Jabar, 
Jambi, Banten. Kemudian AKN 6 mengusulkan empat, 
yaitu Perwakilan Sulsel, Kalsel, Bali dan Gorontalo,” 
ucap dia. l

n Muhamad Toha Arafat
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A
uditorat Keuangan Ne­
gara V Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memiliki 
target terkait persenta­
se penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan (TLRHP). Kepala Auditorat 
Pengelolaan Pemeriksaan AKN V periode 
Juli 2019-September 2021, Novie Irawati 
Herni Purnama mengatakan, Anggota V 
menargetkan semua entitas di seluruh 
perwakilan memiliki persentase penyele­
saian TLHP mencapai 85 persen, meski­
pun di Rencana Strategis BPK 2020-2024 
targetnya sebesar 75 persen.

 Meski begitu, dalam pelaksanaan­
nya belum semua entitas mencapai 75 
persen. Oleh karena itu, AKN V memiliki 
beberapa strategi untuk meningkatkan 
persentase penyelesaian. Pertama, me­
nurut dia, dilakukan langkah pencegahan 
berupa pembuatan action plan yang di­
lakukan entitas, dalam hal ini pemerintah 
daerah di wilayah Barat.

 Novie menjelaskan, sebelum laporan 
hasil pemeriksaan disampaikan, BPK me­
nyampaikan konsep rekomendasi. Setelah 

mengetahui rekomendasi tersebut, enti­
tas diminta membuat action plan. “Jadi 
rekomendasi diharapkan bisa ditindaklan­
juti karena mereka sudah tahu harus 
berbuat apa usai menerima laporan hasil 
pemeriksaan,” kata Novie kepada Warta 
Pemeriksa pada September.

 Ia mengatakan, BPK Perwakilan juga 
terus mendorong pemda menyampaikan 
dokumen tindak lanjut secara berkala, bah­
kan per triwulan. Menurut dia, di sinilah 
pentingnya untuk mendorong agar tindak 
lanjut terus berjalan. Pengawasan dilakukan 
melalui komunikasi intensif dari Kantor BPK 
Perwakilan kepada entitas, baik pemerin­
tah daerah, provinsi hingga BUMD. “Hal 
yang penting dilakukan adalah komunikasi. 
Jadi, misalnya ada yang belum atau sulit 
ditindaklanjuti, BPK dapat mengetahui apa 
alasan mereka sulit menindaklanjuti reko­
mendasi tersebut,” ujar dia.

 Dalam proses monitoring tindak lan­
jut, AKN V juga melakukan inventarisasi 
dan klasterisasi atas rekomendasi yang 
belum selesai ditindaklanjuti, yaitu reko­
mendasi berupa administrasi (contohnya 
teguran) dan rekomendasi bernilai uang 

AKN V PACU ENTITAS SELESAIKAN TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

AKN V menargetkan semua entitas di wilayah Barat memiliki persentase 
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 85 persen.

n Novie Irawati Herni Purnama
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yang disebabkan temuan seperti kekurang­
an volume, kelebihan pembayaran, denda 
keterlambatan dan pertanggungjawaban 
yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa con­
tohnya adalah kelebihan pembayaran gaji 
PNS dan perjalanan dinas.

 “Kelebihan pembayaran gaji ini sempat 
ramai di media, padahal bukan DKI saja, 
ada Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, dan daerah lainnya. Kelebihan 
pembayaran itu misalnya terjadi pada pen­
siun, pegawai sudah meninggal, dan tun­
jangan anak. Sering kali ada beberapa tetap 
terbayarkan, biasanya karena updating data 
yang tidak valid, misal anak sudah 17 tahun 
seharusnya tidak dapat tunjangan namun ini 
masih,” ujar dia.

 Terkait persentase penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi pada semester II 2020, 
ada beberapa provinsi yang tinggi, namun 
juga ada yang rendah. Untuk entitas di wi­
layah Barat, yang tertinggi antara lain Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka 
Belitung, Lampung dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sementara yang rendah adalah 
Aceh, Bengkulu, dan Jambi.

 
Peningkatan persentase

Novie kembali menegaskan, AKN V 
berupaya mendorong angka persentase 
TLRHP. Bila sebelumnya Kantor Perwakilan 

dilakukan monitoring per tiga bulan, kini di­
lakukan per bulan. Percepatan ini pun sudah 
diumumkan lewat nota dinas Tortama V ke­
pada Kantor Perwakilan. Diharapkan secara 
berkala nanti perwakilan dapat mendorong 
pemda untuk segera melakukan penyele­
saian tindak lanjut.

 Langkah monitoring per bulan juga 
membuat AKN V menginventarisasi reko­
mendasi yang belum ditindaklanjuti. “Nah 
kita bisa membagi rekomendasi itu menjadi 
dua klasifikasi besar, yang pertama rekomen­
dasi administrasi misalnya membuat juknis, 
membuat SOP, memberikan teguran atau 
memperbaiki satu sistem dan lain-lain dan 
yang kedua adalah rekomendasi yang ber­
nilai uang. Nah kalau yang bernilai uang ini 
yang berkaitan dengan kerugian,” ucap dia. 

Ia berharap dengan inventarisasi reko­
mendasi yang harus ditindaklanjuti tersebut, 
prosesnya akan lebih mudah. “Akhir Sep­
tember kami akan menarik data lagi dari 
SIPTL (Sitem Informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut). Jadi nanti kepala perwakilan bisa 
mendorong entitas untuk segera menindak­
lanjuti melalui SIPTL. Kami akan melihat 
sampai September ini perkembangan tindak 
lanjutnya,” tutur dia.

 Menurut Novie, upaya percepatan ini di­
respons baik oleh entitas, khususnya Pemda 
di wilayah Indonesia Bagian barat. Umum­
nya, tutur dia, Pemda senang bila terus 
diingatkan. Karena ternyata tidak semua 
kepala daerah tahu seberapa besar tindak 
lanjut yang dilakukan inspektorat. Hal ini 
menurut dia terjadi karena kurangnya infor­
masi dari bawah atau belum menganggap 
bahwa laporan hasil pemeriksaan itu wajib 
ditindaklanjuti. l

Hal yang penting dilaku-
kan adalah komunikasi. 
Jadi, misalnya ada yang 
sulit ditindaklanjuti, maka 
kami bisa mengetahui 
apa alasan mereka sulit 
menindaklanjuti rekomen-
dasi tersebut.

Aridhona Tisna
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A
uditorat Utama Pemerik­
saan Keuangan Negara 
(AKN) VI Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) berupaya 
mengurai sejumlah masa­
lah dalam penyelesaian 

ganti kerugian negara/daerah. Hal ini ter­
utama terkait penyelesaian ganti kerugian 
yang terjadi di daerah wilayah timur yang 
menjadi naungan AKN VI.

Kepala Auditorat Pengelolaan Pemerik­
saan AKN VI M Rizal Assiddiqie menjelas­
kan, BPK dalam menjalankan pemantauan 
penyelesaian ganti kerugian daerah men­
dasarkan pada Undang-Undang (UU) No­
mor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke­
uangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 
tentang BPK, dan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 38 tahun 2016 tentang Tataca­
ra tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Benda­
hara atau Pejabat Lain. Selain itu, Peratur­

an BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 
Terhadap Bendahara dan Keputusan BPK 
Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2012 tentang Juknis 
Tata Cara Pemantauan Penyelesaian Keru­
gian Negara/Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, BPK 
menilai atau menetapkan jumlah kerugian 
negara yang diakibatkan oleh perbuatan 
melawan hukum baik sengaja atau lalai 
yang dilakukan oleh bendahara, pengelola 
BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan 
lain yang menyelenggarakan pengelolaan 
keuangan negara. Penilaian kerugian ne­
gara maupun penetapan kerugian negara 
ditetapkan oleh BPK.

Untuk menjamin pelaksanaan pemba­
yaran ganti kerugian negara/daerah ter­
sebut BPK melakukan pemantauan antara 
lain penyelesaian ganti kerugian negara/
daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, 
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian 
negara/daerah kepada bendahara, penge­
lola BUMN/BUMD, lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara 
yang telah ditetapkan oleh BPK, serta pe­
laksanaan pengenaan ganti kerugian ne­
gara/daerah yang ditetapkan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Kemudian, BPK 
melaporkan hasil pemantauannya kepada 
DPR, DPD, dan DPRD.

Rizal menyampaikan, pemantauan BPK 
atas nilai kerugian negara yang telah dite­
tapkan, masih dalam proses penghitungan 
dan validasi antara Ditama Binbangkum 
dengan Direktorat EPP serta satker terkait, 
sehingga posisi nilai kerugian daerah per 
semester I 2021 belum diketahui.

Menurut Rizal, dalam penyelesaian 
ganti kerugian daerah masih kerap timbul 
masalah yang membuat status penyele­

MENGURAI PENYELESAIAN 
KERUGIAN DAERAH DI WILAYAH TIMUR

Jumlah nilai kerugian daerah baik yang telah ditetapkan, 
proses penetapan, maupun masih tahap informasi kerugian 
daerah adalah sebesar Rp3,99 triliun.

n Rizal Assiddiqie
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saiannya menggantung. “Kalau kasus di wi­
layah timur itu antara lain masalahnya peja­
batnya sudah pensiun atau secara ekonomi 
dia tidak mampu mengembalikan kerugian 
tersebut. Ada juga sudah meninggal dan 
ini banyak yang kasusnya menggantung,” 
ujar Rizal.

Kepala Subauditorat Pengelolaan Pe­
meriksaan II di AKN VI Andriyanto men­
jelaskan, proses penyelesaian kerugian 
negara/daerah tetap berlanjut meskipun 
pejabat tersebut sudah mutasi atau me­
ninggal. Menurut Andriyanto, salah satu 
tantangan penyelesaian kerugian negara/
daerah ini tidak hanya dari pihak yang 
menimulkan kerugian tapi juga komitmen 
pimpinan entitas.

Dia menjelaskan, kerugian negara/dae­
rah ada yang disebabkan oleh bendahara 
maupun pegawai negeri bukan bendahara. 
Untuk kasus kerugian yang disebabkan pe­
gawai negeri bukan bendahara maka pene­
tapannya ada di pemerintah daerah.  

Penyelesaiannya pun melalui Tim Pe­
nyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) mau­
pun Majelis Pertimbangan Penyelesaian 
Kerugian Daerah yang dibentuk entitas. 
Akan tetapi, sering kali TPKD terkendala 
mengusut dan menyelesaikan kerugian 
yang terjadi pada masa lampau.

Permasalahan kemudian muncul keti­
ka BPK hendak melakukan pemantauan 
penyelesaian ganti kerugian tersebut. 
Andriyanto mengatakan, BPK tidak men­
dapatkan dukungan bukti telaahan terkait 
proses penyelesaian kerugian itu.

“Apakah sudah diproses atau belum. 
Kadang-kadang justru dari entitas tiba-tiba 
dilaporkan tidak dapat dilanjutkan lagi. 
Padahal, itu tidak ada dukungan telaahan 
buktinya seperti apa. Nah, ini kendala se­
hingga prosesnya menggantung,” ujarnya.

Kemudian, ujar Andriyanto, nilai keru­
gian itu selalu lebih besar dibandingkan 
pengembalian aset. Hal ini terjadi karena ni­
lai kerugian yang sudah lama itu belum bisa 
terselesaikan, sementara setiap tahun selalu 
ada indikasi kerugian baru yang tercatat.

“Sehingga itu terus terakumulasi,” ujar­
nya.

Untuk meningkatkan pemantauan 
penyelesaian ganti kerugian daerah, 
BPK akan berupaya mengoptimalkan 
pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi 
Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). BPK 
akan melakukan validasi data antara satker 
perwakilan, Direktorat EPP dan Ditama Bin­
bangkum untuk meminimalisasi perbedaan 
angka kerugian daerah.

BPK juga mendorong kepala daerah 
agar mengoptimalkan peran TPKD dan ma­
jelis pertimbangan penyelesaian kerugian 
daerah. Selain itu, peningkatan kompetensi 
auditor yang terlibat dalam tim peman­
tauan penyelesaian ganti kerugian daerah 
terus dilakukan untuk meningkatkan pe­
mahaman atas pemanatauan dan penyele­
saian ganti kerugian daerah. l

Kalau kasus di wilayah timur 
itu antara lain masalahnya 
pejabatnya sudah pensiun 
atau secara ekonomi dia 
tidak mampu mengemba-
likan kerugian tersebut. 
Ada juga sudah meninggal 
dan ini banyak yang kasus
nya menggantung.

n Andriyanto
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mendorong penyelesaian ganti 
kerugian negara/daerah. Kepala 
Direktorat Utama Pembinaan dan 
Pengembangan Hukum Peme­
riksaan Keuangan Negara BPK 

Blucer Welington Rajagukguk mengatakan, 
BPK menggencarkan sosialisasi hal tersebut 
hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Upaya tersebut memberikan hasil positif. 
Pada tahun lalu, penyelesaian ganti kerugian 
dapat mencapai Rp43,8 miliar dari 41 kasus 
tuntutan perbendaharaan. Menurut Blucer, 
angka ini meningkat signifikan dibanding
kan rata-rata penyelesaian kerugian pada 
tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp30 
miliar.

“Ini jauh di atas rata-rata,” ungkap Blucer 
kepada Warta Pemeriksa, Senin (13/9).

Blucer menyampaikan, hal ini bisa terwu­
jud dengan menyertakan seluruh perwakilan 
BPK di Indonesia. BPK mendorong penyele­
saian ganti kerugian negara/daerah itu bisa 

segera dilakukan agar tidak berlarut-larut 
hingga waktu yang lama.

Blucer menyampaikan, salah satu tan­
tangan untuk menyelesaikan ganti kerugian 
negara/daerah adalah kasus tersebut sudah 
terjadi dalam waktu yang lama. Dalam be­
berapa kasus, ada kendala kesulitan mencari 
dokumen pendukung atau bahkan bendahara 
sudah tidak bisa ditemukan atau menghilang. 
Ada pula bendahara yang sudah meninggal 
dan terkadang ahli warisnya juga tidak bisa 
mengganti kerugian negara/daerah tersebut.

Selain itu, Blucer mengungkapkan, ada 
juga pihak yang sengaja mengulur proses 
tersebut supaya kedaluwarsa. Padahal, Blucer 
menekankan, proses tuntutan perbendaha­
raan tersebut tidak mengalami kedaluwarsa 
apabila ada proses penangguhan.

“Jadi pada saat piutang masalah kerugian 
oleh bendahara ini kita pantau setiap tahun, 
menurut ahli hukum itu sudah terjadi penang­
guhan sehingga tidak bisa kedaluwarsa,” ujar 
Blucer.

BPK DORONG PENYELESAIAN 
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Blucer mengungkapkan, ada juga pihak yang sengaja mengulur 
proses tersebut supaya kedaluwarsa.

n Blucer Welington Rajagukguk
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Upaya menyelesaikan ganti kerugian ne­
gara/daerah juga kerap menghadapi kendala 
apabila beririsan dengan proses hukum pida­
na. Blucer menjelaskan, dalam hukum pidana 
korupsi dikenal uang pengganti sebagai pidana 
tambahan selain pidana kurungan.

Menurut Blucer, kerap kali uang pengganti 
yang ditetapkan dalam pengadilan tidak sesuai 
dengan nilai kerugian yang perlu dipulihkan. 
Meskipun uang pengganti dalam kasus tindak 
pidana korupsi secara khusus memang digu­
nakan untuk mengompensasi kerugian negara, 
hakim sering kali merujuk kepada berapa nomi­
nal yang dirasakan oleh yang bersangkutan.

Dia mencontohkan, ketika BPK menilai 
kerugian yang timbul dalam suatu kasus men­
capai Rp10 miliar namun yang dirasakan oleh 
yang bersangkutan hanya Rp2 miliar, maka 
uang penggantinya pun hanya senilai Rp2 mi­
liar. Dalam beberapa kasus lain, bahkan uang 
pengganti tersebut digantikan dengan pidana 
kurungan.

“Nah, persoalan ini memang perlu kita da­
lami lagi,” ungkap Blucer.

Blucer mengatakan, kerugian negara/daerah 
telah dicatat sebagai piutang. Proses pengha­
pusan piutang tersebut pun ada tata caranya 
sebagai bagian dari check and balance.

“Misalnya, dia ganti hukuman badan karena 
tidak punya uang. Ternyata dia uangnya ba­
nyak, nah itu bisa dikejar juga sebenarnya,” ujar 
Blucer.

Dalam kasus tersebut, perlu ada pengujian 
dan dilaporkan ke Majelis Tuntutan Perbenda­
haraan (MTP) BPK. Dia mengakui, cukup banyak 
kasus seperti ini.

Blucer menekankan, ada prosedur yang per­
lu ditempuh apabila ingin menghapus kerugian 
tersebut. BPK akan mengutamakan proses yang 
hati-hati atau prudent .

“Tentunya harus dengan landasan yang va­
lid dan sah sesuai hukum,” ujarnya.

Blucer mengakui ada pula kasus bendahara 
yang pada akhirnya tidak mampu mengganti 
kerugian tersebut. Hal ini lantaran ada mo­
dus-modus menggunakan bendahara sebagai 
kambing hitam. Padahal, ada unsur lain yang 

terlibat dalam kasus tersebut. Fenomena ini 
pun direspons BPK dengan menyiapkan revisi 
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.

“Mudah-mudahan pada tahun ini Peraturan 
BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang selama ini jadi 
landasan dalam penyelesaian kerugian negara 
ini bisa kita revisi sesuai perkembangan yang 
ada saat ini. Kita harus lebih adil dan lebih 
akuntabel,” ujarnya.

BPK juga terbuka menjalin kerja sama de­
ngan berbagai pihak untuk mendukung penye­
lesaian ganti kerugian negara/daerah. Blucer 
mengatakan, BPK bekerja sama dengan Tim 
Penyelesaian Kerugian Negara atau Tim Pe­
nyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Pa­
da level tersebut, BPK menggandeng menteri, 
kepala daerah, maupun inspektorat. Apabila 
kasus tersebut sudah meningkat hingga ke le­
vel Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 
(BUPLN), maka BPK akan berkoordinasi dengan 
Kementerian Keuangan.

Blucer menyampaikan, dalam hal kasus yang 
terjadi di daerah, BPK juga kerap berkoordinasi 
dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemenda­
gri). Kerja sama itu utamanya untuk meningkat­
kan sosialisasi kepada pimpinan daerah dalam 
penyelesaian ganti kerugian daerah. Selain itu, 
sosialisasi juga dilakukan untuk menjelaskan 
ketentuan yang berlaku dan menghindari ke­
salahpahaman seperti persoalan kedaluwarsa 
tuntutan.

“Karena itu kita sosialisasikan bersama untuk 
pemahaman yg lebih baik sehingga muncul 
suatu kesadaran dari para petingginya bahwa 
ini adalah hak negara. Piutang ini adalah hak 
negara. Makanya ini harus kita selesaikan dan 
jangan dibiarkan saja,” ujar Blucer. l

Mudah-mudahan pada 
tahun ini Peraturan BPK 
Nomor 3 Tahun 2007 yang 
selama ini jadi landasan da-
lam penyelesaian kerugian 
negara ini bisa kita revisi 
sesuai perkembangan yang 
ada saat ini. Kita harus lebih 
adil dan lebih akuntabel.
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U
ndang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pe­
ngelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara memerintahkan 
pejabat atau entitas menindaklan­
juti setiap rekomendasi hasil peme­

riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk 
memudahkan pemantauan tindak lanjut tersebut, 
BPK sejak 6 Januari 2017 menggunakan aplikasi 
bernama Sistem Informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut (SIPTL).

Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pe­
meriksaan BPK Yuan Candra Djaisin menjelaskan, 
SIPTL merupakan aplikasi berbasis web yang 
mengakomodasi kebutuhan stakeholder dalam 
pelaksanaan proses pemantauan tindak lanjut 
dengan menghubungkan antara BPK (auditorat/
perwakilan) dengan entitas secara real time. “Se­
hingga pelaksanaan pemantauan lebih efisien 
dan efektif. Selain itu, SIPTL juga menjadi alat 
pemantau atas kinerja pemantauan tindak lanjut 
bagi BPK,” kata Yuan kepada Warta Pemeriksa, 
Selasa (22/9).  

Ada beberapa manfaat yang didapat dengan 
adanya SIPTL. Pertama, kata Yuan, data tindak lan­
jut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) lebih 
mutakhir, akurat, dan informatif. Proses peman­
tauan TLRH pun menjadi seragam dan lebih cepat.

“TLRHP juga menjadi terdokumentasi dalam 
database. Lalu, kita bisa mengurangi biaya 
pemantauan (meminimalkan pertemuan 
tatap muka), dan juga ramah lingkungan 
karena bersifat less papers,” ujar dia.

Yuan menjelaskan, SIPTL meru­
pakan salah satu upaya mewujudkan 
visi BPK dalam Renstra 2016-
2020, yaitu  “Menjadi pendo­
rong pengelolaan pengelolaan 
keuangan negara untuk 
mencapai tujuan negara 
melalui hasil pemerik­
saan yang berkualitas 
dan bermanfaat.”

Latar belakang dibuatnya SIPTL untuk mening­
katkan persentase penyelesaian tindak lanjut oleh 
entitas. Yuan mengatakan, tingkat penyelesaian 
TLRHP kala itu masih mencapai 61 persen, masih 
jauh di bawah target yang ditetapkan pada 2020 
sebesar 80 persen.

Sebelum ada SIPTL, kata dia, pemantauan 
TLRHP masih dilakukan secara manual. Proses pe­
mantauannya pun relatif lambat.

Menurut Yuan, penggunaan SIPTL sejauh ini 
cukup efektif dalam meningkatkan persentase tin­
dak lanjut rekomendasi. “Ini terlihat dari pening­
katan per semester atas status tindak lanjut yang 
dinyatakan telah sesuai rekomendasi.”

SIPTL MUDAHKAN PEMANTAUAN 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, pemanfaatan SIPTL bahkan sangat membantu 
karena pemantauan TLRHP dapat dilakukan tanpa tatap muka.

n Yuan Candra Djaisin
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Entitas juga sudah banyak yang memanfaat­
kan SIPTL. Mereka bahkan sangat antusias untuk 
meminta sosialisasi atau bimbingan terkait peng­
gunaan SIPTL.

Yuan menjelaskan, untuk laporan hasil peme­
riksaan (LHP) yang terbit sejak tahun 2017, peman­
tauan TLRHP wajib menggunakan SIPTL. Sedang­
kan LHP yang terbit pada 2005-2016, pemantauan 
TLRHP menggunakan Sistem Manajemen Pemerik­
saan (SMP). Namun, satker yang sudah menggu­
nakan SIPTL untuk LHP sebelum 2017, tetap melan­
jutkan memakai SIPTL. Data TLRHP akan ditarik dari 
SMP mulai periode IHPS II 2019.  

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, peman­
faatan SIPTL bahkan sangat membantu karena 
pemantauan TLRHP dapat dilakukan tanpa tatap 
muka. Dan,  jika ada hal-hal yang perlu dikon­
firmasi, dapat dilakukan secara online melalui 
aplikasi Zoom atau menggunakan fitur mail yang 
terdapat pada SIPTL.

Yuan menambahkan, BPK akan terus mengem­
bangkan SIPTL. Ke depan, sistem interface akan 

dirancang lebih user friendly, sehingga lebih 
mudah dalam penggunaannya. Pengembangan 
lainnya berkaitan dengan manajemen pengguna 
internal, yaitu agar pelaksana harian (plh) atau pe­
laksana tugas (plt) dapat melakukan validasi/reviu 
berjenjang.

Selain itu, level Kasubaud sampai dengan Ang­
gota akan diberikan staf pembantu untuk validasi/
reviu berjenjang.  

Dari sisi manajemen pengguna eksternal, ka­
ta dia, akan ditambahkan tiga role inputer, yaitu 
yaitu Admin, Inputer Inspektorat, dan Inputer 
Satker. “Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi 
permintaan dari entitas dengan struktur organisasi 
yang besar seperti Kemenkeu, Pemda DKI, dan 
lainnya,” ujar dia.

SIPTL juga nantinya bisa memasukkan susul­
an bahan tindak lanjut. Sehingga, jika ada bukti/
dokumen yang kurang, entitas dapat menginput 
sebagai susulan bahan tindak lanjut dan akan di­
perlakukan sebagai satu kesatuan dengan bahan 
tindak lanjut sebelumnya. l

Pemeriksa menginput LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) ke dalam aplikasi SMP (Sistem Manajemen Pe­
meriksaan) yang kemudian divalidasi oleh Kasubaud.

Admin/penginput entitas merekam bahan tindak lanjut disertai dengan bukti-bukti pendukung atas 
rekomendasi BPK melalui portal e-auditee.

Kasubaud melakukan verifikasi awal terhadap tindak lanjut yang diinput oleh entitas (relevan atau 
tidak dengan rekomendasi yang dikeluarkan BPK). Jika tidak relevan/memadai, kasubaud akan me­
ngembalikan ke entitas via aplikasi SIPTL (dilakukan dengan menekan button tidak memadai).

Jika tindak lanjut dan bukti pendukung memadai/relevan, maka akan dilanjutkan dengan penelaahan 
oleh pemeriksa/tim yang ditugaskan dan reviu berjenjang. (status 1 dan 4 reviu berjenjang sampai 
dengan Anggota. Status 2 dan 3 reviu berjenjang sampai dengan Auditor Utama/Kepala Perwakilan).

Entitas dapat memonitoring status tindak lanjut melalui portal e-auditee.

BPK (TU Sekretariat) menginput BAST atau Resi Pengiriman LHP kepada entitas melalui SIPTL.
l 	Monitoring pemantauan tindak lanjut dimulai ketika BAST LHP diinput atau resi divalidasi.
l 	SIPTL akan secara otomatis mengirimkan notifikasi via email ke entitas terkait waktu pemantauan 

tindak lanjut (>30 hari, >45 hari, & > 60 hari).

Mekanisme SIPTL
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B
PK Perwakilan Provinsi Aceh 
berupaya mendorong penyele­
saian tindak lanjut rekomenda­
si hasil pemeriksaan (TLRHP) di 
tanah Serambi Mekkah. Salah 
satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan memberikan pendam­
pingan. BPK Perwakilan Aceh membantu 
entitas memetakan rekomendasi hasil pe­
meriksaan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh 
periode 2019-2021 Arif Agus mengatakan 
tingkat TLRHP di Aceh memang masih 
relatif rendah dibandingkan daerah lain di 
Indonesia. Meski begitu, tren peningkatan 
terus terjadi seiring kesadaran entitas untuk 
menindaklanjuti rekomendasi hasil peme­
riksaan BPK.

Arif mengatakan, terdapat 24 enti­

tas yang berada di bawah naungan BPK 
Perwakilan Aceh. Dia mencatat, terdapat 
tren positif penyelesaian tindak lanjut sejak 
semester II 2019 hingga semester I 2021. 
Berdasarkan data IHPS pada semester II 
2019, tercatat rata-rata TLRHP mencapai 
64,21 persen, kemudian pada semester I 
2020 meningkat menjadi 67,14 persen, pa­
da semester II 2020 menjadi 70,21 persen, 
sedangkan pada semester I 2021 mencapai 
73 persen (data manual).

“Tetap ada progres walaupun memang 
kenaikannya belum signifikan,” ungkap Arif.

Arif menyampaikan, kondisi TLRHP di 
Aceh cukup bervariasi. Terdapat beberapa 
entitas dengan TLRHP relatif tinggi seperti 
Kota Banda Aceh yang mencapai 85-87 
persen, serta Kabupaten Langsa dan Ka­
bupaten Nagan Raya yang mencapai lebih 

BPK PERWAKILAN ACEH BANTU ENTITAS 
PETAKAN REKOMENDASI

TLRHP di Aceh termasuk rendah 
apabila dibandingkan dengan 
perwakilan lain di wilayah barat.

n Arif Agus
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dari 82 persen. Sementara itu, entitas dengan 
tingkat TLRHP terendah yakni Provinsi Aceh 
yang baru mencapai sekitar 60 persen.

Arif mengakui, TLRHP di Aceh termasuk 
rendah apabila dibandingkan dengan perwa­
kilan lain di wilayah barat. Ia mencatat, terda­
pat sejumlah masalah antara lain menyangkut 
komitmen dari kepala daerah, inspektur dae­
rah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
Menurut Agus, beberapa daerah di Aceh yang 
memiliki TLRHP tinggi menunjukkan komitmen 
serius dalam menanggapi hasil pemeriksaan 
BPK.

“Ada perhatian lebih terutama inspekto­
ratnya aktif menagih atau meminta OPD untuk 
segera menyelesaikan tindak lanjut,” ujarnya.

Selain itu, ada juga kendala teknis dalam 
pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut (SIPTL) BPK. Dia mencontohkan, 
ada entitas yang kesulitan memasukkan doku­
men ke dalam sistem tersebut. Padahal, enti­
tas tersebut secara manual sudah memberikan 
dokumen fisiknya ke BPK Perwakilan Aceh dan 
telah melakukan validasi serta verifikasi.

“Ini akibatnya ada gap juga. Ini terus kita 
komunikasikan ke mereka supaya entitas lebih 
aware dengan sistem yang kita buat,” ujarnya.

Selain itu, memang ada juga beberapa 
persoalan terkait jaringan komunikasi internet 
di beberapa daerah seperti di Kabupaten Ga­
yo Lues atau Kabupaten Simeuleu. 

Persoalan lain yang dihadapi berkaitan 
dengan temuan-temuan lama. Hal ini juga 
menjadi masalah karena tidak mudah bagi 
entitas untuk menindaklanjutinya. Beberapa 
di antaranya, temuan yang berkaitan dengan 
aset tetap pegawai negeri, bendahara, atau 
pihak ketiga yang kondisinya sekarang sudah 
pensiun atau sudah meninggal.

Pergantian pejabat juga kerap menim­
bulkan masalah dalam penyelesaian tindak 
lanjut. Seiring perubahan pejabat, turut terjadi 
pergantian pengelola keuangan.

“Akibatnya ada tunggakan pemeriksaan 
yang belum diselesaikan. Proses transisi dari 
pejabat lama ke pejabat baru itu seharusnya 
bisa lebih mulus,” ujarnya.

Arif mengatakan, BPK Perwakilan Aceh 
berupaya maksimal mengurai masalah penyele­
saian TLRHP tersebut. Ketika pertama kali ber­
tugas di Aceh, Arif pun mencoba mengundang 
beberapa kepala daerah dan inspekturnya un­
tuk berdiskusi mengenai penyelesaian TLRHP.

“Kita komunikasikan dan kita fokus berikan 
perhatian kepada entitas yang tindak lanjut­
nya masih rendah,” ujarnya.

Diskusi itu kemudian mencoba memetakan 
permasalahan yang ada. BPK bersama entitas 
kemudian membagi permasalahan tersebut 
berdasakan kelompok temuan. Ada yang 
menyangkut kerugian, administrasi, maupun 
perbaikan SOP.

“Ini kami kelompokkan supaya mereka mu­
dah menindaklanjutinya,” ungkap Arif.

Menurutnya, tidak semua tindak lanjut itu 
hal yang kompleks. BPK pun mendorong en­
titas untuk menindaklanjuti rekomendasi dari 
temuan yang mudah untuk diselesaikan.

Dengan strategi tersebut, mulai nampak 
progres penyelesaian tindak lanjut di tubuh 
entitas. Dia mencontohkan, tingkat TLRHP Ka­
bupaten Bener Meriah yang sempat berkisar 
52 persen kini sudah mencapai 78 persen.

“Artinya kalau kita dorong sebenarnya bisa 
juga. Jadi kita pantau terus,” ujarnya.

Arif menilai, peran teknologi cukup mem­
bantu proses penyelesaian TLRHP di Aceh. 
Dengan adanya SIPTL pun sangat membantu 
kerja baik untuk entitas maupun BPK Perwa­
kilan.

Meski begitu, Arif mencatat, memang 
terdapat beberapa daerah yang masih meng­
alami kendala dalam mengakses SIPTL.

“Ada juga kendala sistem yang sempat 
muncul. Ketika kita ingin melakukan validasi 
mungkin beban sistemnya berat. Jadi mung­
kin ini bisa ada perbaikan,” ujarnya.

Dari sisi entitas pun juga ada beberapa 
keluhan. Misalnya, ada pemerintah daerah 
yang sudah merekam penyelesaian tindak lan­
jut ke dalam sistem. Namun, sistem ternyata 
tidak berhasil merekam dan entitas harus 
mengulang kembali prosesnya.

“Ini PR juga untuk BPK. Termasuk juga kita 
harapkan aplikasinya bisa lebih user friendly,” 
ujar Arif. l

Kita komunikasikan dan kita 
fokus berikan perhatian kepada 
entitas yang tindak lanjutnya 
masih rendah.
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B
adan Pemeriksa Keuangan terus ber­
upaya memacu peningkatan persenta­
se tindak lanjut rekomendasi hasil pe­
meriksaan. Berdasarkan target dalam 
Renstra BPK 2020-2024, tindak lanjut 
rekomendasi harus mencapai 75 per­

sen. Target ini pun dipegang teguh oleh BPK Perwa­
kilan, salah satunya BPK Perwakilan Lampung.

Kepala Perwakilan BPK Lampung Andri Yoga- 
ma mengatakan, hingga semester I per 30 Juni 
2021, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 
ada di angka 80,39 persen. Angka ini menurun 
dibandingkan di akhir tahun 2020. Andri menga­
takan, fokus pada audit Laporan Keuangan Peme­
rintah di awal hingga pertengahan 2021 mempe­
ngaruhi hasil persentase. “Di 2020 tiap bulan ada 
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL­
HP) melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut (SIPTL) , sementara ini agak menurun, nah 
mulai Juli tahun ini kita kejar kembali,” ucap dia ke- 
pada Warta Pemeriksa, 14 September 2021.

Di Provinsi Lampung, kata dia, entitas yang me- 
miliki persentase tindak lanjut rekomendasi terting- 
gi adalah Kabupaten Pringsewu. Namun, ia menilai 
hal ini juga dikarenakan Pringsewu merupakan 
kabupaten baru. Sementara, yang terendah adalah 
Way Kanan dan Lampung Utara.

“Way Kanan memang sudah WTP dan Lam- 
pung Utara masih WDP, memang sebelumnya sem- 
pat ada masalah di Lampung Utara. Walau pemim- 
pin barunya menyebut bakal menyelesaikan, akan 
tetapi masih kami tunggu,” tutur Andri.

Andri menambahkan, pihaknya saat ini berupa- 
ya meningkatkan persentase tindak lanjut rekomen- 
dasi. Akan tetapi ia akui hal ini amat tergantung 
kepada komitmen tiap kepala daerah untuk lebih 
kooperatif dan mengejar ketertinggalan. “Perubah- 
an struktur organisasi juga amat mempengaruhi 
tindak lanjut rekomendasi, termasuk juga bila pe- 
mimpinnya berubah, baik kepala daerah atau kepa- 
la organisasi penyelenggara daerah,” ucap dia.

Setiap kali ada pertemuan, ia selalu mengingat- 
kan dan meminta komitmen kepala daerah. Seperti 
Way Kanan, ia mengaku sudah menyampaikan 

kepada kepala daerahnya untuk lebih berkomitmen 
terhadap penyelesaian tindak lanjut. Ia juga me­
minta auditor menginventarisir rekomendasi yang 
belum ditindak lanjuti dan berkoordinasi dengan 
inspektorat untuk mendukung tindak lanjut reko­
mendasi hasil pemeriksaan.

Secara umum, ia menyebut entitas di Lampung 
relatif kooperatif. Selain itu, beberapa kepala dae­
rah memiliki komitmen yang bagus terhadap tindak 
lanjut. “Selain komitmen, kita juga melakukan ko­
munikasi secara intensif dengan inspektorat.”

Menurut Andri, entitas di Provinsi Lampung ti­
dak kesulitan dalam mengisi SIPTL. “Pada saat pe­
meriksaan, kami juga sudah menyampaikan action 
plan rekomendasi. Kami menyatakan rekomendasi 
yang akan kita berikan adalah seperti ini, tolong 
nanti disiapkan dan jangka waktunya hanya 60 ha­
ri,” ucap dia.

Kemudian, terkait organisasi atau lembaga yang 
membantu entitas, berdasarkan pengalaman di 
Provinsi Lampung, beberapa entitas menggunakan 
sistem BPKP dan melibatkan Kejaksaan. Menurut 
dia, selama tidak kontraproduktif dan bisa menye­
lesaikan persoalan, pihaknya tidak mempermasa­
lahkan.

Ke depan, BPK Perwakilan Lampung akan terus 
mengingatkan entitas, terutama setiap ada perte­
muan. Selain lewat surat peringatan untuk segera 
melakukan tindak lanjut, BPK Perwakilan Lampung 
juga membuka jalur komunikasi dan koordinasi 
dengan inspektorat. l

BPK LAMPUNG KEJAR PENYELESAIAN 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
Hingga semester I per 30 Juni 2021, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ada 
di angka 80,39 persen. Angka ini menurun dibandingkan diakhir tahun 2020.

n Andri Yogama
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B
ali merupakan wilayah de­
ngan tingkat Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Peme­
riksaan (TLRHP) BPK yang 
tertinggi di antara wilayah 
lain di Indonesia. Berdasar­

kan data TLRHP BPK Perwakilan Provinsi 
Bali sampai semester I 2021 terdapat 
jumlah rekomendasi sebanyak 10.585 
dengan status hasil pemantauan tindak 
lanjut sesuai sebanyak 10.059 atau 95,03 
persen, belum sesuai sebanyak 428 (4,04 
persen), belum ditindaklanjuti sebanyak 
21 (0,20 persen), dan tidak dapat ditin­
daklanjuti sebanyak 79 (0,75 persen).

“Dari data tersebut dapat dikatakan 
sudah sangat baik, memenuhi di atas ha­
rapan capaian minimal yang ditetapkan 
BPK yaitu minimal 75 persen,” ujar Kepala 
BPK Perwakilan Provinsi Bali Wahyu Priyo­
no kepada Warta Pemeriksa, Rabu (15/9).  

Wahyu menyampaikan, salah satu hal 
yang mendukung pencapaian tindak lan­
jut tersebut adalah komitmen dari kepala 
daerah di Bali. Komitmen ini kemudian 
juga ditularkan kepada seluruh Organi­
sasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di 
pemerintah daerah tersebut.

“Komitmen itu yaitu untuk segera 
menindaklanjuti rekomendasi hasil pe­
meriksaan BPK,” ujar Wahyu.

Selain itu, menurut Wahyu, terdapat 
dukungan Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut (SIPTL) yang berbasis 
daring. Dengan mengandalkan sistem 
tersebut, BPK Perwakilan Bali tidak lagi 
perlu menunggu pembahasan tindak lan­
jut secara manual atau fisik lagi. Proses 

telaahan bisa dilakukan melalui SIPTL.
Bagi masing-masing pemda, kehadir­

an SIPTL juga mendukung penyelesaian 
tindak lanjut rekomendasi BPK. Pemda 
dapat menyampaikan bukti penyelesaian 
tindak lanjut itu dengan mengunggah 
berkasnya di SIPTL.

“Saya kira komitmen dari pimpinan 
dan diikuti oleh seluruh OPD itu dan 
pemantauan tindak lanjut secara sistem 
inilah yang kemudian mempengaruhi 
tingginya penyelesaian tindak lanjut di 
Bali,” ungkap Wahyu.

Selain itu, Wahyu menyampaikan, Au­
ditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 
VI BPK juga membentuk Kelompok Kerja 
(Pokja) Percepatan Penyelesaian Tin­
dak Lanjut di setiap perwakilan BPK di 
wilayah timur. BPK Perwakilan Bali pun 
menunjuk satu kepala subauditorat untuk 
menjadi ketua Pokja yang beranggo­
takan para pemeriksa di lingkungan BPK 
Perwakilan Bali.

Dari sepuluh entitas hanya 
terdapat dua entitas yang 
memperoleh capaian 
penyelesaian tindak lanjut 
di bawah 90 persen.

n Wahyu Priyono

BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI 
PERKUAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
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“Kemudian, mereka secara aktif mendo­
rong pemda baik secara langsung maupun 
melalui media komunikasi,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, Pokja tersebut me­
ngumpulkan kepala daerah dan inspektur 
untuk memberikan dorongan dan motivasi 
agar mempercepat penyelesaian tindak 
lanjut.

Menurut Wahyu, dari tiga jenis pemerik­
saan BPK, penyelesaian tindak lanjut reko­
mendasi hasil pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 
relatif lebih cepat. Biasanya, rekomendasi 
yang diberikan berupa sanksi, teguran, atau 
pengembalian ke kas daerah.

Berbeda halnya dengan tindak lanjut 
pemeriksaan kinerja yang dinilai lebih me­
makan waktu lama. “Umumnya rekomen­
dasinya adalah perbaikan sistem, perbaikan 
kebijakan di mana hal itu kemudian diikuti 
dengan pembuatan misalnya standard 
operating procedure (SOP), pembuatan 
kebijakan, dan pembuatan sistem. Ini butuh 
waktu cukup lama,” ujarnya.  

BPK Perwakilan Bali juga membentuk 
adanya grup Whatsapp sinergi yang diisi 
oleh perwakilan BPK dan para inspektur 
daerah. Dengan adanya grup Whatsapp 
tersebut, komunikasi pun bisa berlangsung 
setiap saat.

“Kami juga bisa mengingatkan di sana 
dengan menampilkan tingkat penyelesaian 
tindak lanjut di masing-masing daerah. 
Mereka juga saling berkompetisi dan tidak 
mau kalah dengan daerah lain,” ujarnya.

Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan 
seluruh entitas di Perwakilan Provinsi Bali 
termasuk dalam kategori tinggi atau lebih 
dari 80 persen. Dari sepuluh entitas hanya 
terdapat dua entitas yang memperoleh ca­

paian penyelesaian tindak lanjut di bawah 
90 persen yaitu 86,57 persen dan 88,35 
persen. Selebihnya, sebanyak delapan en­
titas berada di atas 90 persen dengan pe­
nyelesaian tertinggi diperoleh Kabupaten 
Tabanan sebesar 99,16 persen.

Salah satu kendala bagi entitas dalam 
menjalankan tindak lanjut rekomendasi pe­
meriksaan BPK di Bali salah satunya terkait 
masalah yang berhubungan dengan instan­
si vertikal lain. Misalnya, tindak lanjut tanah 
milik pemda yang belum bersertifikat.

“Jadi entitas akan butuh waktu dan usa­
ha yang tidak bisa diukur untuk memenuhi 
rekomendasi bisa selesai 100 persen karena 
rekomendasi ini tidak bisa dikontrol oleh 
entitas sendiri,” ujar Wahyu.

Ke depannya, Wahyu mendorong ada­
nya penyempurnaan aplikasi SIPTL agar le­
bih fleksibel dalam penentuan rentang wak­
tu status tindak lanjut. Sehingga, informasi 
status tindak lanjut dapat diperoleh setiap 
akhir pembahasan semester.

“Sehingga entitas lebih semangat da­
lam memperoleh informasi kinerjanya da­
lam menyelesaikan tindak lanjut,” ujarnya.

Wahyu juga mendorong agar setiap ke­
pala daerah dan inspektorat berkomitmen 
untuk menyelesaikan tindak lanjut sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK Perwakilan Bali juga akan mendo­
rong setiap pemeriksa yang terlibat dalam 
pemeriksaan agar selalu merumuskan 
rekomendasi dengan tepat sesuai akar 
masalah. Selain itu, pemeriksa juga perlu 
mengkomunikasikan kepada entitas melalui 
pembahasan konsep Laporan Hasil Peme­
riksaan (LHP) dalam pembahasan rencana 
aksi secara intens dan mendokumentasikan­
nya dalam risalah pembahasan. l

Umumnya rekomendasinya adalah perbaikan sistem, 
perbaikan kebijakan di mana hal itu kemudian diikuti dengan 
pembuatan misalnya standard operating procedure (SOP), 
pembuatan kebijakan, dan pembuatan sistem. Ini butuh 
waktu cukup lama.
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E
ntitas yang berada di wilayah 
koordinasi Perwakilan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Perwakilan Provinsi Nusa Teng­
gara Timur (NTT) mencatatkan 
adanya peningkatan persenta­

se tindak lanjut rekomendasi hasil peme­
riksaan. Pada awal 2019, misalnya, wilayah 
ini terkenal akan rendahnya tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan dengan 
persentase sebesar 42,13 persen.

“Ketika pertama kali saya menjabat 
sebagai kepala Perwakilan BPK NTT pa­
da awal 2019, persentase tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 
42,13 persen. Akan tetapi saat ini rata-rata 

persentase tindak lanjut di NTT mencapai 
66,73 persen,” kata Kepala Perwakilan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT Adi 
Sudibyo kepada Warta Pemeriksa, belum 
lama ini.

Ketika itu, dia menyebut, komunikasi 
antara BPK NTT dan pemerintah daerah 
(pemda) kurang berjalan dengan aktif. Pa­
dahal saat itu banyak kepala daerah yang 
menyatakan sulit untuk menindaklanjuti 
rekomendasi BPK.

Hal itu karena adanya permasalahan 
berulang yang terjadi bertahun-tahun. Ka­
renanya, tidak heran jika persentase tindak 
lanjutnya berkutat di antara 42 hingga 48 
persen.

TINGKATKAN TINDAK LANJUT 
DENGAN PERKUAT KOMUNIKASI
Jika pemda diberikan dorongan maka akan antusias untuk menyelesaikan tindak lanjut.

n Adi Sudibyo
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Pada 2019, jelas dia, baru dua entitas 
yang mendapatkan opini WTP (wajar tanpa 
pengecualian). Secara umum, entitas di NTT 
ketika itu hanya mendapatkan opini WDP 
(wajar dengan pengecualian). Itu pun sudah 
berjalan selama bertahun-tahun.

Beberapa entitas mendapatkan opini 
WDP selama 11-15 tahun. “Jadi mandek 
dan berpengaruh terhadap tindak lanjut. 
Artinya, pemda merasa mentok. Nah kita 
mulai minta diperbaiki. Kita jalin komunikasi 
dengan pemda dan bilang kalau seharusnya 
semua masalah bisa diselesaikan. Kita cari 
inti permasalahannya apa,” ucap dia.

Memang, dia menilai, kunci dari per­
masalahan yang ada adalah peran strate­
gis dari Pemeriksa BPK untuk mendorong 
pemda melaksanakan tindak lanjut. Setelah 
itu dibenahi, maka secara perlahan angka 
penyelesaian tindak lanjut mencapai 66,73 
persen.

Walaupun ada entitas yang persentase­
nya naik turun. Akan tetapi secara umum 
mereka berusaha untuk meningkatkan tindak 
lanjutnya. Seperti Kabupaten Malaka yang 
sebelumnya hanya mencatatkan persentase 
30 persen, kini telah mencapai 79,50 persen.

Ini karena sebelumnya, Kabupaten 
Malaka memiliki kendala dari sisi jaringan 
dan peralatan seperti scaner yang tidak ba­
gus. Hal ini kemudian bisa diatasi dengan 
Pemda membawa dokumen, discan, dan 
diinput ke SiPTL di Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi NTT.

“Jadi, sebenarnya ada beberapa pem­
da yang memang memiliki kemauan tinggi 
untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, 
walaupun masih ada beberapa pemda, 
meskipun tidak banyak, yang keinginannya 

masih kurang,” ucap dia.
Adi pun melihat pengalaman dengan 

Kabupaten Malaka itu sebagai sebuah pe­
lajaran berharga. Yaitu bahwa jika pemda 
diberikan motivasi maka akan antusias untuk 
menyelesaikan tindak lanjut.

“Jadi komunikasi antara BPK dan pem­
da harus terjalin dengan dengan baik agar 
pemda dapat menginformasikan kendala­
nya dan BPK dapat memberikan solusi atas 
tindak lanjut yang seakan-akan tidak bisa 
ditindaklanjuti oleh pemda,” papar dia.

Selain itu, pejabat kunci yang ditempat­
kan pada organisasi perangkat daerah, ter­
masuk di Inspektorat harus kompeten.

“Ada pejabat pemda yang pasif dan 
susah dalam berkoordinasi. Kita berharap 
orang-orangnya yang menjadi pejabat kunci 
mengerti sistem dan mempunyai semangat 
dalam melaksanakan tindak lanjut. ” ujar 
dia.

Hal lain yang menjadi ken­
dala adalah sisa-sisa temuan 
dari masa lalu. Misalnya saja 
temuan kelebihan pembayaran 
di salah satu pemda yang dalam 
LHP menggunakan nama inisial. 
Ini membuat BPK dan pemda 
kesulitan untuk mencari tahu 
nama orang yang bertanggung 
jawab atas kelebihan pemba­
yaran tersebut. Apalagi ketika 
temuan tersebut sudah ada se­
belum BPK NTT berdiri.

“Soal temuan masa lalu 
itu menyulitkan apalagi jika pemda itu su­
dah berganti pejabat 5-6 kali, jadi mentok. 
Makanya banyak temuan-temuan kita yang 
tidak bisa ditindaklanjuti. Ini memang tan­
tangan kita ke depan,” ucap dia.

Berdasarkan data dari SiPTL, kata Adi, 
hingga saat ini ada tujuh entitas yang me­
miliki persentase tindak lanjut di atas 75 
persen. Kemudian 13 entitas dengan angka 
60-70 persen, dan tiga di bawah 60 persen.

Karenanya, untuk makin meningkatkan 
komitmen entitas, BPK NTT membentuk 
ruang komunikasi antara pada para kepala 
subauditorat dengan para inspektur daerah 
di wilayah masing-masing lewat grup WA 
SiPTL. Harapannya, grup tersebut dapat me­
mudahkan pemeriksa untuk mengingatkan 
peran inspektorat terkait tindak lanjut. l

Soal temuan masa lalu itu 
menyulitkan apalagi jika pemda 
itu sudah berganti pejabat 5-6 
kali, jadi mentok. Makanya banyak 
temuan-temuan kita yang tidak 
bisa ditindaklanjuti. Ini memang 
tantangan kita ke depan.
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K
ementerian Keuangan (Ke­
menkeu) berupaya untuk mening­
katkan penyelesaian tindak lanjut 
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Apalagi, kementerian juga 
sejak semula telah menargetkan 

penyelesaian tindak lanjut sebesar 90%.
“Instruksi menteri ini sangat challenging 

mengingat masih terdapat temuan hasil pe­
meriksaan yang berusia lebih dari 10 tahun 
serta rekomendasi yang sulit untuk ditindaklan­
juti. Selain itu, terdapat juga rekomendasi 
yang menyangkut kebijakan dan memerlukan 
penyelesaian lebih dari satu tahun,” kata Ins­
pektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan 

Nurmawan kepada Warta Pemeriksa, beberapa 
waktu lalu. 

Dia pun menjelaskan mengenai mekanisme 
pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK di Kemenkeu. Menurutnya, 
lingkup kerja Kemenkeu meliputi pengelola 
fiskal, pengelolaan BUN, serta fungsi penge­
lolaan anggaran K/L. Ini membuat Kemenkeu 
menjadi unit strategis yang diperiksa BPK de­
ngan intensitas yang tinggi. 

Dengan kekhususan tersebut, kata dia, 
secara teknis Kemenkeu membentuk tiga koor­
dinator yang terus bersinergi dalam melakukan 
pemantauan tindak lanjut. Tiga koordinator itu 
yakni Itjen sebagai koordinator atas peman­
tauan tindak lanjut pemeriksaan kinerja dan 
PDTT. Kemudian setjen sebagai koordinator 
pemantauan tindak lanjut atas pemeriksaan LK 
BA 15. Lalu DJPB sebagai koordinator peman­
tauan tindak lanjut atas pemeriksaan LKPP dan 
LKBUN.

Awan menambahkan, mekanisme peman­
tauan tindak lanjut rekomendasi hasil peme­
riksaan (TLRHP) BPK di Kemenkeu selama ini 
telah berjalan dengan baik. Ini dimulai dari 
terbitnya laporan hasil pemeriksaan dan la­
poran pemantauan tindak lanjut semesteran 
BPK. “Secara umum, pemantauan tindak lanjut 
dilakukan oleh koordinator kepada masing-ma­
sing unit eselon (UE) 1, dapat melalui unit 
kepatuhan internal (UKI), maupun langsung 
kepada unit teknis penanggung jawab tindak 
lanjut,” kata dia. 

Dia menambahkan, peran Itjen selaku APIP 
Kemenkeu memberikan verifikasi atas doku­
men tindak lanjut yang diberikan oleh UE 1 se­
belum disampaikan ke BPK. Setelah dilakukan 
verifikasi oleh Itjen, hasil pemantauan dari unit 
UE 1 kemudian dikompilasi untuk dilakukan 
penyampaian kepada BPK sebagai tindak lan­
jut untuk dilakukan penilaian maupun pemba­
hasan tindak lanjut bersama BPK.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, masih ter­
dapat beberapa kesulitan dan tantangan untuk 

KEJAR TARGET 90% PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
Sebagai BUN, Kemenkeu juga memantau TLRHP BPK 
yang kewenangannya berada pada kementerian/lembaga lain.

n Awan Nurmawan

kemenkeu.go.id
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menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK. Beberapa tantangan itu antara 
lain, pertama, terkait rekomendasi yang melibat­
kan K/L/pemda lain. Kedua, rekomendasi terkait 
kebijakan yang penyusunannya memerlukan wak­
tu yang tidak singkat.

Ketiga, rekomendasi dengan nilai uang yang 
masih memerlukan penelitian ulang karena 
perbedaan penafsiran aturan. Keempat, reko­
mendasi dengan data rincian yang terlalu banyak 
untuk diselesaikan. Kelima, terkait rekomendasi 
dispute (tindak tuntas pada saat pembahasan 
konsep hasil pemeriksaan).

“Selain intensitas pembahasan yang perlu di­
tingkatkan, kami merasa upaya ini akan terealisasi 
lebih cepat dengan adanya support dari BPK. 
Baik di tataran teknis maupun level pimpinan 

dalam penyelesaian temuan/rekomendasi yang 
berpotensi dispute dan sulit untuk ditindaklan­
juti,” ujar Awan. 

Dia pun mengungkapkan, untuk mewujudkan 
target penyelesaian tindak lanjut sebesar 90%, 
Kemenkeu pun melakukan berbagai upaya. Per­
tama, melakukan pemetaan rekomendasi yang 
sulit ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi per­
masalahan temuan, jenis/kelompok rekomendasi, 
lokasi, dan unit kerja yang harus menindaklanjuti. 
Kedua, melakukan koordinasi intensif dengan 
UE 1 atas hasil pemetaan rekomendasi. Ketiga, 
melakukan koordinasi intensif dengan K/L lain 
melalui APIP. Keempat, menginisiasi high level 
meeting antara Kemenkeu dengan BPK untuk 
penyelesaian rekomendasi dispute dan sulit ditin­
daklanjuti.
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Awan menambahkan, sebagai Bendahara 
Umum Negara (BUN), Kemenkeu juga memantau 
TLRHP BPK yang kewenangannya berada pada 
kementerian/lembaga lain berdasarkan hasil pe­
meriksaan LK BUN. Mekanisme pemantauannya 
dilakukan melalui rapat antar-K/L maupun dengan 
korespondensi melalui naskah dinas yang di­
lakukan oleh masing-masing penanggung jawab 
bagian anggaran dengan mitra K/L yang bersang­
kutan. 

“Berkat komitmen bersama untuk menun­
taskan TLRHP BPK, kami antar-K/L terus bergan­
dengan tangan sehingga telah terbangun sinergi 
yang baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 
rekomendasi BPK yang berstatus belum ditindak­
lanjuti,” papar dia. 

Dia pun mengapresiasi BPK yang telah me­
ngembangkan Sistem Informasi Pemantauan 
Tindak Lanjut (SIPTL) pada 2016 dan telah diuji 
coba pada masing-masing K/L. Berdasarkan 
pengalaman, kata dia, masih diperlukan optimali­
sasi pemanfaatannya untuk pemantauan TLRHP di 
Kemenkeu. 

Optimalisasi itu antara lain update data TLRHP 
perlu ditingkatkan agar selalu relevan dan mu­
takhir. Ini sebagaimana hasil pembahasan TLRHP 
BPK pada tiap semester dan penerbitan LHP baru 
agar penyampaian dan penilaian tindak lanjut ti­
dak dilakukan secara manual.

“Dengan langkah tersebut diharapkan pelak­
sanaan penilaian tindak lanjut rekomendasi oleh 
BPK dapat dilakukan secara realtime sehingga 
makin efisien. Optimalisasi pemanfaatan tekno­
logi informasi masih menjadi harapan besar bagi 
kami agar proses penyampaian tindak lanjut lebih 
efisien, cepat, tuntas, dan akurat,” papar Awan. l 

Selain intensitas pembahas
an yang perlu ditingkatkan, 
kami merasa upaya ini akan 
terealisasi lebih cepat de
ngan adanya support dari 
BPK. Baik di tataran teknis 
maupun level pimpinan da-
lam penyelesaian temuan/
rekomendasi yang berpo-
tensi dispute dan sulit untuk 
ditindaklanjuti.
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K
ementerian Perhubungan 
(Kemenhub) meminta Ba­
dan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dapat membantu 
dalam penyelesaian tindak 
lanjut pemeriksaan. Ban­

tuan tersebut antara lain terkait pelak­
sanaan tindak lanjut yang diagendakan 
kementerian setiap triwulan. Hal ini juga 
sebagai salah satu langkah percepatan 
penyelesaian tindak lanjut kementerian. 

“Sebelum pelaksanaan tindak lanjut 
yang dilaksanakan secara resmi oleh 
BPK, mohon kiranya BPK dapat mem­
bantu dan membimbing kami dalam 
pelaksanaan tindak lanjut yang kami 
agendakan setiap triwulan. Jadi, jika 
ada kekurangan dokumen penyelesaian 
tindak lanjut, dapat kami lengkapi dan 
sempurnakan sebelum pelaksanaan TL 
secara resmi oleh BPK,” kata Inspektur 
Jenderal Kemenhub Gede Pasek Suardi­
ka kepada Warta Pemeriksa, belum lama 
ini. 

Selain itu, Pasek juga menyebut jad­
wal program pengawasan yang dilaksa­
nakan oleh Auditorat Keuangan Negara 
(AKN) I BPK di Kemenhub. Dia meminta 
agar kementerian dapat diinfokan lebih 
awal sehingga dapat melakukan penye­
suaian jadwal pengawasan dalam pro­
gram kerja pengawasan tahunan. 

Apalagi, kata dia, komunikasi antara 
kementerian dan BPK terkait dengan 
tindak lanjut entitas berjalan dengan sa­
ngat baik. Hal ini ditunjukkan pada saat 
pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut 
yang dilakukan per semester. Kemenhub 
selalu diberikan saran dan langkah-lang­
kah dalam menyelesaian rekomendasi 
yang diberikan.

Selama ini, dia menjelaskan, tindak 
lanjut rekomendasi BPK oleh Inspektorat 

Jenderal Kemenhub memang dilakukan 
secara berkala. Yaitu dengan melakukan 
rekonsiliasi dan pemantauan progres per 
triwulan dengan unit kerja eselon 1.

Tahap selanjutnya yaitu melaporkan 
progres data tindak lanjut kepada Men­
teri Perhubungan dan pimpinan unit 
kerja eselon 1. Kemudian melakukan 
pemantauan progres tindak lanjut ke au-
ditee/satker. Selain itu juga memberikan 
teguran bagi sakter/auditee yang belum 
menindaklanjuti sesuai batas waktu yang 
sudah ditetapkan atau terhadap temuan 
dan rekomendasi yang sudah berlarut-la­
rut penyelesaiannya.

“Sampai saat ini, tidak ada rekomen­
dasi yang tidak bisa ditindaklanjuti. Akan 
tetapi memang diperlukan pemantauan 
yang lebih intensif. Khususnya terhadap 
rekomendasi-rekomendasi yang memer­
lukan koordinasi/penyelesaian dari ins­
tansi di luar Kemenhub,” papar Pasek. 

Dia pun menyebutkan beberapa ke­
sulitan dan tantangan yang dihadapi ke­
menterian dalam menjalankan rekomen­
dasi hasil pemeriksaan BPK. Kesulitan 
itu antara lain saat penanggung jawab 
tindak lanjut telah meninggal dunia dan 
perusahaan penanggung jawab tindak 
lanjut sudah tidak diketahui keberadaan­
nya.

Hal ini menjadi tantangan terkait 
sinergi antarinstansi dalam hal menindak­
lanjuti temuan/rekomendasi yang memer­
lukan koordinasi dengan instansi di luar 
Kementerian Perhubungan. Contoh yang 
disampaikan yaitu penyelesaian peng­
adaan lahan.

Terkait dengan hal itu, kata dia, 
Kemenhub pun mencoba melakukan 
beberapa upaya. Misalnya saja dengan 
meminta saran kepada pihak Panitia 
Urusan Piutang Negara (PUPN) Ke­

DORONG KOORDINASI TINDAK LANJUT 
SETIAP TRIWULAN
Perlu sosialisasi dan diseminasi kepada K/L terkait mekanisme 
dan tata cara tindak lanjut rekomendasi BPK melalui aplikasi. 
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menterian Keuangan. Ini terkait dengan 
penyelesaian ganti rugi yang sulit untuk 
ditindaklanjuti karena penanggung jawab 
tindak lanjut sudah meninggal dunia dan 
perusahaan yang sudah tidak diketahui 
keberadaannya.

“Kami juga melakukan rapat koordi­
nasi intensif dengan satker dan unit kerja 
eselon 1 untuk membantu dan mencari­
kan alternatif solusi atas kendala-kendala 
yang terkait koordinasi dengan instansi di 
luar Kemenhub,” kata dia. 

Pasek pun mendukung upaya BPK 
dalam memanfaatkan teknologi untuk 
memudahkan memantau tindak lanjut 
hasil pemeriksaan. Menurutnya, Itjen Ke­
menhub sangat mendorong penggunaan 
teknologi informasi dan digitalisasi dalam 
rangka menindaklanjuti rekomendasi 
BPK. 

Namun demikian, tambah dia, perlu 
dilakukan sosialisasi dan diseminasi ke­
pada seluruh K/L terkait mekanisme dan 
tata cara tindak lanjut rekomendasi BPK 
melalui aplikasi. “Ke depan diharapkan 
aplikasi yang sudah dimiliki oleh BPK 
dapat diintegrasikan dengan aplikasi 
SIMPeL (Sistem Informasi Pemantauan 
Hasil Pengawasan Eksternal) yang sudah 
dibangun oleh Itjen,” ujar dia. 

Hal ini dianggap penting mengingat 
pemeriksaan dan rekomendasi BPK me­
miliki dampak dan manfaat yang besar 
terhadap kementerian. Rekomendasi 
BPK, kata dia, memberikan pendapat 
tentang kebijakan yang sudah diambil 
dan pilihan kebijakan apa yang dapat di­
lakukan dan ditingkatkan. 

“Dengan begitu diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas 
serta transparansi program dan kegiatan 
yang sudah dijalankan oleh Kemenhub,” 
papar Pasek. l

Kami juga melakukan rapat koordinasi intensif dengan 
satker dan unit kerja eselon 1 untuk membantu dan men-
carikan alternatif solusi atas kendala-kendala yang terkait 
koordinasi dengan instansi di luar Kemenhub.

n Gede Pasek Suardika
dephub.go.id
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K
ementerian Sosial (Kemensos) me­
nyampaikan beberapa masukan kepa­
da Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terkait penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan (TLHP). Masukan 
itu antara lain input data TLHP pada 

aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tin­
dak Lanjut) agar dapat dibuka setiap saat dalam 
rangka mempercepat proses penyelesaian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan. 

“Terhadap hasil pemeriksaan yang telah di­
lakukan oleh BPK juga diharapkan telah tuntas 
atau tidak perlu lagi ditindaklanjuti dengan audit 
oleh tim Inspektorat Jenderal,” kata Inspektur Jen­
deral Kemensos Dadang Iskandar kepada Warta 
Pemeriksa, belum lama ini. 

Dia menjelaskan, SIPTL merupakan aplikasi 
yang diterapkan BPK terkait dengan penyampaian 
progres tindak lanjut hasil pemeriksaan. Program 
ini sangat membantu dalam memonitor perkem­
bangan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Kemensos, kata dia, telah menggunakan SIPTL 
untuk pemantauan progres tindak lanjut. Juga 
untuk mempermudah rekon data antara tim BPK 
dan Kemensos dalam penyajian laporan hasil pe­
mantauan. “Semakin cepat hasil pemeriksaan di­
tindaklanjuti maka semakin baik progres perbaikan 
program/kegiatan,” tegas Dadang. 

Hal ini, kata dia, sebagai bentuk lain dari komu­
nikasi antara Kemensos dan BPK. Apalagi, selama 
ini komunikasi dua lembaga telah berjalan dengan 
efektif. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan 
pembahasan progres/rekon TLHP secara rutin/bu­
lanan antara tim BPK dengan Inspektorat Jenderal 
dan satker terperiksa. 

Dia menilai, pemeriksaan yang dilakukan BPK 
selama ini sudah berjalan dengan baik. Khususnya 
dalam rangka menjamin kualitas dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan pada masa pandemi. Pe­
meriksaan yang dilakukan BPK sangat berpenga­
ruh terhadap proses penyelenggaraan program 
kegiatan Kemensos yang efektif, efisien, ekono­
mis, serta akuntabel. 

Karenanya, Dadang menjelaskan, Kemensos 
selalu segera menindaklanjuti rekomendasi dalam 

LHP BPK. Hal itu dilakukan dengan surat perintah 
yang ditandatangani oleh Menteri Sosial dan di­
pantau secara berkala oleh staf khusus menteri di 
bawah koordinasi Inspektorat Jenderal. 

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK sangat 
berkontribusi dalam rangka peningkatan kinerja 
Kemensos. Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan 
yang disampaikan dalam laporan hasil audit dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja 
program/kegiatan di Kemensos,” jelas dia. 

Menteri Sosial juga disebutkan selalu memberi­
kan arahan agar dalam penyelesaian TLHP kemen­
terian meminta bantuan aparat penegak hukum/
APH jika ada permasalahan yang sulit untuk disele­
saikan. Seperti Kejaksaan Agung, kepolisian, BPKP, 
dan LKPP. 

Dia juga mengakui bahwa ada beberapa ken­
dala dan tantangan yang dihadapi Kemensos da­
lam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Tan­
tangan itu antara lain, tindak lanjut yang penye­
lesaiannya melibatkan pihak ketiga. Kemudian, 
tindak lanjut yang proses penyelesaiannya terkait 
dengan tugas dan fungsi instansi lain, misalnya 
penyelesaian temuan terkait aset. 

Terkait dengan itu, lanjutnya, sebagai solusinya 
Kemensos pun melakukan beberapa hal. Mulai 
dari membuat surat keterangan tanggung jawab 
mutlak (SKTJM) hingga berkoordinasi dengan 
instansi terkait, seperti DJKNL, Dukcapil, dan Him­
bara. 

“Masih ada beberapa rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti. Untuk yang seperti ini, kami 
mengusulkan TPTD (temuan tidak dapat ditin­
daklanjuti),” ungkap dia. l

MANFAATKAN SIPTL UNTUK PERCEPAT 
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
Tantangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain yang melibatkan pihak ketiga.

n Dadang Iskandar
kemensos.go.id
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memiliki kewenangan 
untuk memantau penyele­
saian ganti kerugian negara/
daerah. Kewenangan ter­
sebut telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Oleh karena itu, BPK terus meman­
tau penyelesaian ganti kerugian negara/
daerah melalui berbagai cara.

Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelapor­
an Pemeriksaan (EPP) Yuan Candra Djaisin 

menjelaskan, UU Nomor 15 Tahun 2006 
pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa BPK 
berwenang memantau penyelesaian ganti 
kerugian negara/daerah yang ditetapkan 
oleh pemerintah terhadap pegawai negeri 
bukan bendahara dan pejabat lain. BPK 
juga berwenang memantau pelaksanaan 
pengenaan ganti kerugian negara/daerah 
kepada bendahara, pengelola Badan Usa­
ha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara 
yang telah ditetapkan oleh BPK.

“Selain itu, BPK berwenang memantau 
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian 
negara/daerah yang ditetapkan berdasar­
kan putusan pengadilan yang telah mem­
punyai kekuatan hukum tetap,” kata Yuan 
kepada Warta Pemeriksa, Selasa (21/9)

Untuk memenuhi kewenangan terse­
but, kata Yuan, BPK telah menetapkan 
Keputusan BPK Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Peman­
tauan Penyelesaian Kerugian Negara/Dae­
rah. Saat ini, BPK sedang melakukan revisi 
juknis tersebut agar dapat mengakomoda­
si dinamika perubahan yang terjadi.

Langkah lainnya adalah dengan mem­
bangun aplikasi Sistem Informasi Kerugian 
Negara/Daerah (SIKAD) untuk mendoku­
mentasikan data hasil pemantauan keru­
gian negara/daerah. Menurut Yuan, BPK 
sedang mengembangkan aplikasi SIKAD 
agar dapat terintegrasi dengan aplikasi 
yang lain di BPK dan berusaha melibatkan 
entitas untuk berperan aktif dalam menge­
lola data kerugian mereka.

Ia mengatakan, Direktorat EPP juga 
terus menggencarkan sosialisasi dan 
pendampingan kegiatan pemantauan 
kepada satker di BPK dan entitas. “Hal ini 
diperlukan karena pemahaman tentang 
penyelesaian ganti kerugian negara masih 
belum optimal disamping terbitnya keten­

BPK TERUS KAWAL PENYELESAIAN 
KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Entitas yang memiliki kerugian terbesar adalah entitas pemerintah
daerah karena memang jumlah pemda yang banyak.

n Yuan Candra Djaisin
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tuan-ketentuan baru,” kata dia.
Yuan mengungkapkan, salah satu permasa­

lahan yang sering ditemukan dalam kegiatan 
pemantauan adalah majelis penyelesaian ganti 
kerugian negara/daerah atau Tim Penyelesai­
an Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) pada 
entitas belum terbentuk atau belum bekerja 
secara optimal sesuai ketentuan. Hal tersebut 
mengakibatkan kasus kerugian negara/daerah 
tidak segera bisa diselesaikan.

Permasalahan lainnya, yaitu belum dite­
tapkannya ketentuan tentang penyelesaian 
kerugian oleh pengelola BUMN/BUMD dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola ke­
uangan negara. Hal ini mengakibatkan kasus 
kerugian tersebut belum dapat diselesaikan.

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan 
BPK dalam melakukan pemantauan. Yuan 
menjelaskan, mekanisme kegiatan dalam pe­
mantauan meliputi kegiatan desk reviu, pem­
bahasan di kantor BPK maupun melalui teknik 
dan prosedur lain, seperti observasi, konfirma­
si, dan interview. Hal tersebut dilakukan untuk 
memperoleh data kasus kerugian yang terjadi 
pada entitas untuk dapat dilakukan analisis 
dan evaluasi apakah entitas sudah memproses 
seluruh kasus kerugian sesuai dengan keten­
tuan yang berlaku dan melaporkannya kepada 
BPK.

Hasil pemantauan kemudian akan diinput 
dan di-update ke dalam aplikasi SIKAD.

Yuan mengungkapkan, entitas yang me­
miliki kerugian terbesar adalah entitas peme­
rintah daerah karena memang jumlah pemda 
yang banyak. Berdasarkan IHPS II 2020, hasil 
pemantauan menunjukkan kerugian negara/
daerah yang telah ditetapkan selama periode 
2005-2020 adalah sebesar Rp3,62 triliun atau 
meningkat sebesar Rp188,90 miliar dibanding­
kan periode 2005-30 Juni 2020, yaitu sebesar 
Rp3,43 triliun.

Kerugian negara/daerah tersebut terjadi 
pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
BUMN, dan BUMD. Kerugian negara/daerah 

yang terjadi pada pemerintah daerah tercatat 
sebesar Rp2,74 triliun (75 persen). Ini meru­
pakan nilai yang terbesar dari total kerugian 
negara/daerah dengan status telah ditetapkan 
periode 2005-2020 sebesar Rp3,62 triliun.

Adapun tingkat penyelesaian atas ganti 
kerugian negara/daerah dengan status telah 
ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, 
dan penghapusan pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD ma­
sing-masing sebesar 52 persen, 54 persen, 37 
persen, dan 36 persen.

“Sedangkan tingkat penyelesaian yang 
terjadi pada periode 2005-2020 menunjukkan 
terdapat angsuran sebesar Rp341,95 miliar (9 
persen), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (41 
persen), dan penghapusan sebesar Rp110,09 
miliar (3 persen). Dengan demikian, sisa 
kerugian sebesar Rp1,71 triliun (47 persen),” 
katanya.

Yuan menambahkan, pemantauan penyele­
saian kerugian ganti kerugian negara/daerah 
merupakan tugas dan fungsi dari Auditorat 
Keuangan Negara (AKN) dan BPK Perwakilan. 
Masing-masing satker melakukan kegiatan 
pemantauan dan menyampaikan laporan ha­
sil pemantauan kepada entitas dan kepada 
Tortama dan Anggota serta Ditama Revbang. 
Selanjutnya, laporan tersebut akan dilakukan 
penginputan data ke dalam aplikasi SIKAD 
oleh satker AKN/Perwakilan. Hasil inputan 
data pada aplikasi SIKAD tersebut akan diolah 
oleh Ditama Revbang sebagai hasil peman­
tauan dan disajikan dalam IHPS. l

BPK berwenang 
memantau pelaksanaan 
pengenaan ganti kerugian 
negara/daerah yang 
ditetapkan berdasarkan 
putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) te­
lah mengungkap sejumlah kecurang­
an di sektor perbankan. Kejahatan 
dalam industri keuangan tersebut 
memiliki berbagai macam modus 
operandi. Hal itu menjadi topik ba­

hasan Knowledge Sharing Session (KSS) yang 
digelar Auditorat Utama Investigasi (AUI) bersama 
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII 
BPK pada Jumat (6/8). Dengan mengusung tema 
“Modus Operandi Kejahatan Perbankan: Tinjauan 
dalam Pemeriksaan”, forum tersebut berupaya 
membagikan pengalaman dan pengetahuan ter­
kait modus operandi kejahatan perbankan terma­
suk di bank BUMN atau BUMD. 

Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Nega­
ra/Daerah yang Dipisahkan (IKND) AUI BPK Hasby 
Ashidiqi membagikan sejumlah modus operandi 
dalam kejahatan perbankan agar bisa diwaspa­
dai oleh pemeriksa. “Kasus yang ada berkaitan 
dengan kas, efek-efek, kredit yang diberikan, 
tabungan, dan deposito berjangka,” ungkapnya. 

Untuk kasus terkait kas, Hasby mengisahkan 
terdapat modus pengambilan uang di ruang 
khazanah bank dan setoran tunai tanpa ada fisik 
uang. Menurut Hasby, kasus seperti ini terjadi di 
cabang terpencil. Dalam kasus itu, peran kepala 
cabang juga sangat menentukan. 

Dia menyampaikan, dalam operasional per­
bankan, uang disimpan dalam khazanah untuk kas 
harian dan kas besar. Kasus ini terjadi di khazanah 

kecil atau tempat penyimpanan uang harian bank.  
Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap peng­

ambilan uang di khazanah harus disertai surat per­
mohonan, berita serah terima, dan disetujui oleh 
kepala cabang. “Selain itu, setiap hari harus ada 
cek fisik atau stock opname setiap pagi dan sore. 
Itu wajib dalam prosedur,” ungkapnya. 

Akan tetapi, dalam kasus tersebut, kepala 
cabang memerintahkan account officer untuk 
mengambil uang di khazanah tanpa ada surat 
permohonan. Ada pula kepala cabang yang 
memerintahkan head teller untuk melakukan se­
toran tunai ke rekening kepala cabang dan sauda­
ra-saudaranya. 

“Yang namanya setoran tunai kan harusnya 
ada fisik uangnya. Nah, ini tidak ada,” ungkapnya. 

Hal ini diperparah dengan tidak adanya stock 
opname persediaan uang bank setiap dua kali 
sehari. Laporan tersebut tidak disampaikan secara 
tertib ke cabang utama atau pusat. 

Kasus tersebut, ujar Hasby, kemudian terung­
kap ketika kepala cabang diganti. Kepala cabang 
yang menggantikan kemudian melakukan stock 
opname dan diketahui ada kehilangan senilai be­
berapa miliar. 

“Akhirnya ini masuk ke proses hukum,” ung­
kapnya. 

Modus lain terkait kas yang diungkapkan 
Hasby adalah pengambilan uang mesin ATM 
oleh petugas koordinator area. Selain itu, modus 
kejahatan lain melalui efek antara lain investasi 

MEWASPADAI MODUS OPERANDI 
KEJAHATAN PERBANKAN
Penentuan sampel sangat penting dalam pemeriksaan di sektor perbankan.

n Hasby Ashidiqi n Bagas Khoiruddin
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pada medium term notes (MTN) dengan 
mengubah pedoman yang kemu­
dian kerugiannya ditutupi dengan 
rekayasa investasi reksa dana. 

Hasby juga membagikan 
sejumlah modus kejahatan per­
bankan dalam pemberian kredit ke­
pada debitur. Dia mengungkapkan, kredit 
topengan atau pemberian kredit dengan meng­
gunakan nama orang lain sebagai debitur adalah 
satu modus yang kerap muncul. Selain itu, ada 
pula modus pemberian kredit modal ker­
ja standby loan kepada debitur yang 
bukan pelaksana pekerjaan proyek 
dan proses pemberian kreditnya ti­
dak sesuai pedoman. 

Hasby juga mengisahkan ada­
nya persekongkolan oknum pejabat 
bank, debitur, dan makelar untuk 
menggunakan deposito milik orang se­
bagai agunan. Kemudian dalam pelaksa­
naan kredit, deposito tersebut dicairkan.

Sementara itu, modus kejahatan perbankan 
melalui tabungan dan deposito antara lain di­
lakukan dengan penerbitan dan aktivasi ATM 
tanpa sepengetahuan nasabah. Ada pula penarik­
an rekening nasabah/pencairan deposito tanpa 
sepengetahuan nasabah dan penawaran program 
tabungan/deposito di luar program resmi bank 
yang kemudian dana nasabah tersebut justru dita­
rik oleh oknum pejabat bank.

Plt Kasubaud VII.D.I BPK Bagas Khoiruddin 
menyampaikan, penentuan sampel sangat penting 
dalam pemeriksaan di sektor perbankan. Menurut­
nya, dengan penentuan sampel yang memadai, 
maka pemeriksaan bisa mengerucut ke arah yang 
memang terindikasi ada permasalahan.

Dalam forum tersebut, Bagas berbagi sejumlah 
red flag yang perlu dideteksi. Dia mencontohkan, 
adanya tunggakan, penurunan kolektibilitas, dan 
munculnya kredit bermasalah atau non-performing 
loan (NPL) dalam waktu cepat dapat menjadi indi­
kator yang perlu diwaspadai oleh pemeriksa.

“Kita bisa melakukan clustering dari sampel 
yang kita dapat. Kita kelompokkan mana debitur 
yang mengalami NPL dalam waktu cepat,” ujarnya. 

Berdasarkan pengalamannya, dari hasil pe­
ngelompokkan tersebut, ada kasus yang terjadi 
mengumpul dalam satu cabang atau bahkan satu 
unit bank. 

Pemeriksa juga bisa mengerucutkan kembali 
kredit bermasalah tersebut dengan menge­
lompokkannya berdasarkan pendamping debitur 

atau relationship manager (RM). 
“Apakah dari RM itu memang ada banyak 

mengalami penurunan NPL apalagi terjadi dalam 
waktu yang sama dan terlihat nilai outstanding de­
biturnya cenderung sama, itu perlu kita waspadai,” 
ungkapnya.

Bagas mengungkapkan pernah menemukan 
adanya modus kredit topengan. Hal itu dilakukan 
oleh oknum kepala cabang sebuah bank untuk le­
bih cepat memenuhi target penyaluran kredit. 

Dia mengatakan, modus tersebut terjadi pada 
kredit bersubsidi. Dengan adanya tingkat bunga 
yang lebih rendah, kredit bersubsidi sangat dimi­
nati oleh pelaku usaha. 

“Kalau dia bisa membuat kredit topengan de­
ngan satu debitur Rp100 juta dan dia punya 400 
debitur maka dia bisa mendapatkan Rp40 miliar 
dengan nilai bunga yang jauh berbeda apabila dia 
mendapatkan kredit yang sifatnya untuk segmen 
bisnis menengah,” ungkapnya. 

Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo 
mengapresiasi kegiatan Knowledge Sharing Ses­
sion yang mengulas modus penyimpangan di 
sektor perbankan. Menurutnya, inisiatif ini men­
dukung penerapan corporate university (Corpu) 
BPK. “Mendekatkan topik yang dipelajari dengan 
isu yang dihadapi pelaksana di satuan kerja ma­
sing-masing merupakan bagian dari karakteristik 
Corpu BPK,” ujarnya. l

SHARING KNOWLEDGE

vectorpouch-freepik
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terus memperluas kiprahnya di 
dunia internasional. Selain aktif di 
berbagai organisasi pemeriksa, 
BPK dalam beberapa tahun terakhir 
dipercaya sejumlah lembaga inter­

nasional untuk menjadi pemeriksa eksternal.
Kepala Subdirektorat Pengembangan 

Hukum BPK Sarmauli Mutiara Marpaung me­
ngatakan, BPK pun telah menghasilkan peneri­
maan negara dalam bentuk Penerimaan Nega­
ra Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan itu didapat 
sebagai imbalan dari hasil pelaksanaan audit.

“Nah, salah satu alternatif pengelolaan 
keuangan untuk kegiatan pemeriksaan ekster­
nal BPK adalah dengan pola badan layanan 
umum atau BLU,” kata Sarmauli dalam diskusi 
bertema “Konsepsi Pembentukan Badan La­
yanan Umum pada BPK”. Diskusi yang digelar 
pada akhir Agustus tersebut menghadirkan na­
rasumber utama, yaitu Hendar Ristriawan yang 
merupakan pakar hukum dan juga mantan 
Sekretaris Jenderal BPK.

Sarmauli mengatakan, BLU sejatinya meru­
pakan bagian organisasi pemerintah yang 
mempunyai peran untuk memberikan pela­
yanan publik, yang sifatnya langsung kepada 
masyarakat. Karakter lain yang membedakan 
BLU dengan instansi konvensional pemerintah 
adalah adanya otonomi dan independensi 
pengelolaan operasional, baik dalam aspek 
finansial dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, perlu dipastikan terkait 
dasar hukum pembentukan BLU di lingkungan 
BPK. Tujuannya agar sejalan dengan konsepsi 
BLU ditinjau dari sudut hukum tata negara 
dan/atau hukum administrasi negara.

Sementara itu, Kepala Direktorat Utama 
Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK, 
Blucer Welington Rajagukguk mengatakan, 
BPK saat ini sudah berpartisipasi sebagai lem­
baga audit internasional, khususnya di ling­
kungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Jasa yang disediakan BPK itu disebut sebagai 

jasa pemeriksaan eksternal para lembaga 
internasional. Jasa ini secara luas dapat di­
kembangkan menjadi jasa konsultasi dan se­
bagainya kepada lembaga internasional yang 
profesional.  

“Dengan BPK memperoleh fee yang akan 
menjadi penerimaan negara, hal ini juga mena­
rik dibahas. Beberapa ahli hukum menyatakan 
seharusnya tidak disebut fee, tapi sebagai pe­
ngembalian atas biaya yang telah dikeluarkan 
oleh negara kepada BPK,” tutur Blucer.

Terkait hal tersebut, ia menyebut hal ini 
menjadi tantangan besar bagi BPK, yakni 
apakah fee tersebut memungkinkan untuk 
diatur dalam aturan BLU. Berdasarkan Un­
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi 
di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntung­
an dan dalam melakukan kegiatannya didasar­
kan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

“Jadi ada beberapa kata kunci jika ter­
kait nomenklatur Badan Layanan Umum. Hal 
inilah yang membuat kami tentunya perlu 
mendapatkan pendapat pertimbangan hukum 
karena langsung bicara instansi di lingkungan 
pemerintah dan langsung juga dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat,” 
ucap dia.

BISAKAH BPK MEMBENTUK BLU?
Menurut mantan Sekjen BPK Hendar Ristriawan, 
yang bisa membentuk BLU adalah Pelaksana BPK.

Salah satu alternatif penge
lolaan keuangan untuk 
kegiatan pemeriksaan eks
ternal BPK adalah dengan 
pola badan layanan umum 
atau BLU.
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Blucer mengatakan, BLU sesuai ketentuan­
nya juga bertujuan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehi­
dupan bangsa, dengan memberikan fleksibili­
tas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 
prinsip ekonomi dan produktivitas dan pene­
rapan praktik bisnis yang sehat. Menurut dia, 
hal ini amat menantang bagi BPK, karena BPK 
sendiri adalah lembaga negara. BPK bukan 
instansi di lingkungan pemerintah seperti yang 
disebutkan di atas. Selain itu, tugas BPK tidak 
diberikan kepada masyarakat umum, sebagai­
mana lazimnya pelayanan yang dilakukan oleh 
pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 
secara langsung.

“Tantangan yang kedua adalah, disampai­
kan dalam pasal 3 ayat 1 PP 23/2005 tentang 
Pengelolaan BLU, BLU beroperasi sebagai 
unit kerja kementerian negara lembaga pe­
merintah. Ini ada kata lembaga. BPK apakah 
lembaga negara di sini? Ini persoalannya,” 
ucap dia.

Blucer mengatakan, BPK bukan instansi 
di lingkungan pemerintah dan bukan kemen­
terian negara atau lembaga yang dimaksud. 
Sebab, sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 PP 
23/2005, lembaga yang dimaksud adalah 
lembaga pemerintah. Lalu, pasal 1 angka 3 PP 

23/2005, yang dimaksud dengan pemerintah 
adalah pemerintah pusat dan/atau daerah.

Kemudian, pasal 68 menyinggung menge­
nai pembinaan keuangan BLU. Dalam pasal 
itu disebutkan, bidang pemeriksaan keuangan 
negara yang dilakukan oleh BPK merupakan 
kegiatan eksternal pemerintah, bukan ter­
masuk bidang pemerintahan. “Tantangan 
yang timbul adalah menteri teknis mana nanti 
yang melakukan pembinaan atas pelaksanaan 
pemeriksaan BPK terhadap badan lembaga 
internasional. Sebab, secara ketatanegaraan, 
menteri teknis ini berada di bawah Presiden, 
sedangkan BPK sejajar dengan kepresidenan. 
Jadi, apakah jika nanti BPK memiliki BLU, kita 
akan dibina lagi oleh menteri keuangan dan 
menteri teknis atau ada pengaturan lain, ada 
jalan hukum yang lain?” papar dia.

Blucer mengatakan, jika BPK memiliki BLU, 
maka BLU tersebut yang bertugas melakukan 
pengelolaan kegiatan pemeriksaan terhadap 
lembaga internasional. Namun, bidang pe­
meriksaan atas lembaga badan internasional 
tidak termasuk dalam bidang yang disebutkan 
dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 129/2020 tentang Pengelolaan BLU. 
Bidang-bidang yang disebutkan dalam PKM 
tersebut, antara lain, bidang kesehatan, pen­
didikan, maupun bidang lainnya.

Cipto Nugroho



SHARING KNOWLEDGE

44 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 9  n  VOL. IV  n  SEPTEMBER 2021

“Bidang-bidang yang disebutkan dalam 
PMK tersebut bersifat terbuka yang digambar­
kan dengan frasa ‘pelayanan umum di bidang 
lainnya’ yang memenuhi persyaratan substantif. 
Di sinilah masih memungkinkan adanya bidang 
pelayanan lain yang belum disebutkan dalam 
PMK. Ini membuka ruang karena memang tidak 
terlalu jelas kata ‘bidang lainnya’ di PMK terse­
but,” ungkap dia.

Kemudian, dalam pasal 6 ayat 2 PMK 
Nomor 129/2020 disampaikan bahwa fungsi 
pelayanan umum meliputi pelayanan umum 
yang bersifat operasional sesuai dengan tugas 
dan fungsi Satker dan pelayanan umum yang 
menghasilkan pendapatan. Sedangkan fungsi 
pemeriksaan atas lembaga dan badan interna­
sional di lingkungan PBB akan menjadi fungsi 
layanan BLU BPK yang bersifat operasional. 
Dengan pemeriksaan atas lembaga badan 
internasional di lingkungan PBB atau badan 
internasional lainnya, kata dia, BPK  akan meng­
hasilkan pendapatan sebagaimana yang telah 
dilakukan selama ini.

Pelaksana BPK sebagai BLU
Hendar Ristriawan sebagai narasumber 

utama diskusi mengatakan, jika membicarakan 
tentang BLU, maka bukan membahas kesetara­
an kedudukan sebuah lembaga, melainkan 
kewenangan.

“Siapa sih yang punya kewenangan menge­
lola keuangan negara? Siapa sih yang mempu­
nyai kewenangan untuk melakukan pemerik­

saan terhadap pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Kita bicara kewenang­
an. Kita tidak bicara tentang kesetaraan kedu­
dukan,” ucap dia.

Hendar mengungkapkan, ada instansi pe­
merintah yang nomenklaturnya tidak pernah 
muncul, seperti Sekretariat Jenderal DPR, Se­
kretariat Jenderal DPD, dan sekretariat jenderal 
di kementerian/lembaga lainnya. Menurut dia, 
sekretarian jenderal adalah lembaga atau ins­
tansi pemerintah.

“Kalau kita bicara terkait dengan kewe­
nangan, maka instansi pemerintah yang ada 
di lembaga-lembaga negara itu, itulah instansi 
pemerintah yang mempunyai kewenangan me­
lakukan pengelolaan keuangan negara.”

Artinya, kata dia, di lingkungan BPK sebe­
tulnya ada instansi pemerintah, yaitu Pelaksana 
BPK. Pelaksana BPK inilah yang mempunyai 
kewenangan melakukan pengelolaan keuangan 
negara, dimana pengguna anggarannya adalah 
Sekjen BPK.

Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa 
yang bisa membentuk BLU adalah Pelaksana 
BPK. Hal ini karena Pelaksana BPK merupakan 
instansi pemerintah yang mengelola keuangan 
negara. “Dimana pengguna anggarannya ada­
lah pejabat Sekretariat Jenderal dan Pelaksana 
BPK ini melayani masyarakat dalam pengertian 
yang tadi disampaikan. Artinya mengacu pada 
karakteristik BLU, maka Pelaksana BPK kalau 
ingin membentuk BLU, Pelaksana BPK itu bisa,” 
ucap dia. l

Andina Okta Fiawan
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyelenggarakan “Virtual Work­
shop on Performance Auditing 
on Modern Fisheries: Knowledge 
Sharing for ASEANSAI” pada Ka­
mis (12/8). Penyelenggaraan ini 

terkait dengan peran BPK selaku Project Lea­
der ASEANSAI Knowledge Sharing Committee 
(KSC) Activity on Modern Fisheries. 

Workshop dihadiri sekitar 72 peserta 
yang merupakan auditor dari negara ang­
gota ASEAN Supreme Audit Institutions/
ASEANSAI (organisasi lembaga pemeriksa 
negara anggota ASEAN). Tujuan kegiatan 
ini untuk meningkatkan kapasitas audit para 
auditor dalam bidang modern fishery audit 
melalui pertukaran ide, pengalaman, dan 
praktik audit.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Ne­
gara/Anggota IV BPK Isma Yatun membuka 
workshop tersebut secara resmi. Bersamaan 
dengan Isma, sambutan pembukaan juga di­
sampaikan oleh Sayed Alwee Hussnie Sayed 
Hussin sebagai perwakilan ketua ASEANSAI 
KSC. 

Isma menyampaikan bahwa negara-nega­
ra ASEAN terhubung dengan sungai dan laut. 
Karenanya, industri perikanan memainkan 
peranan utama dalam keberlanjutan ekonomi 
serta kehidupan masyarakat di dalamnya. 

Dengan potensi ekonomi yang dimiliki 
industri tersebut, manajemen perikanan 
menjadi prioritas bagi pemerintah. Ini juga 
seiring dengan perkembangan teknologi 
modern. Dengan begitu, dapat menilai ke­
seimbangan ekologi yang berkelanjutan ser­
ta menghindari eksplotasi yang berlebihan.

Isma juga menyampaikan harapan agar 
workshop ini dapat memberikan manfaat 
bagi peserta. Setidaknya dengan adanya 
pertukaran pengalaman serta praktik terbaik 
dan perspektif baru atas bidang modern 
fisheries (perikanan modern). Tak hanya itu, 
dia pun menekankan perlunya kerja sama 

antara pemerintah dan BPK. Terutama dalam 
mensukseskan capaian agenda 2030. 

Workshop ini turut menghadirkan pem­
bicara dari kalangan akademisi, pemerintah, 
serta profesional dari SAI Norwegia dan BPK. 
Workshop juga dihadiri oleh tim ahli dari 
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 
IV, para undangan pejabat pimpinan tinggi 
madya, serta Biro Humas dan Kerja Sama In­
ternasional.

Workshop ditutup secara resmi oleh Se­
kretaris Jenderal (Sekjen) BPK Bahtiar Arif. 
Bahtiar menekankan bahwa kegiatan tersebut 
tidak hanya meliputi pertukaran ilmu dan 
pengalaman saja. Akan tetapi juga meru­
pakan bentuk demonstrasi hubungan dan ker­
ja sama yang baik antara ASEANSAI dengan 
para pemangku kepentingan (stakeholders). l

BPK GELAR WORKSHOP TERKAIT MODERN FISHERIES
Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas audit 
para auditor dalam bidang modern fishery audit melalui 
pertukaran ide, pengalaman, dan praktik audit.

n Pimpinan Pemeriksaan Keuangan negara/Anggota IV BPK, 
	 Isma Yatun
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyelenggarakan “The Internatio­
nal Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) Working 
Group on IT Audit (WGITA) Virtual 
Seminar” pada Kamis (2/9). Semi­

nar bertema “IT Audit in the Era of Industry 4.0: 
Opportunities and Challenges” ini diselengga­
rakan sebagai wujud implementasi komitmen 
BPK sebagai anggota Kelompok Kerja Audit Tek­
nologi Informasi pada Organisasi Internasional 
Lembaga Pemeriksa (INTOSAI WGITA).

Seminar diadakan sebagai forum untuk ber­
bagi pengalaman antarlembaga pemeriksa atau 
supreme audit institution (SAI) dan stakeholder 
mengenai pengalaman teknologi informasi (TI) di 
era 4.0 berikut tantangan yang dihadapi. Seminar 
diikuti oleh 373 peserta dari 50 SAI dan dibuka 
secara resmi oleh Ketua BPK Agung Firman Sam­
purna.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampai­
kan bahwa pada era 4.0 ini auditor harus menye­
suaikan dengan perubahan terkini. Termasuk 
perkembangan yang terkait dengan teknologi. 
“Auditor saat ini dituntut untuk lebih memper­
hatikan risiko teknologi informasi atau IT risk dan 
diwajibkan untuk melakukan technology risk as-
sessment,” kata dia. 

Seminar ini menghadirkan berbagai pembica­
ra dari BPK, ISACA Indonesia, ANAO, dan OAG 
Norwegia. Auditor Utama Keuangan Negara I 
BPK (Tortama KN I) Novy G. A. Pelenkahu mem­
berikan presentasi terkait pengalaman audit yang 
dilakukan BPK mengenai “BPK’s Initiative in Au­
diting the National Cybersecurity Resilience”.

Dalam presentasinya, Novy memaparkan ten­
tang tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK 
dalam melakukan performance audit on cyber 
security and resilience di Indonesia. Menurut­
nya, hasil pemeriksaan kinerja terhadap entitas di 
Indonesia menunjukkan bahwa kementerian/lem­
baga yang terkait dengan bidang cyber security 
masih membutuhkan perbaikan. Misalnya saja di 
bidang kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, 
teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan 
kerja sama.

BPK GELAR SEMINAR 
UNTUK HADAPI ERA 4.0

Hasil pemeriksaan kinerja terhadap 
entitas di Indonesia menunjukkan 
bahwa kementerian/lembaga yang 
terkait dengan bidang cyber security 
masih membutuhkan perbaikan.

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna
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Selanjutnya, Senior Partner dari Ernst &Young 
Indonesia dan Senior Member of ISACA Indo­
nesia Chapter, Isnaeni Achdiat menjelaskan me­
ngenai “New Concern of IT Auditors”. Menurut 
dia, pemeriksaan kinerja terkait cyber security 
and resilience pada suatu organisasi itu meru­
pakan hal yang menantang.

Hal itu karena data dan informasi tersebar 
di berbagai tempat. Karenanya, Isnaeni mem­
fokuskan pada pendekatan terhadap orang 
dalam organisasi sebagai faktor penting. Orang 
tersebut yaitu chief information security officer 
(CISO) yang menetapkan strategi perlindungan 
terhadap data organisasi.

Pembicara selanjutnya adalah Senior Director, 
Systems Assurance and Data Analysis Group dari 
Australian National Audit Office (ANAO) Edwin 
Apoderado. Dia memaparkan mengenai “Audi­
ting Cyber-Resilience.” 

Edwin menjelaskan, dalam melakukan peme­
riksaan pada cyber security di dalam pemerintah­
an, ANAO memfokuskan pada penilaian imple­
mentasi mandatory requirements dan security risk 
culture. ANAO juga disebut hingga saat ini telah 
memiliki enam laporan hasil pemeriksaan terkait 
auditing cyber security dalam pemerintahan.

Paparan terakhir oleh Chief Data Scientist, 
The Innovation Lab dari Office of the Auditor 
General of Norway, Jan Roar Beckstrom. Dia me­
maparkan mengenai “Auditing Machine Learn­
ing Algorithms”. 

Jan memaparkan, bahwa memang banyak 
manfaat yang bisa didapatkan masyarakat saat 
ini dari penggunaan artificial intelligence (AI) se­
cara global. Akan tetapi, di sisi lain juga terdapat 
berbagai risiko.

Dalam melakukan audit terhadap algoritma 
machine learning (ML) ini, Jan merekomenda­
sikan satu situs sebagai panduan, yaitu www.
auditingalgorithms.net. Situs ini merupakan ko­
laborasi internasional para auditor dari SAI Jer­
man, Inggris, Belanda, Finlandia, dan Norwegia. 
Peran auditor saat ini pada masa teknologi glo­
bal sangat diperlukan karena pemerintah mulai 
menggunakan pembelajaran mesin dan AI.

Terakhir, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional BPK Selvia Vivi Devianti selaku mo­
derator seminar menutup seminar. Dia menyim­
pulkan bahwa tantangan dalam cyber security 
yang ada di dunia TI global ini tidak hanya untuk 
para auditor. Akan tetapi juga bagi organisasi itu 
sendiri.

Kemampuan auditor dalam merumuskan dan 
memahami metodologi audit sangat penting. 
Sehingga dapat memberikan rekomendasi yang 
tepat terhadap organisasi untuk perlindungan 
keamanan data. 

“Meningkatnya jumlah cyber disruptive attacks 
berkorelasi positif dengan meningkatnya cyber se-
curity dalam berbagai agenda penting organisasi 
dan berkurangnya kepercayaan publik atas aktivi­
tas mitigasi risiko cyber security,” kata dia. l

n Para narasumber dan peserta Seminar.
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A
ustralian National Audit Of­
fice (ANAO) berbagi cerita 
mengenai pendekatan audit 
yang dilakukan ANAO dalam 
melakukan audit teknologi in­
formasi (TI) guna mendukung 

audit laporan keuangan. Hal tersebut terang­
kum dalam kegiatan “Introduction to IT Audit 
Training Tahap II” yang digelar secara virtual 
pada Senin (30/8).    

Kegiatan hasil kerja sama ANAO dan Ba­
dan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini merupakan 
kelanjutan pelatihan sesi pertama yang te­
lah diselenggarakan pada 16 Agustus 2021. 
Kegiatan diikuti oleh 65 peserta yang terdiri 
dari para auditor dari unit kerja pemeriksaan 
Kantor Pusat dan Perwakilan di seluruh Indo­
nesia. Ikut serta pula Direktorat Litbang dan 
observer dari Badan Diklat PKN BPK. 

Narasumber ANAO pada sesi II ini masih 
sama dengan sesi I. Mereka yaitu Senior Di­
rector, Systems Assurance and Data Analysis 
Group (SADA) Edwin Apoderado dan Senior 
Director, Professional Services and Relation­
ships Group Dale Stoddart. 

Dalam sesi kedua ini, Dale dan Edwin me­
mulai pemaparan dengan pengantar terkait 
overview IT audit process yang telah dibahas 
pada sesi pertama. Kemudian dilanjutkan de­
ngan pembahasan yang berfokus pada proses 
penyusunan Information Technology General 
Control (ITGC) secara terperinci. Termasuk 
bagaimana keseluruhan operasi ITGCs secara 
efektif. 

Terdapat enam subbahasan yang dipapar­
kan. Pertama, design, implementation and ope-
rating effectiveness. Pada bagian ini membahas 
ruang lingkup yang meliputi pemahaman dan 
mengevaluasi ITGCs entitas sebagai dasar pe­
nyusunan strategi dan langkah IT audit. 

Kedua, IT change management–controls 
and testing. Bagian ini membahas evaluasi 
yang dilaksanakan terkait dengan manajemen 
perubahan teknologi informasi yang dilakukan 
oleh entitas. Pada bagian ini juga dijelaskan 
beberapa skenario kasus yang ditemukan da­
lam melakukan penilaian atas sistem informasi 
entitas dan respons auditor TI terhadap berba­
gai skenario kasus tersebut. 

Ketiga, access to program and data-con-
trols and testing. Pada bagian ini dijelaskan 
bagaimana melakukan kontrol dan tes terha­
dap akses data dan program yang dilakukan 
entitas. Tujuannya untuk menentukan sejauh 
mana sistem pengendalian internal entitas te­
lah diterapkan dan apakah cukup efektif untuk 
meminimalisasi berbagai bentuk penyimpang­
an terhadap akses program dan data. 

Keempat, program development-con-
trols and testing. Pada bagian ini dijelaskan 
bagaimana melakukan kontrol dan penilaian 
terhadap pengembangan program yang dilak­
sanakan oleh entitas. Kelima, computer opera-

BPK GELAR PELATIHAN 
UNTUK MELIHAT AUDIT TI ANAO
Kegiatan ini merupakan kelanjutan pelatihan sesi pertama 
yang telah diselenggarakan pada 16 Agustus 2021.
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tions-controls and testing. Pada bagian ini ANAO 
menjelaskan pentingnya melakukan tes terhadap 
bagaimana entitas mengoperasikan komputer 
dan mengimplementasikan fungsi kontrol secara 
efektif.

Terakhir, keenam, evaluate exceptions. Bagian 
ini menjelaskan bagaimana auditor mengam­
bil sikap jika terdapat beberapa pengecualian 
yang ada dalam program atau ITGCs entitas. 
Kemudian melakukan evaluasi atas pengecualian 
tersebut dengan melakukan root cause analysis. 
Dengan begitu mampu menemukan kesimpulan 
apakah pengecualian tersebut berdampak pada 
transaksi, kontrol, dan laporan keuangan atau 
tidak.

“Introduction to IT Audit Training Tahap II” 
digelar untuk memberikan pemahaman dan gam­
baran umum mengenai pendekatan audit yang 
dilakukan ANAO dalam melakukan audit TI guna 
mendukung audit laporan keuangan. Sedangkan 
expected output pelatihan ini adalah meningkat­
nya wawasan pemeriksa BPK dalam pelaksanaan 
audit TI. Termasuk diperolehnya berbagai insight 
dan lesson learnt dari pengalaman ANAO untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan keu­
angan dan meningkatkan mutu hasil pemeriksaan 
BPK. 

Acara pelatihan ditutup oleh Kepala Bagian 
Kerja Sama International Kusuma Ayu Rusnasanti. 
Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih 
kepada moderator dan narasumber dari ANAO. 

“Tell me and I forget, teach me and I remember, 
involve me and I learn,” uja dia mengutip Benja­
min Franklin. 

Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mem­
perluas wawasan dan pengetahuan para peserta 
dalam audit TI. Selain itu,  pengetahuan yang 
diperoleh tersebut juga dapat diterapkan dan di­
implementasikan dalam penugasan pemeriksaan 
yang lebih berkualitas. Auditor juga diharapkan 
mendapat lesson learnt sebagai bahan pembela­
jaran dan perbaikan pada masa mendatang. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
akan fokus melakukan pemeriksaan 
yang terkait dengan fungsi Kemen­
terian Luar Negeri (Kemenlu). “Se­
lain pemeriksaan laporan keuangan, 
BPK akan fokus melakukan peme­

riksaan kinerja terhadap lima hal yang dimulai 
tahun ini,” kata Auditor Utama Keuangan Nega­
ra (Tortama KN) I BPK Novy Gregory Antonius 
Pelenkahu kepada Warta Pemeriksa, beberapa 
waktu lalu.

 Lima hal yang disebut Novy merupakan prio­
ritas 4+1 yang tercantum di dalam rencana stra­
tegis Kemenlu. Lima prioritas itu yakni penguat­
an diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, 
diplomasi kedaulatan, peningkatan kontribusi 
dan kepemimpinan Indonesia, serta terkait infra­
struktur diplomasi.

Saat ini, kata Novy, BPK sedang melakukan 
pemeriksaan kinerja yang terkait dengan diplo­
masi ekonomi. Meskipun begitu, pemeriksaan 
yang dilakukan nantinya tetap memperhatikan 
empat prioritas lain.

Misalnya saja, dalam pemeriksaan laporan 
keuangan terakhir, BPK memberikan rekomen­
dasi agar Kemenlu mempunyai standar untuk 
premis (gedung) perwakilan RI di luar negeri. Hal 
ini melihat banyak ruang kerja yang tidak repre­
sentatif dengan jumlah pegawai. Atau pun tidak 
representatif dari sisi lokasi.

Dalam pemeriksaannya, BPK melihat bahwa 
sebagian gedung perwakilan RI di luar negeri 
dalam bentuk sewa dan bukan punya sendiri. 
Hal ini dianggap memiliki risiko untuk membayar 
biaya yang lebih besar pada kemudian hari dan 
risiko biaya dilapidasi (biaya pembongkaran) 
diakhir masa sewa.  

Masalah terjadi ketika tiba-tiba pemilik ge­
dung tidak ingin menyewakan lagi sehingga 
memberikan harga penawaran perpanjangan 
sewa sangat mahal. Dampaknya biaya yang dike­
luarkan menjadi lebih besar untuk relokasi.

“Pertanyaan kita waktu itu, apakah ada stan­
dar untuk premis? Ternyata belum ada. Kami 
merekomendasikan standar gedung kantor 
perwakilan. Jadi misalnya berapa jauh dari lokasi 
pemerintahan, luas dengan perbandingan staf 
itu berapa. Nah, kalau soal ini kan jadinya terkait 
dengan infrastruktur diplomasi,” papar Novy.  

Novy pun menjelaskan mengenai diploma­
si ekonomi yang salah satu ujung tombaknya 
merupakan Kemenlu. Dijelaskan, diplomasi eko­
nomi menjadi penekanan dari Pemerintah Joko 
Widodo sejak 2014 dan 2019.

Untuk urusan luar negeri, tugas ini diberikan 
kepada Kemenlu. Salah satu pelaksanaan diplo­
masi ekonomi yang dijalankan Kemenlu adalah 
dengan mengadakan festival Indonesia. Salah 
satu pelaksanaan diplomasi ekonomi yang di­
jalankan Kemenlu adalah dengan mengadakan 
festival Indonesia di beberapa Perwakilan RI di 
Luar Negeri. Ini merupakan acara untuk mem­
promosikan produk produk Indonesia kepada 
pembeli di luar negeri sekaligus bisnis matching 
untuk mempertemukan produsen Indonesia dan 
pembeli potensial di luar negeri. Masalahnya 
belum ada ketentuan yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban penyelenggaraan festival 
yang sebagian pendanaannya berasal dari sum­
bangan sponsor tersebut. 

BPK FOKUS LIMA HAL TERKAIT PEMERIKSAAN 
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Sebagian gedung perwakilan luar negeri masih sewa dan belum ada ketentuan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan festival Indonesia yang sebagian 
pendanaannya sumbangan dari sponsor.

n Novy Gregory Antonius Pelenkahu
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Misalnya terkait sumbangan berupa uang, 
barang dan jasa dari perusahaan atau Pemda 
penyelenggaraan festival tersebut. Bagi se­
bagian perwakilan Indonesia, uang tersebut 
tidak dianggap sebagai uang negara karena 
tidak berasal dari APBN. Sementara menurut 
BPK, itu masuk lingkup keuangan negara. 
Alasannya, kata dia, penyelenggaraan festival 
itu berada di bawah tanggung jawab perwa­
kilan RI di luar negeri. 

“Apalagi kalau penyelenggaraannya itu 
pakai Event Organizer (EO), agen. Jadi uang 
dari perusahaan masuk ke EO atau agen. 
Menurut mereka itu bukan keuangan negara. 
Tapi, kalau uangnya hilang di EO atau agen, 
yang mengembalikan itu KBRI. Makanya itu 
lingkup keuangan negara. Akhirnya mereka 
baru paham. Makanya BPK saat itu memin­
ta Kemenlu untuk membuat juknis untuk 
pertanggungjawabannya dan berdiskusi 
bersama dengan Kemenkeu untuk solusi ter­
baik,” papar Novy.

Pemeriksaan Perwakilan RI
Berdasarkan data BPK, ujar Novy, ada se­

kitar 130 perwakilan Indonesia di luar negeri. 
Terdiri dari 94 KBRI, 3 Perutusan Tetap Repu­
blik Indonesia/PTRI (1 di Jenewa, 1 New York, 
1 di ASEAN), 30 konsulat jenderal (KJRI), dan 
4 konsulat RI.

Dia menjelaskan, pada dasarnya pemerik­
saan terhadap perwakilan Indonesia sesuai 
tahap pemeriksaan di BPK. Tahapan dimulai 
dengan perencanaan berupa pengumpulan 
data di dalam negeri dan komunikasi dengan 
pihak diperiksa. Beberapa dokumen juga 
biasanya sudah diminta terlebih dulu.  “Jadi 
sudah memperoleh data baru kemudian ka­
mi ke sana untuk melihat secara langsung. 
Memang berbeda jika hanya via Zoom saja 
dengan melihat data lengkap dan berdiskusi 
secara langsung, diskusinya akan lebih ber­
kembang,” tutur Novy.

Karena merupakan pemeriksaan rutin, 
maka untuk memudahkan BPK pun mem­
buat klaster kantor perwakilan berdasarkan 
risiko. Ini mengingat keterbatasan sehingga 
tidak memungkinkan untuk mengunjungi 130 
perwakilan yang ada di dalam kurun waktu 
satu tahun.

Mengenai pemeriksaan 
diplomasi ekonomi, ada 
hal yang menarik yang 
dilakukan Kementerian 

Luar Negeri (Kemenlu). Seperti dike­
tahui, pandemi yang berjalan hampir 
dua tahun ini membuat Kemenlu 
kesulitan untuk mencapai target di­
plomasi ekonomi yang ditentukan. 
Alasannya, pandemi membuat per­
ekonomian menurun dan pariwisata 
ditutup. 

Karena itu, Kemenlu pun ke­
mudian beralih ke diplomasi vak­
sin atau kesehatan. “Apakah itu 
termasuk diplomasi ekonomi atau 
tidak? Saya minta agar ini termasuk 
dalam hal yang kita periksa. Karena 
diplomasi ini, akan mempengaruhi 
perekonomian kita sangat luas,” 
ungkap Novy Gregory Antonius Pe­
lenkahu.  

Indonesia, sebut dia, termasuk 
negara yang berhasil dalam proses 
vaksinasi. Ini lantaran pemerintah 
bisa mendapatakan vaksin dengan 
cepat dan dalam jumlah yang ba­
nyak. Padahal banyak negara lain 
yang masih kesulitan mendapatkan 
vaksin.   

Berdasarkan data BPK, Kemenlu, 
Kementerian BUMN, dan Kemenkeu 
sudah mengejar vaksin dengan 
lobi-lobi sejak awal pandemi atau 
sekitar Maret atau April 2020. “Jadi 
pada saat entry meeting, Kemenlu 
mengatakan bahwa diplomasi eko­
nomi itu tidak mencapai target dan 
beralih ke diplomasi vaksin. Jadi me­
reka minta itu ikut dinilai juga. Jadi 
jangan hanya semata dilihat diplo­
masi ekonominya saja dan kinerja­
nya dilihat jadi jelek,” ungkap dia. l

Diplomasi 
Vaksin 
Kemenlu
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Biasanya, Novy mengatakan, maksimal jumlah 
perwakilan RI yang dikunjungi dalam satu ta­
hun yaitu 10. Jumlah itu terdiri dari gabungan 
KBRI dan KJRI. Jika semakin jarang dikunjungi, 
maka perwakilan itu anggap semakin berisiko.  
Dikatakan, seluruh kantor perwakilan itu wajib 
didatangi dan diperiksa BPK. Karena berdasarkan 
pengalaman, ada KBRI atau KJRI yang belum 
pernah diperiksa BPK. Ketika didatangi, ternyata 
banyak temuannya dan mereka butuh rekomen­
dasi pertanggungjawaban dan transparansi da­
lam pengelolaan keuangan.

“Ada juga yang lama atau belum pernah di­
kunjungi BPK, yaitu KBRI di daerah konflik. Irak, 
Suriah, Afghanistan, atau beberapa negara di 
Afrika,” ujar dia menambahkan

Meskipun begitu, dia menilai, ada praktik 
yang baik yang dilakukan Kemenlu. Yaitu, ketika 
ada rencana pemeriksaan dari BPK, maka Itjen 
Kemenlu mencoba mendahului dan melakukan 
reviu. Dengan begitu, perwakilan tersebut bisa 
lebih siap.

Akan tetapi, kata dia, karena pandemi, Itjen 
Kemenlu tidak bisa mendahului pemeriksaan 

dengan melakukan reviu terlebih dahulu. Pada 
Februari hingga Maret 2021, BPK melakukan pe­
meriksaan langsung ke empat lokasi. Yaitu KJRI 
Istanbul, KBRI Kiev, KJRI San Fransisco, dan KJRI 
Los Angeles.

“Kemenlu mereviu dulu perwakilan itu me­
nurut saya bagus. Tapi yang kemarin ini karena 
pandemi mereka tidak bisa mendahului kami. 
Jadi ketika kami ke sana, masih banyak hal yang 
harus diperbaiki,” ungkap dia. l

Kami merekomendasikan 
standar gedung kantor 
perwakilan. Jadi misalnya 
berapa jauh dari lokasi pe-
merintahan, luas dengan 
perbandingan staf itu 
berapa. Nah, kalau soal ini 
kan jadinya terkait dengan 
infrastruktur diplomasi.

Temuan yang Sering Didapatkan BPK di Perwakilan RI Luar Negeri

Terkait pertanggungjawaban kegiatan. 
Jadi antara kas dan pertanggungjawaban itu berbeda. Biasanya, ada keluar biaya untuk para diplomat. 
Akan tetapi karena sibuk, pertanggungjawabannya menjadi terlambat. Novy melihat memang ada beberapa 
perwakilan RI yang sangat sibuk karena menerima banyak kunjungan. Misalnya Belanda, London, Singapura, 
Los Angeles, dan New York. Ketika BPK memeriksa ke sana, banyak pertanggungjawaban yang belum di­
input karena waktu mereka tersedot untuk melakukan pelayanan kepada warga negara di sana.

Terkait biaya tunjangan yang macam-macam untuk diplomat. 
Yang biasa terjadi adalah tunjangan yang dibayar melebihi ketentuan.

Pinjaman. 
Ini terjadi misalnya ketika pegawai baru di negara penempatan dan mereka butuh tempat untuk tinggal serta 
sekolah anak. Untuk itu, mereka mengambil pinjaman.

Masalah selisih kurs. 
Di mana pun penempatan diplomat, mata uang yang dikeluarkan dari Indonesia itu adalah dolar AS. Kare­
nanya, ketika negara penempatannya memiliki mata uang berbeda bisa menimbulkan masalah lantaran ada 
pencatatan selisih kurs.
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Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK
dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara
lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan
layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan
lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran,
pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjamin -
an pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

3

3

3

Pendapat BPK adalah
penilaian, kesimpulan,
dan rekomendasi BPK
mengenai kebijakan
dan/atau peraturan di
bidang pengelolaan
dan tanggung jawab
keuangan negara,
berdasarkan hasil pe-
meriksaan dan/atau
hasil kajian yang di-
lakukan oleh BPK sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3

PENDAPAT
BPK

a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara.

b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang berdampak luas.

c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau
menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.

d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan
menjadi dua jenis:
a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil 

pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang
memenuhi kriteria pemberian pendapat.

b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan

pihak di luar BPK.
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Bagaimana awal karier Bapak di BPK?
Alhamdulillah saya mengawali karier di BPK sejak tahun 1985 dengan menggu­

nakan Ijazah SMA. Sejak diterima di BPK, apa saja yang diperintahkan oleh atasan, 
saya melakukannya sekalipun pekerjaan tersebut bukan tugas dan fungsi saya. 
Membersihkan kantor, bekerja sampai malam hari, serta menata ruangan. Hal itu 
saya lakukan karena secara mental saya sudah siap bekerja sebagai Pegawai Ne­
geri Sipil (PNS) di BPK. Artinya, menjadi pegawai BPK tidak hanya mengejar pen­
dapatan atau mencari popularitas. Setelah semua ini saya jalani dengan niat yang 
tulus dan ikhlas, akhirnya ada progres, Tuhan menunjukkan jalan kepada saya.

Sejak pertama kali masuk, saya terus melaksanakan tugas yang diberikan. Hing­
ga pada akhirnya pada 2006 saya dapat promosi sebagai kepala seksi di Kaliman­
tan Timur. Ketika itu kantor BPK Perwakilan baru dibuka. Bahkan, kursi pun tidak 
ada. Lebih parahnya lagi, kantor sendiri kita belum ada dan masih harus menum­
pang sementara. Kemudian Kepala Perwakilan pada waktu itu mengusulkan pem­
bangunan gedung ke Sekjen. Seiring berjalannya waktu, Gedung Kantor tersebut 
sudah selesai dibangun dan pada saat itu saya promosi menjadi Kepala Sub Audi­
torat di Jawa Timur pada tahun 2011. 

Pada tahun 2014 saya dimutasi ke Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 
2017, saya dimutasi kembali ke Kalimantan Timur sebagai kepala Sub Auditorat 
dan pelaksana harian kepala Perwakilan. Selama sembilan bulan menjabat sebagai 
Pelaksana Harian Kepala Perwakilan, saya ikut proses bidding hingga terbit SK se­
bagai kepala Perwakilan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2018. Selama dua ta­
hun di Sulawesi Tenggara (2018 s.d Februari 2020) dan kemudian dimutasi sebagai 
Kalan Maluku Utara hingga sekarang. 

Apa perbaikan yang Bapak harapkan terjadi di Perwakilan Maluku Utara?
Harapan saya sebenarnya menyasar kepada dua pihak. Pertama kepada pe­

gawai BPK sendiri, khususnya di Maluku Utara dan kedua kepada pemangku ke­
pentingan, khususnya di lingkungan Maluku Utara, dalam hal ini yaitu Pemerintah 
Daerah.

HERMANTO, KEPALA PERWAKILAN BPK MALUKU UTARA
MEMBANGUN PARADIGMA PEMDA YANG TRANSPARAN

B
agi Her­
manto, 
kekuatan 
utama 
dalam 
mem­

buat perubahan ada­
lah sumber daya ma­
nusia (SDM). Seperti 
yang dia lakukan 
ketika menjadi kepala 
Perwakilan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Maluku Utara.

Untuk meraih zo­
na integritas, langkah 
paling pertama yang 
dia lakukan adalah 
meningkatkan kesa­
daran pegawai untuk 
memberikan yang 
terbaik kepada nega­
ra. Langkah selanjut­
nya adalah menjalin 
kerja sama dan si­
nergi yang lebih erat 
dengan pemerintah 
daerah (pemda). 

Berikut meru­
pakan wawancara 
Warta Pemeriksa Her­
manto yang mencoba 
mengubah paradig­
ma terkait peran BPK. 
Yaitu bahwa BPK ha­
dir untuk membantu 
para pemangku ke­
pentingan dan pem­
da dalam mengelola 
keuangan daerah di 
Maluku Utara.

n Hermanto
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menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.

d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan
menjadi dua jenis:
a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil 

pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang
memenuhi kriteria pemberian pendapat.

b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan

pihak di luar BPK.

Promo Pendapat BPK.qxp_Layout 1  02/09/21  17.27  Page 1
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Untuk pegawai BPK Maluku Utara, saya ber­
harap ada perubahan mulai dari peningkatan ke­
sadaran untuk memberikan yang terbaik kepada 
negara, khususnya BPK. Karena bagaimanapun kita  
harus melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
yang diberikan kepada kita sebagai pegawai BPK. 
Itu harapan saya yang utama.

Sedangkan, untuk Pemerintah Daerah, saya 
berharap adanya perubahan paradigma oleh pem­
da dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita 
dapat bersinergi antara BPK dan Pemerintah Dae­
rah selaku pemangku kepentingan. 

Untuk menunjang perubahan itu, program 
apa saja yang Bapak siapkan?

Selama ini, yang menjadi prioritas adalah ba­
gaimana membangun zona integritas di Maluku 
Utara dan bersinergi dalam melakukan kegiatan 
agar Pemerintah Daerah lebih akuntabel dan 
transparan dalam tata kelola keuangan negara dan 
daerah. Program ini bertujuan untuk membangun 
sikap dan nilai integritas di setiap pegawai BPK di 
lingkungan Perwakilan Maluku Utara. Jadi mem­
bangun zona integritas bukan semata berbicara 
sarana. Akan tetapi, bagaimana kita membangun 
paradigma, dengan sikap tegas, jelas, konsisten, 
dan komitmen.

Tantangan yang dihadapi Perwakilan Maluku 
Utara?

Sebenarnya bukan tantangan. Tetapi kita seba­
gai pegawai BPK harus selalu siap dalam berbagai 
hal di manapun juga. Saya rasakan di Maluku Utara 
yang terdiri dari kepulauan sehingga sering me­
nyulitkan akses dan mobilitas para pegawai dari sa­
tu tempat ke tempat lain, khususnya para auditor. 
Salah contoh Kabupaten Taliabu. Dari Ternate ke 
Taliabu cukup memakan waktu, yaitu tiga hari. Ini 
bukan tantangan, memang kondisi Maluku Utara 
seperti ini. Tidak semua orang bisa menerima tan­
tangan. Untuk itu, harusnya apapun yang menjadi 
tantangan kita dapat menghadapinya. 

Selain itu, tantangan lainya adalah bagaimana 
menghadapi para pemangku kepentingan atas 
kehadiran BPK yang dianggap sebagai momok. 
Padahal sesungguhnya BPK itu hadir untuk mem­
bantu para pemangku kepentingan dan pemda 
dalam pengelolaan keuangan negara daerah.

Lalu solusi apa yang Bapak jalankan?
Selama saya kurang lebih dua tahun di Perwakil­

an Maluku Utara, saya selalu berusaha menciptakan 

suasana atau hubungan yang harmonis kepada para 
pemda dengan berbagai dilakukan sebagai sarana 
menjembatani BPK dengan pemda dan pemang­
ku kepentingan. Misalnya, kegiatan yang sifatnya 
mengedukasi pemerintah daerah dalam hal penge­
lolaan dana desa dan bantuan keuangan lainnya ter­
masuk bantuan keuangan pada partai politik. Selain 
itu, kita juga mendorong percepatan penyelesaian 
tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. 

Menjalin hubungan yang humanis dalam 
rangka meminimalisasi risiko permasalahan dan 
meningkatkan progress tindak lanjut. Pada awal sa­
ya di Maluku Utara, saat itu progress tindak lanjut 
baru mencapai 50 persen, Padahal sesuai dengan 
target minimal 75 persen. Dengan adanya komu­
nikasi yang harmonis tadi alhamdulillah sekarang 
sudah mencapai 75 persen. 

Terkait opini WTP, sudah mencapai 91 persen 
untuk 11 kabupaten/kota atau hanya satu Pemerin­
tah Daerah yang belum WTP (wajar tanpa penge­
cualian). Untuk itu, kami melakukan komunikasi 
melalui suatu forum (forum komunitas Sinergi 
Pemerintah Daerah), baik secara tatap muka lang­
sung, melalui Zoom maupun Whatsapp, untuk 
mendiskusikan hal yang perlu diselesaikan yang 
terkait LHP BPK.

Bagaimana Bapak membuat program? Apakah 
berdasarkan kerja sama atau ada masukan?

Jika ada program yang ingin dilakukan, terlebih 
dahulu saya back to basic dulu terhadap informa­
si-informasi yang masuk dan pengaduan sehingga 
program  yang dibuat tidak keluar dari Rencana 
Kerja BPK (RKP atau RKSP). Dan program tersebut 
juga ditunjang oleh Sumber Daya.

Terkait pemeriksaan, saya selalu memantau 
pemda dalam melaksanakan tindak lanjutnya ter­
hadap entitas yang perlu dimotivasi atau didorong 
agar utang rekomendasi yang merupakan kewajib­
an pemerintah daerah dapat diselesaikan secara 
tepat waktu. 

Selama kondisi pandemi Covid-19, menjalin 
komunikasi, lebih banyak saya lakukan dengan  
menggunakan Zoom atau media video conference 
lainnya. Jadi, kami sangat meminimalkan perte­
muan langsung kecuali dibutuhkan bukti dan fisik 
dan ada hal mendesak yang perlu diklarifikasi. 

Dalam hal melakukan suatu kegiatan, jadi saya 
melakukannya berdasarkan pengalaman sebelum­
nya, sehingga kita dapat mencapai target yang 
sesuai dengan ekspektasi. Sebagai contoh, saat 
ini Perwakilan Maluku Utara sedang membangun 
zona integritas. Untuk itu, perlu direncanakan de­
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ngan matang. Dengan perencanaan yang matang 
tersebut,  akhirnya BPK Maluku Utara membuahkan 
suatu pola pikir atau buday bekerja yaitu BERSIKAP 
(Bersih, Empati, Sinergik, Integritas, Akuntabel, dan 
Profesional).

Lalu apa tolok ukur dari keberhasilan pro­
gram?

Tolok ukur keberhasilan saya yaitu ketika ha­
sil pemeriksaan di BPK Maluku Utara ini mampu 
memberikan saran perbaikan bagi pemda. Selain 
itu pemda lebih terbuka kepada BPK. Artinya pada 
saat melaksanakan tugas di lapangan, BPK tidak lagi 
dipersulit oleh pemda. Melainkan pemda dan BPK 
sudah memiliki satu visi dan misi pengelolaan tata 
keuangan dan tanggung jawab pengelolaan keuang 
an negara/daerah yang lebih baik ke depannya.

Dan Alhamdulillah sekarang hal itu sudah terja­
di. Yaitu pada saat auditor yang datang ke entitas 
sudah terlayani kebutuhan-kebutuhan dokumen la­
poran pemeriksaannya. Jadi memang membuat to­
lok ukur itu tidak mudah kalau kita tidak melakukan 
survei atau analisis mengenai kondisi dan budaya 
di satu daerah. 

Alhamdulillah selama saya di sini, pemda sudah 
sudah mulai paham bahwa BPK itu hadir untuk men­
dorong pemda dalam hal pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara/daerah yang akuntabel 
dan transparan. Untuk itu kita harus punya strategi 
merangkul para Pemerintah Daerah sehingga mereka 
lebih memotivasi. Untuk itu, perlunya diterapkan psi­
kologis audit, karena setiap orang memiliki kepriba­
dian dan tingkat emosional yang berbeda-beda.

Bagaimana melakukan pendekatan dan ko­
munikasi dengan stakeholder dengan kepriba­
dian yang keras?

Pertama saya mencoba memahami budaya 
mereka. Ternyata secara karakter masyarakat di 
Maluku Utara memang agak keras, namun sesung­
guhnya mereka tidak bermaksud keras kepada 
siapapun. Selama saya di Maluku utara hingga saat 

ini saya selalu melakukan komunikasi paling tidak 
dengan key person. Pada saat supervisi pemerik­
saan maupun pada pemantauan tindak lanjut, kami 
selalu berupaya mengkomunikasi maksud visi dan 
misi BPK. Hal ini saya lakukan agar Maluku Utara 
tidak berada ranking terbawah. Sejak saat itu, Pe­
merintah Daerah yang ada di Maluku Utara sudah 
semakin intens berkomunikasi dengan BPK Perwa­
kilan Provinsi Maluku Utara. 

Walaupun kami agak sedikit kewalahan, namun 
kami berupaya untuk senantiasa memberikan pela­
yanan yang terbaik. Untuk mengatasi hal tersebut, 
biasanya saya mengarahkan tim yang bertanggung 
jawab untuk memberikan penjelasan. 

Apa harapan Bapak ke depannya?
Paling tidak bagaimana auditor BPK Perwakilan 

Maluku Utara mampu memberikan yang terbaik 
dalam penugasannya. Sehingga laporan yang diha­
silkan bisa berkualitas dan bermanfaat. Karena BPK 
itu dilihat dari laporannya.

Sedangkan, bagi Pemerintah Daerah, saya  ber­
harap agar selalu meningkatkan pengetahuan da­
lam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuang­
an daerah yang secara akuntabel dan transparan. 
Sehingga kita bisa bersinergi dalam setiap proses­
nya. Karena kita sebagai BPK hanya bisa mendo­
rong, bukan sampai konsultan.

Jadi saya berharap BPK ini bisa menghasilkan 
auditor yang handal sesuai dengan nilai dasar BPK 
yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalis­
me. Jangan sampai auditor kita di lapangan tidak 
diterima oleh pemda.

Apakah ada pesan untuk teman di Maluku 
Utara dan Pusat?

Pesan untuk BPK Maluku Utara yaitu dapat 
membangun paradigma pemda yang transparan. 
Untuk itu jadilah public figure yang bisa diteladani 
dan menjadi contoh bagi siapapun. 

Harapan saya untuk BPK Pusat, secara umum, 
perlunya dipertimbangkan penempatan pegawai 
khususnya di Perwakilan Maluku Utara. Hal ini terli­
hat ada pegawai eselon 3, eselon 4, yang sebenar­
nya bukan tidak mampu hanya karena kurang ikhlas 
sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya kurang maksimal. Untuk itu perlunya di­
lakukan konseling terhadap pegawai yang demikian. 

Menurut saya, BPK Pusat perlu mengadakan 
focus group discussion (FGD) di Perwakilan seti­
daknya sekali dalam setahun dengan narasumber 
psikolog atau psikiater. Dengan demikian, dapat 
meringankan beban para pegawai. l

Sesungguhnya BPK itu hadir 
untuk membantu para pe-
mangku kepentingan dan 
pemda dalam mengelola 
keuangan daerah.
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Bagaimana Bapak melihat sistem yang 
dijalankan BPK terkait dengan pemeriksaan 
hingga pemantauan tindak lanjut rekomen-
dasi? 

Untuk melaksanakan tugasnya, BPK me­
lakukan pemeriksaan kepada seluruh entitas 
yang menggunakan uang negara melalui tiga 
pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan 
meliputi audit laporan keuangan, audit kinerja, 
dan audit dengan tujuan tertentu. Dalam me­
lakukan audit laporan keuangan, pemeriksaan 
BPK harus sesuai dengan Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara. 
Sistem pemeriksaan tidak boleh menyim­

pang dengan ketentuan yang berlaku meng­
ingat posisi BPK sebagai lembaga tinggi nega­
ra dengan kewenangan fiscal controlling yang 
kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi 
negara lain. Sejauh ini, sistem pemeriksaan 
telah berjalan dengan baik. Namun demikian 
yang perlu ditingkatkan adalah tindak lanjut 
rekomendasi yang memerlukan perhatian se­
rius. Agar temuan yang terindikasi berulang 
tidak terjadi pada waktu yang akan datang.

KETUA BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DPR, 
WAHYU SANJAYA

MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN REKOMENDASI

B
adan Akuntabilitas 
Keuangan Negara 
(BAKN) DPR menilai 
bahwa pengawasan 
Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) ter­

hadap tindak lanjut hasil rekomendasi 
sudah cukup maksimal. Akan tetapi, 

BAKN tetap meminta BPK untuk terus 
memaksimalkan pengawasan terhadap 

rekomendasi yang diberikan kepada en­
titas. Hal ini mengingat karena masih ada 

temuan berulang di beberapa entitas.
Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya juga 

bercerita mengenai hasil kunjungan BAKN 
ke beberapa kantor Perwakilan BPK bebera­

pa waktu belakangan. Menurutnya, kunjungan 
itu terkait dengan belanja Dana Alokasi Khusus 

(DAK) di daerah. Tema DAK didasarkan pada 
sejumlah temuan laporan hasil pemeriksaan 

pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 
yang dilakukan setiap tahun oleh BPK, yang me­

nunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan 
terkait dengan DAK. Berikut hasil wawancaranya.

n Wahyu Sanjaya

dpr.go.id
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Sejauh mana Bapak melihat upaya entitas 
dalam menjalankan tindak lanjut rekomendasi 
BPK?

Sejauh ini BAKN melihat dari hasil IHPS dan 
LHP yang diterbitkan oleh BPK. Bahwa upaya 
entitas dalam menjalankan tindak lanjut reko­
mendasi sudah cukup maksimal. Meskipun masih 
ada beberapa rekomendasi belum dilaksanakan 
oleh entitas terkait. Selain itu BPK perlu memaksi­
malkan pengawasan terhadap rekomendasi yang 
diberikan kepada entitas, karena masih ada te­
muan berulang pada beberapa entitas.

Bagaimana Bapak melihat fungsi tuntutan 
perbendaharaan (TP) yang dijalankan BPK sela-
ma ini?

Kami melihat pelaksanaan fungsi dari tuntutan 
perbendaharaan yang dijalankan oleh BPK selama 
ini cukup baik. Akan tetapi masih dirasakan perlu 
perbaikan dan pengawasan lebih lanjut. Ini karena 
masih banyak temuan dalam IHPS ataupun LHP 
yang dikeluarkan oleh BPK yang belum terselesai­
kan hingga saat ini. Misalnya saja tentang penye­
lesaian temuan dugaan kerugian negara yang 
dilakukan secara melawan hukum baik sengaja 
maupun tidak yang dilakukan oleh bendahara 
pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau ba­
dan lain yang menyelenggarakan keuangan nega­
ra. Tentunya peningkatan kinerja Majelis Tuntutan 
Perbendaharaan dan Pengawasan harus lebih 
ditingkatkan agar penyelesaian dugaan kerugian 
negara dapat diselesaikan dengan cepat.

Bagaimana Bapak melihat efektivitas fungsi 
TP BPK dalam mengatasi kerugian negara?

Sejauh ini, efektivitas fungsi TP BPK dalam 
mengatasi kerugian negara sebagaimana ter­
tuang dalam UU No.15 Tahun 2006 dan peraturan 
BPK Nomor 3 Tahun 2007 dinilai sudah cukup 
baik. Akan tetapi masih perlu peningkatan dan 
pengawasan lebih lanjut. Karena masih terdapat 
temuan-temuan BPK atas suatu entitas yang ber­
potensi menyebabkan kerugian negara. 

Selain itu, perlu adanya sikap responsif dari 
APH terkait tindak lanjut temuan yang ada. Saya 
pikir, BPK masih sangat perlu melakukan perbaik­
an dalam menjalankan fungsi TP. Dengan begitu 

permasalahan yang menyebabkan kerugian ne­
gara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum 
baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 
bendahara pengelola BUMN/BUMD dan lembaga 
atau badan lain yang menyelenggarakan penge­
lolaan keuangan negara dapat diminimalisasi, 
bahkan tidak terjadi sama sekali.

Bagaimana komunikasi antara BPK dan 
BAKN terkait dengan tindak lanjut entitas da-
lam menjalankan rekomendasi dari BPK? Khu-
susnya yang terkait dengan kerugian negara.

Sinergi antara BPK dengan BAKN sampai 
dengan saat ini sudah baik, mengingat BPK meru­
pakan mitra kerja dari BAKN. Namun baru sampai 
pada tahap penyampaian LHP BPK untuk IHPS I 
maupun IHPS II. Untuk rapat konsultasi dengan 
BPK baru dilakukan pada temuan atau tema-tema 
telaahan ataupun penugasan. Tidak semua entitas 
yang diperiksa oleh BPK oleh BAKN dipantau tin­
dak lanjutnya. 

Tindak lanjut atas rekomendari BPK yang 
terkait dengan kerugian negara juga hanya seba­
tas entitas yang merupakan subjek penelaahan 
ataupun penugasan dari komisi. BPK sebaiknya 
melakukan sosialisasi ke BAKN setelah penyerah­
an LHP BPK di Paripurna DPR, baik untuk IHPS I 
maupun IHPS II. Sehingga komunikasi antarkedua 
lembaga semakin baik, dan BAKN sejalan dengan 
BPK dalam  hal isu-isu strategis dan penting yang 
sedang menjadi perhatian. Selain itu akan memu­
dahkan BAKN dalam menentukan tema telaahan 
dalam IHPS.

Masih terdapat permasalah-
an yang sering berulang da-
lam pelaksanaan DAK. Seper-
ti pengelolaan kas bendahara 
OPD dalam mengelola DAK 
belum sepenuhnya mema-
dai. Ini antara lain rekening 
penampungan DAK tidak 
ditetapkan kepala daerah, 
saldo DAK pada bendahara 
OPD belum disetor ke kas 
daerah (kasda).
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Sejauh mana upaya BAKN membantu BPK 
mendorong entitas menjalankan tidak lanjut re-
komendasi dan mengatasi kerugian negara?

Merujuk pada Pasal 112D Ayat (2) UU MD3, 
maka BAKN dapat meminta penjelasan BPK, pe­
merintah, pemerintah daerah, lembaga negara 
lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, 
badan layanan umum, badan usaha milik daerah, 
dan lembaga atau badan lain yang mengelola ke­
uangan negara. Kemudian terkait dengan Pasal 77 
ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 huruf d Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib tersebut 
BAKN menginventarisasi permasalahan keuangan 
negara, guna memberikan masukan kepada BPK 
dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, 
hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kuali­
tas laporan.

Dengan payung hukum sebagaimana tersebut 
di atas maka BAKN tidak hanya berkepentingan 
untuk memastikan bahwa entitas telah mejalankan 
tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mengatasi 
kerugian negara dengan timeline (kurun waktu) 
yang pasti dan jelas. Realisasinya dilakukan melalui 
rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat 
konsultatif di BAKN untuk nantinya disampaikan 
dalam rapat paripurna DPR. Tapi melampaui itu 
semua juga memberi masukan kepada BPK dalam 
hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan 
pemeriksaan, serta perbaikan penyajian, dan kuali­
tas laporan.

Apakah ada saran atau kritik terhadap BPK 
terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dan 
TP?

Jika kita perhatikan data Rekapitulasi Hasil Pe­
mantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Peme­
riksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I dan II Tahun 
2020, ada rekomendasi dari pemeriksaan periode 
2015-2019, 2010-2014, bahkan 2005-2009 yang 
belum sesuai dan belum ditindaklanjuti. Hal ini 
tidak sejalan dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Ta­
hun 2004. Khususnya terkait batas waktu jawaban 
atau penjelasan disampaikan kepada BPK, yaitu 
selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah 
laporan hasil pemeriksaan diterima. 

Sejalan dengan hal tersebut, data yang sama 

juga menunjukkan adanya kenaikan jumlah reko­
mendasi, dan nilai temuan/permasalahan, yang 
statusnya menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dari 
IHPS I 2020 ke IHPS II 2020, untuk setiap periode 
pemeriksaan. Terhadap permasalahan adanya indi­
kasi kerugian atau potensi kerugian negara, maka 
APH sebaiknya lebih responsif untuk menindaklan­
juti hasil temuan BPK yang terindikasi terdapat 
kerugian negara pada suatu entitas tertentu.

Apa hasil kunjungan BAKN ke beberapa kan-
tor perwakilan BPK beberapa waktu belakang
an ini? Terkait apa saja kunjungan itu dan apa 
tindak lanjut dari kunjungan tersebut?

Hasil kunjungan BAKN ke beberapa kantor 
Perwakilan BPK beberapa waktu belakangan ini 
meliputi dan tidak terbatas pada belanja Dana 
Alokasi Khusus (DAK) di daerah. Tema DAK dida­
sarkan pada sejumlah temuan laporan hasil peme­
riksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota yang dilakukan setiap tahun oleh BPK, yang 
menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan 
terkait dengan DAK.

Tindak lanjut kunjungan kerja adalah meng­
inventarisasi sejumlah permasalahan DAK untuk 
menemukan kebijakan yang tepat pada masa 
yang akan datang. Temuan permasalahan DAK di 
antaranya mekanisme penghitungan alokasi DAK 
yang perlu disempurnakan dengan menggunakan 
proposal based, formula based, atau mix methode 
dan mekanisme DAK agar dapat diselaraskan an­
tara usulan pemda dan Kementerian Keuangan 
untuk menghindari mis-match antara alokasi dan 
perencanaan.

Di sisi lain masih terdapat permasalahan yang 
sering berulang dalam pelaksanaan DAK. Seperti 
pengelolaan kas bendahara OPD dalam menge­
lola DAK belum sepenuhnya memadai. Ini antara 
lain rekening penampungan DAK tidak ditetapkan 
kepala daerah, saldo DAK pada bendahara OPD 
belum disetor ke kas daerah (kasda). Permasalahan 
atau temuan sebagian besar didominasi oleh per­
masalahan DAK fisik pembangunan infrastruktur. 
Yaitu ketidaksesuaian dengan spesifikasi dalam 
kontrak, kekurangan volume pekerjaan, dan ke­
terlambatan penyelesaian pekerjaan, yang terjadi 
hampir pada seluruh entitas. l
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B
PK Perwakilan 
Provinsi Su­
lawesi Selatan 
(Sulsel) ber­
upaya mewu­
judkan budaya 

kerja yang dekat dengan 
seluruh pemangku kepen­
tingan. BPK Perwakilan 
Sulsel mengusung slogan 
“jappa-jappa” yang merupakan singkatan dari 
kata jujur, amanah, perilaku profesional, dan 
asertif. Kata dari bahasa Bugis itu juga memiliki 
arti jalan-jalan. 

“Jadi dengan pemahaman ini kami berupaya 
membuat pegawai kita yang ada di sana nya­
man sesuai dengan prinsip jalan-jalan itu. Kalau 
jalan-jalan biasanya kan orang merasa nyaman,” 
ujar Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan Paula Henry Simatupang kepada Warta 
Pemeriksa, Selasa (7/9).

Paula mengatakan, BPK Perwakilan Sulsel 
termasuk perwakilan awal yang dibentuk oleh 
BPK. Selain perwakilan Sulsel yang mewakili 
wilayah Indonesia timur, terdapat perwakilan 
Medan untuk wilayah Sumatera, dan perwakilan 
Yogyakarta untuk wilayah Jawa. 

BPK Perwakilan Sulsel menaungi pemerik­

saan atas 25 entitas. Paula mengatakan, dalam 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Tahun 2020, terdapat empat entitas 
yang mengalami penurunan opini dari Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). 

 “Empat yang turun itu rata-rata karena 
adanya fraud. Ada indikasi kecurangan yang 
tidak bisa diselesaikan sampai tenggat waktu 
terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” 
ungkap Paula. 

Selain empat entitas tersebut, terdapat tiga 
entitas yang belum mampu meraih opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga, terdapat 
tujuh entitas di Sulsel yang belum mendapat­

kan opini WTP pada 2020. 
Paula menjelaskan, untuk tiga 

entitas yang belum meraih opini 
WTP tersebut memang masih 
mengalami kendala karena 
secara sarana dan prasarana 
belum memadai. Meski begi­
tu, dia menyebut, ketiga en­
titas tersebut terus berupaya 
berbenah agar bisa meraih 
opini WTP.

Dia mengungkapkan, 
untuk meraih opini WTP itu memang butuh 
kesiapan baik secara personal, kompetensi, 
infrastruktur berupa sistem, dan komitmen di 
berbagai level pemerintahan. BPK pun terus 
mengingatkan kepada entitas untuk dapat 
mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Dia 
menekankan, rekomendasi tersebut akan ber­
muara kepada pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih baik.

“Pengelolaan keuangan daerah yang lebih 
baik itu salah satunya ditandai dengan opini,” 
ungkapnya.

Sementara itu, empat entitas yang turun 
opini tersebut, justru sudah rutin meraih opini 
WTP. “Ada yang sudah sembilan kali opininya 
WTP, ada juga yang sudah tujuh kali. Jadi me­
mang ini tanda kutip ada kecelakaan,” ungkap­
nya.

MENDORONG AKUNTABILITAS 
DENGAN BUDAYA JAPPA-JAPPA

Perkembangan teknologi digital membuat BPK Perwakilan Sulsel 
terus berinovasi dengan menghadirkan aplikasi Ewako.

n Paula Henry Simatupang
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Saat ini, Paula menyampaikan, rata-rata 
progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pe­
meriksaan (TLRHP) BPK di Sulsel mencapai 70 
persen. Pada tahun ini, Paula menargetkan bisa 
meningkatkan capaian TLRHP hingga ke level 
75 persen. 

BPK Perwakilan Sulsel akan memperbanyak 
diskusi dengan entitas terkait pembahasan TL­
RHP. Hal itu dilakukan dengan mengidentifikasi 
masalah-masalah yang muncul dalam proses 
tindak lanjut rekomendasi tersebut.

“Jangan-jangan memang ada suasana yang 
sudah berubah atau tidak relevan lagi. Itu butuh 
suatu terobosan atau suatu diskusi lebih lanjut 
untuk menganalisis kenapa itu bisa terjadi,” 
ungkapnya.

Perkembangan teknologi digital juga mem­
buat BPK Perwakilan Sulsel terus berinovasi. 
Salah satunya adalah membuat aplikasi Ewako. 
Aplikasi tersebut dirancang untuk menampung 
semua proses pengaduan secara daring. 

Aplikasi Ewako meraih predikat best prac
tice tahun lalu dari seluruh jajaran BPK. Saat ini, 
BPK Perwakilan Sulsel juga sedang mengajukan 
implementasi aplikasi tersebut secara lebih luas 
kepada Biro Teknologi dan Informasi (TI) BPK. 

“Sedang kita inisiasi ke Biro TI supaya bisa 
diimplementasikan secara BPK-wide. Tidak ha­
nya di Sulsel saja,” ujarnya.

Salah satu keunggulan Ewako adalah peng­
guna dapat mengetahui setiap pengaduan 
secara real-time. Pengaduan itu baik mengenai 

kualitas pekerjaan pembangunan di daerah 
tertentu atau pengaduan terhadap perilaku per­
sonel BPK. 

Ke depannya, BPK Perwakilan Sulsel juga se­
dang menyiapkan terobosan baru untuk terlibat 
dalam pemeriksaan investigasi di level perwa­
kilan. Paula menjelaskan, saat ini pemeriksaan 
investigasi hanya dilakukan di pusat dan dita­
ngani oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI). 

Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi 
dengan pimpinan Auditorat Utama Keungan 
Negara (AKN) VI dan AUI terkait proyek per­
contohan tersebut. “Mungkin pada saatnya jika 
sesuai dengan kondisi perwakilan dan manfaat­
nya dirasa lebih besar terhadap BPK dan para 
stakeholder kita, mungkin bisa diterapkan di 
seluruh perwakilan di Indonesia,” ujarnya.

BPK Perwakilan Sulsel saat ini juga tengah 
berjuang meraih predikat Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan 
untuk meningkatkan capaian predikat Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK) yang sudah diraih pada 
2017. Paula mengatakan, BPK Perwakilan Sulsel 
telah mematangkan semua persiapan untuk 
meraih kualifikasi tertinggi di bidang transpa­
ransi dan pengelolaan yang berbasis pelayanan 
masyarakat tersebut.

“Kita sangat komprehensif, stakeholder kita 
dari berbagai kalangan, kemudian di internal ju­
ga perlu kita benahi maka harapan saya dengan 
dukungan dari semua pihak internal, mudah-mu­
dahan tahun ini kita dapat WBBM,” ujarnya. l
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K
esamaan hobi memasak dan memotret 
mendorong sejumlah pegawai Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pro­
vinsi Banten untuk membentuk komunitas 
Palima Fun Cooking. Komunitas yang lahir 
pada masa pandemi itu, menjadi wadah 

berbagi ilmu memasak sekaligus memotret hasil ma­
sakan untuk kemudian diunggah di media sosial.

Farida Kurniawati, pegawai di Subbagian Keuang­
an BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengisahkan, ide 
pembentukan Palima Fun Cooking lahir karena ada ke­
samaan hobi memasak untuk keluarga. Tak hanya me­
masak, Farida dan kawan-kawan juga suka memotret 
hasil masakannya.

Dorongan untuk memasak bersama juga lahir dari 
Nyonya Hari Wiwoho, istri mantan kepala BPK Perwakilan 
Banten Hari Wiwoho. Farida mengisahkan, Nyonya Hari 
kerap mendorong anggota Dharma Wanita untuk bela­
jar memasak dan berbagi resep. “Setiap acara Dharma 
Wanita itu beliau semangat sekali untuk berbagi resep. 
Bahkan, setiap acara Dharma Wanita itu bisa sharing lima 
sampai enam resep sekaligus. Itu juga jadi penyemangat 
bagi kami di BPK Perwakilan Banten,” ujarnya.

Dari kesamaan hobi itu, kemudian didirikan komuni­
tas masak yang bisa diikuti pegawai BPK atau keluarga 
pegawai baik itu istri atau anak yang suka memasak. 
Nama Palima Fun Cooking pun dipilih berdasarkan na­
ma jalan kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten yakni Jl. 
Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.

“Tapi seiring berjalannya waktu, anggotanya bukan 
cuma dari BPK Banten saja. Kita ajak juga teman-teman 
dari Kantor Pusat dan perwakilan lain yang kita kenal,” 
ujar Farida.

Farida mengatakan, salah satu anggota komunitas, 
Anifah dari Subbag Humas TU BPK Perwakilan Provinsi 
Banten, kemudian membuatkan wadah berkumpul dan 
sharing hasil masakan di media sosial Instagram @pa­
lima.fun.cooking. Platform Instagram dinilai paling pas 
untuk mengakomodir kegiatan memasak dan memotret 
Palima Fun Cooking.

“Sehingga, kita bisa unggah foto-foto makanan ha­
sil memasak anggota komunitas,” ungkapnya.

Rina Rahmawati, pegawai di Subauditorat BPK 
Perwakilan Provinsi Banten, mengisahkan sering mem­
bagikan hasil baking-nya ketika awal mutasi ke Serang 
pada 2016. Saat itu, Rina meminta rekan-rekan kerjanya 
untuk memberikan ulasan terhadap hasil masakannya.

Dari sana, kemudian beberapa pegawai BPK justru 
tertarik untuk mengikuti jejak Rina memasak. “Mereka 
jadi ikut membeli oven, mixer, dan kita berbagi peng­
alaman memasak,” kata Rina.

MEMASAK DAN MEMOTRET 
BERSAMA PALIMA FUN COOKING
Dengan adanya tema khusus tersebut, anggota komunitas juga sering terbantu 
ketika mencari inspirasi masakan.
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Sejak dibentuk pada akhir 2020, 
kegiatan utama Palima Fun Cook­
ing adalah memberikan tantangan 
atau challenge memasak kepada 
para anggotanya. Tantangan itu 
diberikan setiap dua hingga tiga 
pekan sekali dengan mengusung 
tema kuliner yang berbeda.

“Jadi kita ajak teman-teman un­
tuk memasak, memotret masakan­
nya, dan upload di Instagram ma­
sing-masing dengan memberikan 
tagar sesuai challenge di periode 
itu,” ujarnya.

Hingga saat ini, sudah ada 18 
tema tantangan yang dilaksanakan 
oleh Palima Fun Cooking. Dengan 
adanya tema khusus tersebut, 
anggota komunitas juga sering 
terbantu ketika mencari inspirasi 
masakan.

Misalnya, ketika ingin memasak 
telur di rumah maka bisa mencari 
kata kunci telur di tagar Instagram 
Palima Fun Cooking. Kemudian, 
akan muncul arsip olahan telur dari 
anggota Palima Fun Cooking. Para 
anggota juga biasanya menyebut­
kan resep masakan dan bagaimana 
cara memasaknya.

Selain itu, Palima Fun Cooking 
juga pernah menggelar tantangan 
berhadiah atau giveaway dalam 
rangka peringatan Hari Kemer­
dekaan RI. Ketika itu, diadakan 
tantangan memasak dan memotret 

makanan yang berwarna merah 
dan putih.

Kegiatan lain yang pernah di­
gelar Palima Fun Cooking adalah 
berbagi pengalaman masak secara 
virtual. Ketika itu, salah satu ang­
gota Palima Fun Cooking baru saja 
menyelesaikan kursus memasak. 
Ilmu dari kursus tersebut kemu­
dian dibagikan melalui pertemuan 
virtual dan juga digelar kegiatan 
masak bersama. Ke depannya, 
Palima Fun Cooking berencana 
mengadakan sharing tips dan trik 
memotret makanan.

Saat ini, jumlah anggota Palima 
Fun Cooking yang bergabung dalam 
akun Instagramnya mencapai 138 
orang. Palima Fun Cooking berharap 
nantinya akan ada sponsor yang bisa 
memberikan hadiah dari setiap tan­
tangan yang diluncurkan.

“Supaya teman-teman lebih 
semangat lagi masaknya,” ungkap 
Rina.

Rina mengaku, hadiah itu bisa 
berupa barang atau berbagi ilmu 
pengetahuan baik memasak atau 
memotret. Menurut Rina, hal itu 
sangat berharga bagi para anggo­
ta komunitas.

Selain itu, Rina juga selalu 
mengingatkan ke anggota komuni­
tas bahwa ini kegiatan untuk mele­
pas penat dari pekerjaan. Kegiatan 
di Palima Fun Cooking jangan sam­
pai mengganggu kegiatan utama 
sebagai pegawai BPK.

“Jadi meskipun kita sedang 
WFH, ya tugas utama pekerjaan di 
BPK harus dilaksanakan dulu. Se­
dangkan kegiatan di Palima ini ya 
untuk senang-senang saja jangan 
sampai mengganggu pekerjaan 
utama kita,” ujarnya. l

Jadi kita ajak teman-teman untuk 
memasak, memotret masakannya, 
dan upload di Instagram masing-masing 
dengan memberikan tagar sesuai 
challenge di periode itu.
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K
eaktifan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
di dunia internasional menuntut para pega­
wai, khususnya pemeriksa, untuk mengua­
sai berbagai bahasa asing. Selain bahasa 
Inggris, bahasa asing lain yang sedang 
menjadi fokus BPK untuk dikuasai para pe­

meriksa adalah bahasa Prancis.
Peningkatan kemampuan berbahasa Prancis di­

lakukan dengan mengadakan pelatihan secara rutin me­
lalui klub bahasa Prancis. Di dalam klub tersebut, para 
pegawai BPK bisa mempelajari bahasa Prancis dengan 
metode yang menyenangkan.

Bukan tanpa alasan BPK mendorong para pemerik­
sanya untuk menguasai bahasa Prancis. Sebab, bahasa 
Prancis menjadi persyaratan bagi lembaga pemeriksa 
jika ingin menjadi pemeriksa eksternal di lembaga-lem­
baga yang berada di bawah United Nations (UN) atau 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

MEMBUKA PINTU DUNIA 
DENGAN BAHASA PRANCIS
Tekad para pegawai BPK untuk menguasai 
bahasa Prancis semakin kuat karena BPK 
sedang berupaya memperbanyak jumlah 
auditor internasional.

n Dwi Hendro Widyatmoko



KEPEGAWAIAN

68 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 9  n  VOL. IV  n  SEPTEMBER 2021

Pengajar Klub Bahasa Prancis 
BPK Dwi Hendro Widyatmoko me­
ngatakan, tekad para pegawai BPK 
untuk menguasai bahasa Prancis 
semakin kuat karena BPK sedang 
berupaya memperbanyak jumlah au­
ditor internasional. Hal ini dilakukan karena BPK 
memiliki target untuk menjadi anggota UN Board 
of Auditor (UNBoA) atau Dewan Auditor PBB.

“UNBoA ini adalah lembaga yang mempersya­
ratkan partner atau asosiasinya itu bisa berkomu­
nikasi dalam bahasa Inggris dan Prancis, Karena 
seperti kita ketahui, bahasa internasional pertama 
adalah Inggris, kedua Prancis, ketiga Spanyol, dan 
keempat Arabic. Yang direkomendasikan terutama 
yang pertama dan kedua (Inggris dan Prancis),” 
kata Dwi saat berbincang dengan Warta Pemerik-
sa pada pertengahan September.

Oleh karena itu, kata dia, BPK mengajak 
para auditor untuk mempelajari bahasa Prancis. 
“Dengan menguasai bahasa Prancis, pertama, 
kualifikasi untuk menjadi auditor internasional 
khususnya dari versi UN, itu akan lebih gampang 
dicapai,” katanya.

Manfaat kedua, ujar dia, kemampuan ber­
bahasa Inggris para auditor akan meningkat 
signifikan jika mempelajari bahasa Prancis. Hal ini 
karena bahasa Inggris berkembang berdasarkan 
perkembangan struktur bahasa Prancis. “Bahkan 
banyak kata bahasa Prancis yang digunakan se­
luruhnya dalam bahasa Inggris,” katanya.

Ia mengatakan, BPK bisa dibilang berbeda 
dengan lembaga lain di Tanah Air. Sebab, para 
pegawai BPK, khususnya pemeriksa, dituntut 
untuk bisa bersaing di kancah internasional. “Kita 
sudah berhasil menjadi auditor di IMO (Inter­
national Maritime Organization) dan lembaga 
internasional lainnya. Sekarang, kita juga sedang 
mengajukan diri untuk menjadi pemeriksa ekster­

nal UNIDO (United Nations Industrial Develop­
ment Organization). Jadi, di sini kita sudah mulai 
berkompetisi, bukan di nasional, tapi internasio­
nal,” ucap Dwi.

Dwi mengajak para pegawai BPK untuk tak 
takut belajar bahasa Prancis. Menurut dia, ko­
sakata bahasa Prancis tidak sebanyak bahasa 
Inggris. “Kalau sama-sama mulai dari nol, misal­

nya, belajar bahasa 
Prancis lebih mudah 
jika dibandingkan 
dengan bahasa 
Inggris. Kosaka­
tanya gak banyak. 
Bahkan, hampir se­
mua kosakata ba­
hasa Prancis ada 
di kamus bahasa 
Inggris.”

Metode pembelajaran
Dwi mengatakan, metode pembelajaran 

bahasa Prancis yang ia terapkan menggunakan 
medium bahasa Inggris. Oleh karena itu, salah 
satu persyaratan untuk bergabung di klub bahasa 
Prancis adalah sudah bisa berbahasa Inggris.

Ia menggunakan medium bahasa Inggris agar 
para pegawai bisa lebih cepat dalam memahami 
bahasa Prancis. “Kalau belajar bahasa Prancis 
menggunakan bahasa Indonesia, itu memang 
agak lambat. Karena memang beda sekali. Tapi 
kalau dengan bahasa Inggris, lebih cepat karena 
ada banyak kesamaan kosakata. Contohnya kata 
“Partner” dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa 
Prancis itu ‘Partenaire’,” katanya.

Dwi juga mengedepankan metode percakap­
an. Hal ini karena bahasa Prancis merupakan 
tipe bahasa yang akan sulit dipelajari jika hanya 
melalui tulisan dan tanpa percapakan. Sebab, 
terdapat perbedaan yang sangat jauh antara pe­
nulisan dan pelafalan.

Metode lainnya adalah dengan menciptakan 
suasana yang rileks dan menyenangkan lewat 
permainan. Dalam setiap sesi kelas, ia selalu 
berupaya mengadakan permainan mengenai 
hal-hal yang baru saja dipelajari di kelas, seperti 
melalui tebak-tebakan kata dan lainnya. “Karena 
dengan bermain ini, suasana jadi rileks.”

Di masa pandemi, kegiatan pembelajaran ba­
hasa Prancis pun terus berjalan. Bahkan, jumlah 
peserta bisa menjadi lebih banyak karena tidak 
ada keterbatasan ruang. Para peserta juga bisa 
menyimak ulang sesi kelas melalui rekaman. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) ber­
upaya meningkatkan peran terhadap 
pemberantasan korupsi di Tanah Air. 
Sinergi dengan para pemangku kepen­
tingan pun terus dibangun untuk bersa­
ma-sama memberantas korupsi dengan 

meningkatkan upaya deteksi dan pencegahan.
Untuk membangun sinergi tersebut, BPK mengge­

lar workshop antikorupsi dengan tema “Deteksi dan 
Pencegahan Korupsi” yang digelar secara fisik terba­
tas dan virtual pada Selasa (14/9). Workshop tersebut 
menghadirkan empat narasumber, yaitu Wakil Ketua 
BPK Agus Joko Pramono, Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yu­
suf Ateh, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring 
Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Naing­
golan, serta Board Member-Treasurer Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, 
Stevanus Alexander BP Sianturi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam work
shop tersebut mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi 
momentum bagi para pemangku kepentingan terkait 
untuk membangun sinergi mencegah korupsi. Apalagi, 
bukti-bukti empiris memperlihatkan bahwa pengelo­
laan keuangan di masa krisis, cenderung memperbesar 
risiko terjadinya fraud (kecurangan).  “Dalam kondisi 
krisis, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
keuangan rentan untuk mengalami situasi yang menye­
babkan terjadinya kecurangan,” kata Ketua BPK.

BPK AJAK STAKEHOLDER 
BERSINERGI MENCEGAH KORUPSI
Ketua BPK memberikan gagasan agar ada standar dan inventarisasi risiko di entitas.

n Agung Firman Sampurna

n Para narasumber dan moderator workshop.

Dalam kondisi krisis, pihak-
pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan keuangan 
rentan untuk mengalami 
situasi yang menyebabkan 
terjadinya kecurangan.



AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

70 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 9  n  VOL. IV  n  SEPTEMBER 2021

Ketua BPK mengatakan, sebagaimana dijelas­
kan dalam Cassey Triangle Model, ada tiga hal 
yang bisa menyebabkan terjadinya kecurangan. 
Pertama adalah pressure, yaitu tekanan untuk me­
lakukan kecurangan karena masalah finansial atau 
keserakahan pelaku kecurangan. Faktor kedua 
adalah rationalization, yaitu sikap pelaku kecurang­
an yang menganggap fraud atau korupsi bukan 
merupakan kesalahan dengan berbagai alasan 
pembenaran. 

“Adapun yang ketiga adalah opportunity 
atau kesempatan yang memungkinkan fraud atau 
korupsi terjadi karena lemahnya pengelolaan inter­
nal atau kurangnya pengawasan,” kata Ketua BPK.

Dalam merespons peningkatan risiko fraud da­
lam pengelolaan keuangan negara di masa pande­
mi Covid-19, BPK memutuskan melakukan peme­
riksaan komprehensif berbasis risiko atas program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional. Pemeriksaan telah dilakukan atas 241 
objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksan 
kinerja dan 130 pemeriksaan dengan tujuan ter­
tentu (PDTT). Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 
27 kementerian/lembaga, 204 pemda, dan 10 
BUMN serta badan lainnya. “Hasil pemeriksaan 
atas PCPEN mengungkapkan 2.170 temuan yang 
memuat 2.843 permaslahaan senilai Rp2,94 tri­
liun,” ungkap Ketua BPK.

Ketua BPK menyatakan, BPK mendukung sepe­
nuhnya upaya pemerintah yang merespons situasi 
pandemi Covid-19 dengan langkah luar biasa. 
Namun, pada saat yang sama, BPK juga meng­
ingatkan adanya risiko yang perlu diindetifikasi 
dan dimitigasi agar langkah pemerintah mengatasi 
pandemi sekaligus memulihkan perekenomian 

nasional, dapat dilaksanakan secara transparan, 
akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.

“Sehubungan dengan hal itu, BPK memandang 
perlu untuk memanfaatkan momentum penangan­
an pandemi Covid dengan membangun kolabora­
si dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) yang direpresentasikan dengan BPKP, APH 
yang direpresentasikan dengan KPK, dan asosiasi 
profesional yang direpresentasikan dengan AC­
FE,” katanya.

Adapun dalam sesi diskusi, Ketua BPK membe­
rikan gagasan agar ada standar dan inventarisasi 
risiko di entitas. Menurut Ketua BPK, standar ter­
sebut bisa dibuat Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal 
pemerintah. “Tapi, standar risiko itu mendapat 
pertimbangan dari BPK dan KPK. Nah, di situ kola­
borasi bisa berjalan,” ujarnya.

Setelah entitas menyusun profil risiko dan ada 
standar yang ditetapkan, langkah selanjutnya 
adalah memberikan pelatihan bagi SDM entitas. 
“Jadi, orang dilatih secara bertahap pada tingkat 
tata kelola. Karena terkadang, masalah itu terjadi 
karena orang tidak tahu bagaimana cara masalah 
itu diatasi,” katanya.

Workshop ini merupakan bagian pertama 
dalam rangkaian workshop BPK terkait strategi 
penanganan korupsi. Isu kali ini menekankan pada 
deteksi dan pencegahan. Pada workshop kedua 
yang akan datang, BPK akan mengulas tentang 
pengukuran keberhasilan program penanganan 
korupsi. Sedangkan workshop ketiga, direnca­
nakan membahas terkait dengan inovasi strategi 
penanganan korupsi yang melibatkan multiaktor 
dan multisektor. l

n Muhammad Yusuf Ateh, Agus Joko Pramono, dan Pahala Nainggolan sebagai narasumber workshop.
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B
adan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) siap 
menjelaskan peranan 
Majelis Tuntutan Per­
bendaharaan (MTP) 
dalam proses penye­

lesaian ganti kerugian negara/
daerah. Hal itu sebagai bagian dari 
proses banding terkait gugatan 
yang diterima BPK atas suatu kasus 
tuntutan perbendaharaan.

“Jadi, di PTUN ada perbe­
daan pendapat dan sekarang kita 
naikkan ke PTTUN dan mudah-
mudahan nanti sampai inkracht 
di tingkat kasasi juga menang,” 
ungkap Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan 
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Ne­
gara (Kaditama Binbangkum) BPK, Blucer Rajaguk­
guk kepada Warta Pemeriksa, Senin (13/9).

Blucer menjelaskan, MTP adalah suatu majelis 
yang bersifat kuasi yudisial. Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 ten­
tang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, BPK men­
dapatkan amanat tersebut dan berperan seperti 
pengadilan.

“Jadi majelis ini menuntut bendahara, yang di­
adili oleh majelis ini adalah bendahara. Sumbernya 
yang diproses bisa dari pemeriksaan BPK, bisa juga 
dari temuan APIP,” ungkap Blucer.

Blucer mengatakan, dalam setiap tuntutan per­
bendaharaan, BPK pun terbuka menerima keberat­
an. Dalam upaya menegakkan keadilan, pengajuan 
keberatan tersebut juga sudah dimasukkan dalam 
proses bisnis MTP.

Pihak yang mengajukan keberatan harus meng­
ajukan bukti-bukti yang mendukung sehingga ma­
jelis bisa menentukan apakah keberatan tersebut 
bisa diterima atau tidak. Kemudian, hal itu dibahas 
dalam MTP dengan anggota majelis yang baru. Hal 
ini untuk memberikan keadilan kepada pihak yang 
mengajukan keberatan.

Meski begitu, menurut Blucer, saat ini BPK 
menghadapi persoalan yang cukup unik karena 

terdapat keputusan Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) yang 
mengabulkan gugatan terhadap 
keputusan MTP BPK. Blucer 
mengatakan, BPK menghormati 
keputusan hakim dan akan meng­
ikuti proses hukum yang berlaku 
dengan meningkatkannya ke level 
banding.

Blucer mengatakan, MTP 
tetap meyakini kasus kerugian 
negara yang terjadi harus disele­
saikan karena tidak ada bukti baru 
yang membuat kerugian negara 
tersebut dapat dihapuskan. Dia 
mencontohkan, apabila ada kasus 

pegawai kehilangan mobil dinasnya yang milik ne­
gara di rumah, maka dia tetap harus mengganti.

“Itu memang bukan pidana tapi tetap harus 
ganti. Karena ini punya negara, dia harus memulih­
kan kerugian negara,” ujarnya.

Blucer menekankan, dalam kasus tuntutan per­
bendaharaan tidak harus ada unsur pidana di dalam­
nya. Ini karena kerugian negara/daerah bisa timbul 
karena unsur kelalaian maupun kesengajaan.

Selain itu, Blucer menilai, perlu ada peningkatan 
pemahaman terkait ne bis in idem atau asas yang 
menyatakan bahwa tidak boleh ada satu perkara 
yang sama yang sudah diputus, kemudian diperiksa 
dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, 
dalam urusan perbendaharaan, negara sudah ber­
sepakat menempatkan MTP di BPK.

“Saya kira sebagai negara hukum, maka kita ha­
rus betul-betul menghormati hukum. Mari kita hor­
mati keputusan tersebut dan mari kita ikuti dengan 
proses hukum selanjutnya,” ungkap Blucer.

Menurut Blucer, hal ini juga menjadi bagian dari 
proses pembelajaran hukum masyarakat. Artinya, 
seluruh pihak tengah belajar mewujudkan Indonesia 
sebagai negara hukum yang demokratis.

“Secara norma hukum kita yakin karena kita 
didukung oleh putusan hakim TUN yang lain yang 
jumlahnya banyak sekali. Artinya banyak sekali pu­
tusan hakim yang mengutamakan kompetensi ab­
solut BPK atau kewenangan BPK,” ujarnya. l

BPK SIAP JELASKAN PERAN MTP DALAM PENYELESAIAN 
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Dalam setiap tuntutan perbendaharaan, BPK pun terbuka menerima keberatan.

n Blucer Rajagukguk
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menjalin kerja sama 
dengan Badan Pengawas­
an Keuangan dan Pem­
bangunan (BPKP) untuk 
mendorong percepatan 

penyelesaian tindak lanjut hasil peme­
riksaan BPK. Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna menekankan, BPK dan BPKP 
adalah penjaga akuntabilitas keuangan 
negara. Sehingga, meski memiliki posisi 
yang berbeda secara konstitusional, 
kedua lembaga tersebut memiliki tujuan 
yang sama yakni ingin membuat negara 
menjadi lebih baik.

“Sehingga, kerja sama ini kita lemba­
gakan dengan penandatanganan memo-
randum of understanding (MoU) bukan 

hanya dalam konteks seremonial tapi 
tactical,” ungkap Agung dalam pernya­
taannya kepada media, Jumat (10/9).

Salah satu poin kesepakatan tersebut 
adalah peningkatan penyelenggaraan 
pengawasan intern oleh BPKP dalam 
rangka mendorong percepatan penye­
lesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK. Selain itu, kerja sama yang telah 
disepakati dalam nota kesepahaman 
meliputi pertukaran data dan informasi. 
Hal ini diwujudkan dalam pemanfaatan 
data atau informasi dari sistem teknologi 
informasi yang dikembangkan BPK dan 
BPKP, pemanfaatan laporan hasil audit 
dan/atau hasil reviu BPKP untuk BPK, 
serta pemanfaatan Laporan Hasil Peme­
riksaan (LHP) dan pemberian pendapat 

BPK DAN BPKP PERKUAT SINERGI UNTUK 
PERCEPAT TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Kerja sama yang telah disepakati dalam nota kesepahaman 
meliputi pertukaran data dan informasi.

n Para Pimpinan BPK RI dan Kepala BPKP usai penandatanganan Nota Kesepahaman.
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BPK terkait pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara.

Kerja sama lainnya meliputi peng­
gunaan tenaga auditor, pelaksanaan 
kerja sama audit atau joint audit atas 
permasalahan tertentu, koordinasi da­
lam rangka pemenuhan permintaan 
penghitungan kerugian negara/daerah 
dari instansi penegak hukum, pendidik­
an dan pelatihan, serta penelitian dan 
pengembangan maupun kegiatan lain 
sesuai kesepakatan. Selain itu, dilakukan 
perluasan lingkup kerja sama antara BPK 
dan BPKP melalui sinergi pelaksanaan 
pemeriksaan atau pengawasan dan pe­
ngembangan kapasitas kelembagaan.

“Dalam implementasi good go-
vernance, konsep The Three Lines of 
Defence berkembang untuk menje­
laskan hubungan dari berbagai pihak 
yang terbagi dalam tiga lini pertahanan 
organisasi. APIP sebagai unit yang in­
dependen dan objektif berperan pada 
lini pertahanan ketiga. Dengan konsep 
ini, APIP memiliki peran penting dalam 
pelaksanaan tujuan pembangunan na­
sional agar akuntabel,” ujar Agung.

Sementara itu, Kepala BPKP Muham­
mad Yusuf Ateh mengatakan, salah satu 
aspek krusial bagi kedua belah pihak 
dalam menjalin sinergi dan kolaborasi 
adalah kemudahan pertukaran data 
dan informasi. Apalagi, pemerintah 

telah merancang dan melaksanakan 
berbagai intervensi untuk menangani 
dampak pandemi Covid-19 baik pada 
aspek kesehatan, sosial, maupun per­
ekonomian. Sehingga, kata Ateh, kondi­
si kedaruratan yang melekat pada masa 
pandemi menuntut penanganan yang 
ekstra cepat yang membutuhkan diskre­
si kebijakan.

“Penandatanganan nota kesepaham­
an kedua belah pihak ini, kami yakini da­
pat meningkatkan sinergi dan koordinasi 
antara kedua institusi ini sehingga dapat 
meningkatkan efektivitas dan memper­
luas area pengawalan akuntabilitas ke­
uangan negara,” kata Ateh.

Pelaksanaan peran BPK dan BPKP 
perlu didukung dengan sumber daya 
yang kompeten agar peran BPK mau­
pun BPKP dapat dirasakan secara opti­
mal kepada seluruh pemangku kepen­
tingan. “Koordinasi dan kolaborasi yang 
baik menjadi suatu hal yang krusial bagi 
kami,” ungkap Ateh. l

Dalam implementasi good 
governance, konsep The Three 
Lines of Defence berkembang 
untuk menjelaskan hubungan 
dari berbagai pihak yang 
terbagi dalam tiga lini pertahan-
an organisasi.

n Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua 
BPK RI dan Kepala BPKP.
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P
erkembangan dan pertum­
buhan kota DKI Jakarta dan 
wilayah sekitar (Bogor, De­
pok, Tangerang, dan Bekasi) 
yang sangat cepat, berim­
bas kepada mobilisasi ma­

syarakat dari dan ke Jakarta yang akan 
meningkatkan kebutuhan transportasi 
dan energi. Peningkatan konsumsi 
energi ini pada akhirnya meningkatkan 
pencemaran udara yang menimbulkan 
kerugian ekonomi. 

Angka kerugian akan semakin besar 
jika upaya-upaya untuk menangani pen­
cemaran udara tidak segera dilakukan. 
Studi United Nations Environment 
Program memperkirakan potensi ke­
hilangan akibat imbas kesehatan yang 
ditimbulkan oleh paparan polusi PM2.5 
di DKI Jakarta , menyebabkan 6,1 ju­
ta gejala kardio-pernapasan dengan 
biaya perawatan sebesar Rp51,2 triliun 
(USD3,9 miliar) selama tahun 2016. 

Pemprov DKI Jakarta telah me­
lakukan berbagai upaya pengendalian 
pencemaran udara, namun program-pro­
gram pengendalian pencemaran udara 
tersebut belum berdampak terhadap 
peningkatan kualitas udara di DKI Jakar­
ta yang ditunjukkan dengan tren penu­
runan kualitas udara selama enam tahun 
terakhir seperti dalam gambar berikut.

Tabel tersebut menunjukkan masih 
buruknya kualitas udara di DKI Jakarta 
karena berada di atas baku mutu ra­
ta-rata tahunan nasional yaitu 15 ug/
m3. Dari tahun 2014 hingga 2018, 
jumlah hari “tidak sehat” selama satu 
tahun terus meningkat. Jumlah hari 
“tidak sehat” di tahun 2014 hanya ber­
jumlah 89 hari dalam setahun, namun 
untuk tahun 2019, jumlah hari “tidak 
sehat” meningkat sebanyak 106 persen 
menjadi 183 hari dalam setahun. 

Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke­

uangan (BPK) menyimpulkan terdapat 
empat permasalahan siginifikan yang 
harus diperhatikan karena akan mem­
pengaruhi efektivitas upaya Pemprov 
DKI Jakarta dalam pengendalian dan 
pencemaran udara dari sektor trans­
portasi darat. Permasalahan tersebut 
adalah.
1.	Pemprov DKI Jakarta belum me­

miliki grand design pengendalian 
pencemaran udara yang kompre­
hensif, yang didukung Basis Data 
Inventarisasi Emisi Pencemaran 
Udara yang Berkesinambungan, 
serta Target yang Jelas dan Terukur 
Terkait Strategi Penurunan Pence­
maran Udara. 

PEMERIKSAAN KINERJA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN 
PENCEMARAN UDARA DARI SEKTOR TRANSPORTASI 
DARAT TA 2019 PADA PEMPROV DKI JAKARTA

n	OLEH RENY FALTY, 
	 PEMERIKSA 
	 DI SUBAUDITORAT 

DKI JAKARTA V BPK 
PERWAKILAN DKI 
JAKARTA/KETUA 

	 TIM AUDIT

Angka kerugian 
akan semakin 
besar jika upaya-
upaya untuk 
menangani 
pencemaran 
udara tidak 
segera dilakukan.
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	 Wacana penyusunan sebuah konsep grand de-
sign telah diinisiasi beberapa kali, antara lain :
•	Pada tahun 2006, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), be­
kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, 
menerbitkan dokumen Local Strategy and 
Action Plan Urban Air Quality Improvement 
Program (LSAP UAQi) yang berisi Strategi 
dan Rencana Aksi Lokal Provinsi DKI Jakarta 
untuk peningkatan kualitas udara perkotaan. 
Strategi dan rencana aksi yang disusun da­
lam dokumen LSAP UAQi termasuk juga 
strategi dan rencana aksi penurunan emisi 
GRK. Namun, Pemprov DKI tidak melan­
jutkannya dalam sebuah dokumen formal 
terkait strategi dan rencana aksi yang men­
jadi acuan dalam pengendalian pencemaran 
udara di Provinsi DKI Jakarta.

•	Dalam Lokakarya Perdana Kick Off Meeting 
Penyusunan Desain Besar (Grand Design) 
Pencemaran Udara pada 3 Oktober 2018, 
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata 
Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH), men­
yampaikan perlunya menetapkan Grand De-
sign Pengendalian Pencemaran Udara yang 
menjadi dasar untuk Perencanaan Jangka 
Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  
Namun, penyusunan Grand Design tersebut 
terhambat karena tidak tersedianya bantuan 
pembiayaan.

•	Dalam konteks pengendalian pencemaran 
lainnya, Pemprov DKI Jakarta telah memi­
liki strategi dan rencana aksi penurunan 
emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Pergub 
Nomor 131 Tahun 2012, yang merupakan 
turunan dari Perpres Nomor 61 Tahun 2011 
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pro­
gram ini merupakan pelaksanaan berbagai 
kegiatan, yang secara langsung dan tidak 
langsung, menurunkan emisi gas rumah kaca 
sesuai dengan target pembangunan daerah, 
yaitu sebesar 30% pada tahun 2030 atau se­
tara dengan 35 juta ton CO2.

	 Program PPU di DKI Jakarta dilakukan berda­
sarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara. Namun, 
ICEL (Indonesian Center for Environmental 
Law) menyimpulkan bahwa Perda Nomor 2 
Tahun 2005 bukan merupakan strategi dan 
rencana aksi PPU DKI Jakarta karena Perda ter­
sebut tidak memuat hal-hal yang seharusnya 

termuat dalam strategi dan rencana aksi PPU 
seperti yang diamanatkan dalam PermenLH 
Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:
•	Target penurunan beban pencemaran un­

tuk setiap jenis pencemar yang melampaui 
BMUA Daerah maupun Nasional dan dapat 
ditinjau ulang setiap lima tahun;

•	Target waktu pemenuhan BMUA maksimal 
lima tahun;

•	Upaya instansi terkait sesuai dengan tugas 
dan fungsinya masing-masing agar menca­
pai target yang ditetapkan; dan

•	Rencana pemantauan kemajuan kegiatan.
	 Dengan demikian, konsep grand design pe­

rencanaan program pengendalian pencemaran 
udara tidak cukup jika hanya didasarkan atas 
aktivitas Pemprov DKI Jakarta dalam mengen­
dalikan efek GRK. Konsep perencanaan  masih 
harus dikembangkan dengan memperhatikan 
basis data Inventarisasi Emisi Pencemaran 
Udara yang berkesinambungan,serta tar­
get yang jelas dan terukur  terkait Strategi 
Penurunan Pencemaran Udara.Permasalahan 
dalam inventarisasi emisi adalah tidak terse­
dianya data yang tertata secara sistematis dan 
metode standar yang dapat digunakan seba­
gai acuan untuk pembaruan, perkiraan, dan 
evaluasi emisi. Selain itu, belum lengkapnya 
jenis-jenis sumber-sumber yang diinventarisasi 
serta ketiadaan faktor emisi yang berlaku un­
tuk kondisi Indonesia juga menjadi kelemahan.

2.	Penerapan kebijakan bahan bakar ramah 
lingkungan dalam upaya meningkatkan kua­
litas udara di DKI Jakarta belum didukung 
rencana aksi dan target konversi BBM ke 
BBG serta regulasi yang mendukung pene­
rapan kebijakan bahan bakar ramah ling­
kungan belum memadai.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh 

Pemprov DKI Jakarta, pilihan kebijakan yang 
dapat diambil, diantaranya, adalah penggunaan 
bahan bakar berupa BBG, listrik untuk kenda­
raan-kendaraan umum yang beroperasi di Jakar­
ta serta kendaraan operasional. Pilihan mem­
pergunakan BBG karena emisinya sangat kecil 
dibanding dengan bensin, penggunaan BBG da­
pat mengurangi pencemaran udara, yaitu emisi 
CO sebesar 95%, emisi CO2 sebesar 25%, emisi 
HC sebesar 80%, dan emisi NOx sebesar 30% 
(Hartanto, 2011). Hal ini berdampak positif bagi 
kesehatan dan mengurangi pemanasan global. 
Pilihan lainnya, misal untuk mendorong emisi 
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Euro4, akan sangat bergantung pada variabel 
diluar kontrol Pemprov DKI Jakarta.

Penetapan target jumlah angkutan umum 
yang menggunakan BBG di Provinsi DKI Jakarta 
merupakan kunci keberhasilan program. Target 
tersebut akan dijabarkan dalam kebijakan dan 
strategi untuk mencapainya. Pencapaian dan de­
viasi target juga merupakan bentuk keberhasilan 
dan alat untuk menentukan evaluasi kebijakan. 
Hasil konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Perhu­
bungan menyatakan bahwa, pada prinsipnya, 
Pemprov DKI Jakarta belum memiliki target atas 
program konversi BBG untuk kendaraan umum, 
baik yang ditetapkan dalam Rencana Pemba­
ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pro­
vinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) 
Dinas Perhubungan. Dengan demikian, penca­
paian atas program konversi BBM ke BBG untuk 
kendaraan umum tidak menjadi prioritas dalam 
penilaian kinerja SKPD, serta pelaksanaan pro­
gram menjadi tidak terpantau dan tidak dapat 
diukur keberhasilannya.

3.	Penerapan kebijakan uji emisi kendaraan 
bermotor belum optimal dalam upaya me­
ningkatkan kualitas udara di DKI Jakarta. 

•	Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan 
target kegiatan dan aktivitas pendukung 

belum konkret mengarah pada ukuran hasil. 
	 Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor 

dilakukan oleh dua SKPD yaitu Dinas Ling­
kungan Hidup untuk kendaraan bermotor 
bukan umum dan KDO serta Dinas Perhu­
bungan untuk Kendaraan Bermotor Umum. 
Dalam Renstra 2018 – 2022, Dinas LH telah 
menetapkan target tahunan kegiatan Pelak­
sanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor untuk 
tahun 2018 s.d. 2022 berupa jumlah kenda­
raan yang diujihanya sebesar 30.000 kenda­
raan per tahun atau 1,28% dari  total jumlah 
kendaraan bermotor roda empat berplat 
hitam dan plat merah sebanyak 2.351.726 
kendaraan (sumber data dari sistem pajak 
kendaraan bermotor Bapenda Provinsi DKI 
Jakarta).

	 Target yang ditetapkan oleh Dinas LH terse­
but hanya merupakan target jumlah kenda­
raan yang akan mengikuti uji emisi gratis da­
lam kegiatan sosialisasi/kampanye program 
uji emisi kendaraan bermotor pribadi dan 
kendaraan dinas operasional yang dilaksa­
nakan oleh Dinas dan Suku Dinas (Sudin) LH. 
Target tersebut tidak termasuk target jumlah 
kendaraan yang melakukan pengujian baik 
di bengkel-bengkel pelaksana uji emisi atau 
tempat lainnya.
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	 Berdasarkan data hasil pengujian kendaraan 
angkutan umum Dinas Perhubungan tahun 
2018 dan 2019, diketahui bahwa kepatuhan 
kendaraan angkutan umum di DKI Jakarta 
untuk melakukan uji emisi belum optimal. 
Persentase kendaraan angkutan umum orang 
yang melakukan uji emisi di tahun 2017 sebe­
sar 64,70%, tahun 2018 sebesar 70,49% bah­
kan menurun di tahun 2019 sebesar 58,76%.

•	Sistem Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor 
belum memadai

	 Berdasarkan hasil observasi atas kegiatan Uji 
Emisi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan 
oleh Dinas LH, diketahui bahwa pelaksanaan 
uji emisi untuk kendaraan bermotor berbahan 
bakar solar belum sepenuhnya dilakukan sesuai 
prosedur pengujian. Hal tersebut dapat ber­
dampak pada validitas data hasil uji emisi ken­
daraan bermotor. Dalam praktiknya, petugas 
melakukan proses input data hasil uji emisi dari 
alat uji emisi ke dalam sistem E-Uji Emisi secara 
manual. Alat uji emisi tersebut belum dapat 
mendeteksi kesesuaian pengujian di lapangan 
dengan prosedur pengujian. Hal tersebut dapat 
menimbulkan risiko kesalahan input data hasil 
uji emisi maupun risiko terjadinya kecurangan.

	 Hasil observasi uji emisi kendaraan berbahan 
bakar solar menunjukkan bahwa dari 16 peng­
ujian yang diuji petik, hanya enam pengujian 
yang dilakukan sesuai prosedur akselerasi putar­
an mesin. Sisanya sebanyak 10 pengujian hanya 
dilakukan satu kali akselerasi putaran mesin.

•	Regulasi terkait Program Uji Emisi Kendaraan 
Bermotor belum lengkap dan belum diterap
kan sepenuhnya

	 Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan dua 
regulasi terkait kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi 
Kendaraan Bermotor yaitu Pergub Nomor 92 
Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan 
Kendaraan Bermotor dan Pergub Nomor 31 
Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas 
Buang Kendaraan Bermotor. 

	 Namun, hasil pemeriksaan dan analisa doku­
men, regulasi tersebut belum memadai karena 
belum sesuai dengan standar internasional 
serta belum dilengkapi dengan skema insentif/
disinsentif.

4.	Penerapan sistem transportasi publik yang 
terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu 
lintas belum optimal dalam mendukung pe­
nurunan pencemaran udara di DKI Jakarta.

	 Pemeriksaan menunjukkan bahwa sarana 

transportasi umum yang tersedia belum dapat 
sepenuhnya mendukung kebutuhan mobilitas 
masyarakat. Salah satu permasalahan utama 
adalah cakupan pelayanan jaringan transpor­
tasi yang belum mencapai seluruh wilayah DKI 
Jakarta. Hal ini menyebabkan masyarakat yang 
berangkat dari ataupun menuju kawasan yang 
belum terlayani lebih memilih menggunakan 
kendaraan pribadi. 

	 Memang terdapat angkutan berbasis jalan 
lainnya dengan kapasitas lebih kecil, seperti 
bus sedang dan kecil yang dioperasikan oleh 
pihak swasta. Namun, angkutan ini seringkali 
tidak dapat diandalkan karena tidak memiliki 
jadwal perjalanan yang tidak pasti dan rutenya 
dapat berubah setiap saat sesuai keputusan 
pengemudi. 

What next?
Kajian awal menunjukkan bahwa pencemaran 

udara perkotaan, di antaranya, bersumber dari 
empat kegiatan utama, yakni transportasi darat, 
pembangkitan listrik & pemanas, pembakaran do­
mestik serta pembakaran industri. Selain itu, masih 
terdapat beberapa sumber lain yang perlu men­
dapatkan perhatian dalam pengaruhnya terhadap 
pencemaran udara di DKI Jakarta.

Pemeriksaan pencemaran dari sektor transpor­
tasi darat yang dilakukan juga masih dalam lingkup 
Pemprov DKI Jakarta. Padahal, penyumbang polu­
si, untuk transportasi darat, juga berasal dari dae­
rah di sekitar Jakarta, sehingga upaya perbaikan 
di wilayah DKI Jakarta juga harus didukung oleh 
daerah penyangganya dan juga akan melibatkan 
berbagai unsur pemerintah.

Proses perbaikan tersebut tidak dapat dilakukan 
secara silo. Pemeriksaan masih menunjukkan bahwa 
para pemangku kepentingan penanganan polusi 
udara masih bekerja dalam silo/tidak sinergis. Hal 
tersebut dapat ditunjukkan, antara lain :

•	Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan me-
lalui konversi BBM ke BBG untuk kendaraan 
umum dan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) 
belum optimal

	 Berdasarkan data jumlah kendaraan angkutan 
umum Dinas Perhubungan tahun 2019, peng­
gunaan BBG pada kendaraan angkutan umum 
hanya sebesar 16,3% dari total jumlah kendaraan 
angkutan umum yang tercatat pada Dinas Per­
hubungan, meskipun kebijakan konversi BBM ke 
BBG tersebut dikeluarkan tahun 2007. Terdapat 
kenaikan jumlah kendaraan angkutan umum 
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berbahan bakar gas di DKI Jakarta pada perio­
de tahun 2014 – 2016 sebesar 68%. Namun, 
tren penurunan terjadi mulai tahun 2016 – 2019 
hingga 20% . 

•	Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan me-
lalui peningkatan kualitas bahan bakar Standar 
Euro 3 belum optimal.

	 Hasil kajian yang dilakukan KPBB terkait dampak 
kualitas BBM terhadap emisi gas buang kenda­
raan bermotor menunjukkan bahwa masih terda­
pat kualitas BBM di Indonesia yang tidak sesuai 
dengan standar EURO 2. Untuk jenis bensin, 
premium memiliki tingkat oktan 88 dan pertalite 
memiliki tingkat oktan 90, sedangkan tingkat ok­
tan pada standar EURO 2 untuk BBM jenis bensin 
adalah minimal 91. Sedangkan untuk jenis solar, 
Reguler Diesel memiliki kandungan sulfur yang 
tinggi tidak sesuai dengan standar EURO 2. 

	 Adapun spesifikasi jenis bahan bakar di Indone­
sia dibandingkan dengan Standar EURO adalah 
sebagai berikut :

	 Penggunaan BBM yang kualitasnya tidak sesuai 
dengan standar EURO 2 masih terjadi di Pro­
vinsi DKI Jakarta dengan jumlah konsumsi pada 
transportasi darat sebagai berikut:

•	Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor 
	 Melalui Keputusan Gubernur (KepGub) DKI 

Jakarta Nomor 95 Tahun 2000 Pemprov DKI 
Jakarta mewajibkan semua mobil penumpang 
pribadi untuk dilakukan pemeriksaan emisi se­
kali setahun pada bengkel yang sudah diakre­
ditasi. Walaupun sudah dikeluarkan sejak 
tahun 2000. 

	 Penerapan kebijakan ini membutuhkan ker­
jasama berbagai pihak, antara lain, Dinas 
Perhubungan, Satpol PP, BPAD (dalam hal 
syarat perpanjangan kendaraan jika akan dihu­
bungkan dengan syarat emisi), Kepolisian, dan 
Kantor Samsat. 

Dari kelemahan-kelemahan yang diuraikan di 
atas, program pengendalian pencemaran udara 
di wilayah DKI Jakarta harus dilaksanakan secara 
sinergis oleh banyak pihak dalam hal ini Peme­
rintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sekitar 
wilayah DKI Jakarta, karena pencemaran udara 
merupakan suatu hal yang tidak mengenal batas 
wilayah. Untuk itu kedepannya diharapkan dapat 
dilakukan audit kinerja bersama (joint audit) yang 
cakupannya lebih luas, yang melibatkan entitas di 
Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah 
Bodetabek, sehingga rekomendasi yang dihasil­
kan dapat mendorong sinergitas dalam mena­
ngani masalah pencemaran udara di wilayah DKI 
Jakarta. l

Redaksi Majalah Warta Pemeriksa 
mengharapkan kontribusi dari 
rekan-rekan pembaca untuk 

mengirimkan tulisan dengan tema 
pemeriksaan maupun keuangan 

negara/daerah. Tulisan format doc 
minimal 7.000 karakter 

dapat dikirimkan melalui email 
wartapemeriksa@bpk.go.id 

dengan subjek ‘Rubrik Kolom’. 

Cantumkan nama lengkap, 
instansi/unit kerja dan nomor yang 
bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih 

untuk dimuat akan diberikan 
apresiasi berupa fee menulis 

sebesar Rp750.000.
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Kuis

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi Agustus 2021 
disebutkan bahwa BPK memperoleh penghargaan BKN Award. 

Kategori apakah yang diperoleh BPK?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. 
Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek ‘Kuis’. 

Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. 
Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.
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